Menimbang

SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan
kembali  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala
Desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan

Bupati;



Mengingat

!

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten dalam

lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan
mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-
Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik
Indonesia 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/PUU-
XII1/2015 dalam perkara Pengujian Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor
11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR
11 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Timur.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Ponorogo.

Bupati adalah Bupati Ponorogo.

Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah

perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.



10.

11.

12.

18.

14.

15

16.

o

Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra

pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa,

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan

Pemerintah Daerah.

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa
dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya
disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk
Bupati pada Tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa.

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut
Panitia Pengawas adalah panitia yang mengawasi proses Pemilihan

Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk

menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
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Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang
mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan untuk menjadi Calon
Kepala Desa.

Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa yang

berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang
memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala

Desa.

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan

wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah
memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan

Kepala Desa.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah
daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap
Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali

atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun
berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum

terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar
pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar
penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan

Kepala Desa.

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala

Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan

dukungan.

Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat

dilaksanakannya pemungutan suara.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo,

selanjutnya disebut APBD Kabupaten, adalah Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut

APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Hari adalah hari kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah
Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat
POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut
Pemilihan KDAW adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang

dilakukan melalui musyawarah desa.

Panitia Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan KDAW adalah Panitia yang
dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala

Desa melalui musyawarah desa.

Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Bakal
Calon KDAW adalah warga masyarakat desa setempat yang
mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan untuk menjadi Calon Kepala

Desa Antar Waktu.

Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebui Calon KDAW
adalah Bakal Calon KDAW yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
KDAW sebagai Calon KDAW yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa
melalui musyawarah desa.

Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih yang selanjutnya disebut
Calon KDAW Terpilih adalah Calon KDAW yang terpilih melalui

musyawarah desa.
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Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam
sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas

atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak

pidana.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili
di pengadilan.
Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh

- wilayah kabupaten.

Dalam hal terdapat Desa yang masa jabatan Kepala Desanya habis
bersamaan dengan tahun pelaksanakan Pemilihan Kepala Desa
serentak maka Bupati mengatur Tahapan Pemilihan Kepala Desa yang

bersangkutan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 3
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati mengangkat
Penjabat Kepala Desa.
Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
PNS di lingkungan pemerintah kabupaten.
Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diusulkan oleh Camat dengan memperhatikan aspirasi BPD dan tokoh
masyarakat.
Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diutamakan yang berasal dari desa setempat atau kecamatan setempat.



(1)

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sampai

dengan dilantiknya Kepala Desa Terpilih.

Penjabat Kepala Desa dapat diberhentikan apabila melakukan tindakan
yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku atau kebijakan lain yang ditetapkan Bupati.

Sebelum melaksanakan tugas, Penjabat Kepala Desa dilantik dan

diambil sumpahnya oleh Camat.

Pasal 4
Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak, Kepala Desa dipilih langsung

oleh penduduk desa.

Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur

dan adil.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas

Pasal 5
Dalam hal Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati membentuk :
a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
b. Panitia Pengawas.
Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6
Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf a merupakan unsur Pemerintah Kabupaten yang terdiri
dari :

a. Sekretariat Daerah;
b. Inspektorat;

c. OPD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa;

d. OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat;
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OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan
bangsa dan politik; dan
OPD terkait lainnya.

Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas :

a.

merencanakan, mengkoordinasikan dan  menyelenggarakan
tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;

melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa
tingkat Desa;

memfasilitasi penyaluran bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa
dari APBD Kabupaten;

memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa
tingkat Kabupaten;

melakukan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa dalam hal
jumlah Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang;
melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa; dan

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati.

Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Panitia Pengawas.

Pasal 7

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf b merupakan unsur PNS di Kecamatan dan Anggota Forum

Komunikasi Pimpinan Kecamatan, yang terdiri dari :

a.
b.

°© o o

-

Camat sebagai ketua merangkap anggota;

Kepala Seksi di Kecamatan yang menangani tata pemerintahan
desa sebagai Sekretaris merangkap anggota;

Komandan Rayon Militer sebagai anggota;

Kepala Kepolisian Sektor sebagai anggota;

Sekretaris Kecamatan sebagai anggota;

Kepala Seksi di Kecamatan selain Kepala Seksi yang menangani
tata pemerintahan desa sebagai anggota; dan

Staf Kecamatan sesuai kebutuhan sebagai anggota.
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Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai

tugas dan kewajiban :

a. memberikan penjelasan teknis yang diperlukan kepada Panitia
Pemilihan;

b. mengawasi proses Pemilihan Kepala Desa;

¢. menerima pengaduan pelanggaran atau penyimpangan dalam
proses Pemilihan Kepala Desa;

d. menyelesaikan pengaduan yang timbul dalam proses Pemilihan
Kepala Desa;

e. mengambil langkah-langkah penyelesaian bersama Panitia
Pemilihan apabila diperlukan;

f. meneruskan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan kepada
Panitia Pemilihan Kabupaten;

g. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada
Bupati.

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan

honorarium yang dianggarkan dalam bantuan keuangan biaya

Pemilihan Kepala Desa dari APBD Kabupaten yang ditransfer dalam
APB Desa.

Bagian Ketiga
Persiapan Pemilihan Kepala Desa
Paragraf 1

Umum

Pasal 8

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya
masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum
berakhir masa jabatan.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir
masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan
Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa menyusun rencana
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan dalam
Peraturan Desa tentang Pemilihan Kepala Desa yang antara lain

mengatur Tata Cara Pembentukan Panitia Pemilihan dan Peraturan
Tata Tertib.
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Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 9
Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
Dalam hal pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak terpenuhi, Bupati berwenang menetapkan jadwal pembentukan
panitia dalam pentahapan Pemilihan Kepala Desa.
BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan yang
keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diusulkan oleh masing-masing unsur Perangkat Desa, Pengurus
Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat kepada BPD.
Anggota BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dilarang
menjadi Anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 10
Pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah
mufakat.
Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

mencapai mufakat, maka Pimpinan BPD memimpin rapat guna

mengadakan pemungutan suara.

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
dengan cara pengambilan suara terbanyak.

Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari :

a. Ketua merangkap anggota;

b. Wakil Ketua merangkap anggota;

c. Sekretaris merangkap anggota;

d. Bendahara merangkap anggota;

e. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan
oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Hari kerja Panitia Pemilihan adalah Hari Senin sampai dengan Hari

Minggu.
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Pasal 11

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

mempunyai tugas :

a.

=
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S.

merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi
dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati
melalui Kepala Desa dan Camat;

melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

melakukan pengadaan surat suara, kotak suara, bilik pemungutan

suara dan perlengkapan lain;

mengadakan pengumuman, penjaringan dan penyaringan bakal
calon;

menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat
pemungutan suara,

melaksanakan pemungutan suara,;

menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan;

menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;

menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa secara adil dan

demokratis;

menetapkan kebutuhan barang dan jasa;

menyampaikan laporan kepada BPD;

mempertanggungjawabkan anggaran Pemilihan Kepala Desa;
melaksanakan Pemilihan Kepala Desa tepat waktu;

melakukan berbagai upaya pencegahan dan memfasilitasi
penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa; dan

melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Panitia Pemilihan berhak :

a.

b.

menerima honorarium yang besarannya ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa yang bersumber dari APB Desa sesuai

kemampuan keuangan desa;

mendapat perlindungan keamanan dalam melaksanakan tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Panitia Pemilihan

bertanggung jawab kepada BPD.



(1)

(3)
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Pasal 12

Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang pada saat penetapan
Calon Kepala Desa ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai
derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Calon Kepala
Desa, maka kedudukan yang bersangkutan dalam kepanitiaan
dinyatakan batal demi hukum.

Hubungan keluarga sampai derajat kedua vertikal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. hubungan keluarga derajat kesatu yaitu :

1. Suami/istri;

Ayah/ibu;

I

3. Saudara kandung;

4. Saudara kandung suami/istri;
)1

Anak/menantu.
b. hubungan keluarga derajat kedua yaitu :
1. Kakek/nenek;
2. Saudara kandung ayah/ibu;
3. Keponakan/keponakan menantu;
4. Cucu/cucu menantu;
S. Mertua;
6. Saudara suami/istri.
Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri

dan/atau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, maka BPD

memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya dalam

Panitia Pemilihan.

Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang berhalangan tetap
dan/atau tidak dapat melaksanakan  tugas, maka  BPD
memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya dalam

Panitia Pemilihan.

BPD menetapkan pengganti Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dengan mekanisme

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
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Pasal 13

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilarang :

a.

(1)

memihak dan/atau menyuruh seseorang dan/atau sekelompok
masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk memihak kepada salah
satu Calon Kepala Desa;

merubah data pemilih;

menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain sehingga dapat
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang berakibat meresahkan
masyarakat dalam proses Pemilihan Kepala Desa;

melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sehingga menghambat Pemilihan

Kepala Desa.

Pasal 14
Anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melanggar larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberhentikan oleh BPD dari
kepanitiaan.
BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10.

Paragraf 3
Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan

Pasal 15

Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana Format A

Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 16
Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berupa bantuan keuangan dan dikelola oleh Pemerintah
Desa.
Untuk mendukung bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat

mengalokasikan tambahan biaya yang dianggarkan dalam APB Desa.



(4)

(4)

(1)

(2)
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Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dipergunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara,
honorarium BPD, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, panitia dan

kelengkapan peralatan lainnya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa dilarang melakukan pungutan kepada

Bakal Calon atau Calon Kepala Desa dengan dalih apapun.

Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf b, Panitia Pemilihan menyusun rencana kebutuhan biaya
Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya, paling

lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan

Kepala Desa.
Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama Kepala Desa atau Penjabat
Kepala Desa dan BPD.

Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati

melalui Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Camat untuk

mendapatkan persetujuan.

Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan dari Panitia
Pemilihan.

Selama proses pengajuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Panitia Pemilihan tetap melaksanakan tahapan Pemilihan
Kepala Desa.

Pasal 18

Dalam hal terjadi perubahan pagu biaya Pemilihan Kepala Desa, maka
dilakukan perubahan APB Desa.

Dalam hal terjadi perubahan biaya Pemilihan Kepala Desa yang tidak
merubah pagu APB Desa, maka tidak dilakukan Perubahan APB Desa.

Pasal 19

Dalam pengelolaan keuangan desa untuk biaya Pemilihan Kepala Desa,

Bendahara Panitia Pemilihan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan

sebagai Pelaksana Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.



(2)

i

Paragraf 5

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 20

Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan
Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau
sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya,

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum

disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk; dan

e. dalam hal pemilih telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan sejak
tercatat sebagai penduduk desa yang bersangkutan, sedangkan
Kartu Tanda Penduduk kurang dari 6 bulan atau Kartu Tanda

Penduduk masih dalam proses, tetap didaftar sebagai pemilih.

Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat

menggunakan hak memilih.

Pasal 21

Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran pemilih dengan cara
memasang pengumuman di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat
lain yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat desa yang

bersangkutan atau melalui media informasi lainnya.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pendaftaran pemilih dan sekurang-
kurangnya memuat :

a. hari dan tanggal mulai dan berakhirnya pendaftaran pemilih; dan

b. persyaratan pemilih.



(1)

(3)
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Pasal 22

Pendaftaran pemilih dilaksanakan selama 5 (lima) hari.

Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh Panitia Pemilihan dengan

memutakhirkan dan memvalidasi data pemilih dari Pemerintah Desa.

Pemilih yang telah didaftar oleh Panitia Pemilihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menerima surat bukti pendaftaran

sebagaimana Format B-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pemutakhiran dan pemvalidasian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dilakukan apabila :

a. terdapat penduduk yang memenuhi syarat usia pemilih, yang
sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan
sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi belum ada dalam
daftar pemilih;

b. terdapat penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun,
tetapi sudah/pernah menikah dan belum ada dalam daftar pemilih;

c. terdapat penduduk yang telah meninggal dunia tetapi masih ada
dalam daftar pemilih;

d. terdapat penduduk yang pindah domisili ke desa lain tetapi masih
ada dalam daftar pemilih;

e. terdapat penduduk desa yang pada saat pendaftaran tidak
berdomisili di desa bersangkutan dan diperkirakan tidak bisa hadir
pada hari pemungutan suara, maka atas persetujuan keluarga,
Panitia Pemilihan tidak mendaftar sebagai Pemilih; dan

f. terdapat penduduk yang belum terdaftar.

Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia

pemilihan menyusun dan menetapkan DPS yang dilaksanakan selama

2 (dua) hari.

DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun per Dukuh,

sebagaimana Format B-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 23
Dalam hal di Desa hanya ada 1 (satu) Dukuh, maka DPS disusun
per Rukun Tetangga.
Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), maka DPS disusun sesuai jumlah
TPS dan setiap TPS disusun per Dukuh.




(3)

(4)

(4)
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DPS ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan dengan
menempelkan di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang
strategis dan mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

selama 3 (tiga) hari.

Pasal 24

Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4),
pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan

mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih

atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:

a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;

c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau

d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat
sebagai pemilih.

Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan
perbaikan DPS.

Pasal 25

Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia

Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga.

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih
Tambahan dan diberikan surat bukti pendaftaran Pemilih Tambahan
dengan menggunakan Format C-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih
Tambahan, dengan menggunakan Format C-2 Lampiran Peraturan
Bupati ini.

Pendaftaran Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.



(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)
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Pasal 26

Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan dengan
menempelkan di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang

strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung
sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan

atau sampai dengan penetapan DPT.

Pasal 27

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Calon Kepala Desa ditetapkan,
Panitia Pemilihan mengadakan rapat penelitian terhadap DPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dan Daftar Pemilih
Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) untuk
ditetapkan menjadi DPT, bersama dengan BPD, Panitia Pengawas dan
Calon Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana
Format D-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan hadir pada saat rapat
penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Calon Kepala
Desa dapat menunjuk seseorang untuk hadir dengan surat kuasa yang
bermaterai cukup.

Dalam hal Calon Kepala Desa atau yang diberi kuasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak hadir, Panitia Pemilihan
tetap melanjutkan rapat penelitian terhadap DPS dan Daftar Pemilih
Tambahan menjadi DPT.

Setelah rapat penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
Panitia Pemilihan menetapkan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan

menjadi DPT, sebagaimana Format D-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada
masyarakat desa dengan menempelkan di Kantor Kepala Desa dan
tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat
desa yang bersangkutan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak

berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.




(4)
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Pasal 28

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan
DPT untuk TPS.

Jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan
kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

DPT tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia,
maka Panitia Pemilihan mencoret nama pemilih yang meninggal dunia

dan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan

“meninggal dunia”.

Dengan adanya pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) maka jumlah pemilih dalam DPT berkurang sejumlah

yang meninggal dunia.

DPT digunakan sebagai dasar untuk membuat undangan kepada

pemilih untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya dalam
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai jadwal yang telah
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat

Pencalonan Kepala Desa

Pasal 29

Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui :

a.

b.

penjaringan Bakal Calon Kepala Desa; dan

penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 30

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

a.
b.

€.

warga negara Republik Indonesia;

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat;
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berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

tidak perah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani
pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada

publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai
pelaku keahatan berulang-ulang;

tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

berbadan sehat;

tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;

tidak pernah menadi sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa
jabatan;

bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai Kepala Desa
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan pada saat
menjabat sebagai Kepala Desa;

bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama dan
sesudah Pemilihan Kepala Desa;

tidak pewrah diberhentikan tidak dengan hormat dari pekerjaan
sebelumnya; dan

mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang apabila
Calon Kepala Desa berasal dari PNS, TNI, POLRI, Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Anggota BPD.

Pasal 31

Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan penjaringan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, berdasarkan persyaratan yang
ditentukan.
Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimasud pada
ayat (2) dengan memasang pengumuman secara tertulis sebelum
dimulainya pendaftaran yang sekurang-kurangnya memuat:
a. hari dan taaggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran Bakal Calon

Kepala Desa;
b. persyaratan Calon Kepala Desa;
c. tempat dan jam penerimaan pendaftaran.




(1)

(2)

2%

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan

selama 5 (lima) hari.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempel di Kantor
Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca
oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia
dapat mengumumkan secara lisan dalam rapat atau melalui media

informasi lainnya yang mudah diterima oleh masyarakat.

Pasal 32

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diajukan sendiri oleh yang
bersangkutan kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan berkas

permohonan Bakal Calon Kepala Desa.

Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa Surat Permohonan yang ditulis sendiri oleh Bakal
Calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup yang dilampiri

persyaratan sebagai berikut :

a. Daftar Riwayat Hidup;
b. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;

c. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang
dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai

cukup, sebagaimana Format E-1 Lampiran Peraturan Bupati ini;

d. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila,
Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang
bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup

sebagaimana Format E-2 Lampiran Peraturan Bupati ini;

e. Foto copy ijasah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang

berwenang, serendah-rendahnya ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama dan/atau sederajat;

f. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir oleh

pejabat yang berwenang;
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Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan menjadi Kepala Desa yang
dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai

cukup sebagaimana Format E-3 Lampiran Peraturan Bupati ini.
Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara yang
dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai

cukup sebagaimana Format E-4 Lampiran Peraturan Bupati ini;

Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun;

Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa
tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah;

Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Setelah Ditetapkan
Sebagai Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di
atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-5

Lampiran Peraturan Bupati ini;

Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa
selama 3 (tiga) kali Masa Jabatan, yang dibuat oleh yang
bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana
Format E-6 Lampiran Peraturan Bupati ini;

Surat Pernyataan Bersedia dan Sanggup Menjalankan Kewajiban
Sebagai Kepala Desa Sesuai Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas

kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-7

Lampiran Peraturan Bupati ini;

Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal di Desa yang
Bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibuat
oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup

sebagaimana Format E-8 Lampiran Peraturan Bupati ini;




(2)
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r. Surat Pernyataan Bersedia Tidak Membuat Keributan/Keonaran
Sebelum, Selama dan Sesudah Pemilihan Kepala Desa dibuat oleh
yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup
sebagaimana Format E-9 Lampiran Peraturan Bupati ini;

S. Surat Pernyataan Tidak Pernah Diberhentikan Tidak Dengan
Hormat dari Pekerjaan Sebelumnya dibuat oleh yang bersangkutan
di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana

Format E-10 Lampiran Peraturan Bupati ini;

t. Bagi PNS, Anggota TNI dan Anggota POLRI, yang mencalonkan diri
sebagai Kepala Desa harus menyerahkan surat izin dari pejabat
yang berwenang;

u. Bagi Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan
mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk periode kedua atau
ketiga harus menyerahkan surat izin dari Bupati;

v. Bagi Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa

harus menyerahkan surat izin dari Bupati,

w. Bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala
Desa harus menyerahkan surat izin dari Kepala Desa atau Penjabat

Kepala Desa.

Pasal 33

Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi cuti
sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan
Calon Kepala Desa Terpilih.

Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa
dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan
sebagai Calon Kepala Desa.

Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
Kepala Desa memberikan tugas kepada Sekretaris Desa untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang menyangkut

pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kosong,

maka Kepala Desa dapat menunjuk Perangkat Desa yang lain.
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Pasal 34

Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dinonaktifkan dari
keanggotaan BPD sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai
dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 35

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi cuti
terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan
penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat
Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk
kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

(3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap

oleh Perangkat Desa yang lain dan ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa.

(4) Perangkat Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa
diberhentikan dengan hormat dari jabatan Perangkat Desa selambat-

lambatnya 30 hari sejak tanggal pelantikan.

Pasal 36
Dalam hal izin Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa yang mencalonkan
diri sebagai Kepala Desa belum ada pada saat penelitian berkas, tetapi yang
bersangkutan dapat menunjukkan pengajuan surat permohonan izin
tertulis yang telah diajukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum
penelitian berkas, maka permohonan izin dimaksud dianggap sah dan telah

memenuhi persyaratan.

Pasal 37
(1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan Panitia Pemilihan

selama 7 (tujuh) hari.

(2) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa
kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan membuka
pengumuman tahap kedua dengan waktu pendaftaran selama 3 (tiga)

hari .




(4)

27

Pengumuman tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan selama 2 (dua) hari.

Setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam Berita Acara
Penutupan Pendaftaran sebagaimana Format F Lampiran Peraturan
Bupati ini.

Apabila sampai dengan pengumuman tahap kedua yang mendaftarkan
diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka

Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD.

Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), BPD menyatakan proses Pemilihan Kepala Desa batal dan

selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
Berdasarkan Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

Bupati menunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersangkutan

sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang

selanjutnya.

Paragraf 2

Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 38

Dalam pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 huruf b, Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan Bakal
Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan
administrasi.

Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang
berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang
berwenang apabila diperlukan.

Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat
untuk memperoleh masukan dengan memasang pada papan
pengumuman di Kantor/Balai Desa sampai dengan waktu melengkapi

persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib

diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
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Panitia Pemilihan menindaklanjuti masukan masyarakat yang
berkaitan dengan keabsahan administrasi dengan melakukan
klarifikasi.

Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan klarifikasi
karena alasan jarak, waktu, dan biaya, maka Panitia Pemillihan
mewajibkan Calon Kepala Desa yang bersangkutan untuk membuat

surat pernyataan tentang keabsahan syarat administrasinya.

Pasal 39
Dalam hal proses penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdapat kekurangan tentang
syarat yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemilihan memberitahukan
secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan
untuk melengkapi persyaratan paling lama 5 (lima) hari sejak
pemberitahuan dari Panitia Pemilihan.
Setelah proses penelitian berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai, Panitia Pemilihan
membuat Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa

sebagaimana Format G Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 40
Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berjumlah paling
sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia
Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala
Desa yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan dilampiri
Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh

Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia

Pemilihan sebagaimana Format H Lampiran Bupati ini.
Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 41
Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) kurang dari 2 (dua)

orang, Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran Bakal Calon

Kepala Desa selama 5 (lima) hari.
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Jangka waktu 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk jangka waktu untuk penelitian berkas permohonan Bakal

Calon Kepala Desa.

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap kurang dari 2 (dua), Panitia

Pemilihan melaporkan kepada BPD perihal Bakal Calon Kepala Desa

yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang.

Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud
ayat (3), BPD menyatakan proses pemilihan Kepala Desa batal dan
selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
Berdasarkan Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersangkutan
sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang
selanjutnya.

Pasal 42
Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih
dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melaporkan kepada Bupati
melalui Camat tentang permohonan pelaksanaan seleksi tambahan.
Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Panitia Pemilihan Kabupaten dengan menggunakan kriteria :
a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
b. tingkat pendidikan;
c. usia; dan/atau
d. Penilaian lain yang menunjang kinerja sebagai Kepala Desa.
Selain seleksi tambahan dengan menggunakan Kriteria sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilakukan seleksi tambahan melalui :
a. ujian tertulis; dan

b. wujian praktek.

Pasal 43
Seleksi tambahan melalui ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (3) huruf a, dengan materi :
a. pengetahuan umum;
b. matematika dasar/berhitung; dan
c. pengetahuan tentang Pemerintahan Desa.
Seleksi tambahan melalui ujian praktek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (3) huruf b, dengan materi :
a. kemampuan berbicara di depan umum/ pidato; dan
b. kemampuan dasar komputer.
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Pasal 44
Hasil seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) dijumlahkan dan
diurutkan dari nilai yang tertinggi.
Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai tertinggi kesatu
sampai dengan kelima dinyatakan lulus seleksi tambahan yang
dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangai oleh Ketua Panitia
Pemilihan Kabupaten dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota Panitia
Pemilihan Kabupaten.
Hasil seleksi tambahan disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten
kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa
dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan
sebagaimana Format I Lampiran Peraturan Bupati ini.

Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat

final dan mengikat.

Pasal 45

Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.
Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau

meninggal dunia sehingga mengakibatkan Calon Kepala Desa

tinggal 1 (satu) orang, maka Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan
sesuai jadwal.

Pasal 46
15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara,
dilakukan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa melalui
pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihadiri oleh BPD dan Panitia Pengawas serta dapat
dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
Hasil penentuan nomor urut Calon Kepala Desa dituangkan dalam
Berita Acara oleh Panitia Pemilihan sebagaimana Format J-1 Lampiran
Peraturan Bupati ini.
Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia
Pemilihan menetapkan nomor urut Calon Kepala Desa dengan
menuangkannya dalam keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana
Format J-2 Lampiran Peraturan Bupati ini, dan diumumkan kepada

masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai kondisi sosial

budaya masyarakat setempat.
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Bagian Kelima

Kampanye Calon Kepala Desa dan Masa Tenang

Pasal 47

Calon Kepala Desa dapat melaksanakan kampanye yang difasilitasi

oleh Panitia Pemilihan.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk
pelaksanaan kampanye bersama dalam penyampaian visi misi yang

diikuti oleh semua Calon Kepala Desa.

Panitia Pemilihan menetapkan jadwal dan tempat kampanye selambat-
lambatnya 2 (dua) hari setelah penentuan nomor urut Calon Kepala
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dituangkan dalam
Keputusan Panitia Pemilihan, sebagaimana Format K-1 Lampiran

Peraturan Bupati ini.

Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa

tenang.

Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis,
bertanggung jawab.

Kampanye dilaksanakan dalam situasi kondusif, aman, tentram, tertib
dan terkendali serta terhindar dari hal-hal yang bersifat perpecahan.
Materi kampanye berupa penyampaian visi, misi dan program yang
akan dilaksanakan apabila Calon Kepala Desa yang bersangkutan

terpilih menjadi Kepala Desa.

Selama masa kampanye, Panitia Pemilihan dapat memasang foto Calon

Kepala Desa secara bersama-sama di tempat yang strategis.
Pemasangan alat peraga kampanye oleh masing-masing Calon Kepala
Desa hanya dapat dilakukan di tempat tinggal Calon Kepala Desa yang
bersangkutan.

Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa dituangkan dalam Berita

Acara, sebagaimana Format K-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kampanye diatur oleh

Panitia Pemilihan.
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Pasal 48
Masa tenang dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara.
Dalam masa tenang semua foto Calon Kepala Desa dan alat peraga
lainnya yang dipasang pada saat kampanye harus dibersihkan oleh
Panitia Pemilihan, kecuali yang berada di tempat tinggal Calon Kepala
Desa dan di TPS.

Bagian Keenam
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Paragraf 1

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 49
Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan
suara, Panitia Pemilihan mempersiapkan TPS Pemilihan Kepala Desa.
Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan.
Denah lokasi tempat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan
Kepala Desa serta rincian tugas Panitia, sebagaimana Format L
Lampiran Peraturan Bupati ini.
TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di
tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta
menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Dalam hal jumah TPS lebih dari 1 (satu), maka jumlah pemilih di TPS
ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), maka salah satu TPS menjadi TPS
Induk sedangkan yang lainnya menjadi TPS Tambahan.
TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi bilik suara dan

kotak suara serta kelengkapan lainnya.

Pasal 50
Lokasi TPS dapat menggunakan lapangan, Kantor/Balai Desa, ruang
gedung sekolah, atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan
masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah.

Tempat ibadah tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai TPS.
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Pasal 51
Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia
Pemilihan menyediakan perlengkapan :

a. papan pengumuman,;

b. surat suara;

c. kotak suara dan kuncinya;

d. bilik suara;

e. meja, bantalan dan alat coblos;
f.

papan tulis atau peralatan yang diperlukan dalam penghitungan

suara;

g. tinta; dan

h. lain-lain perlengkapan pemilihan lainnya.

Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sebagaimana Format M-1, Format M-2, Format M-3,
Format M-4, Format M-5, Format M-6 dan Format M-7 Lampiran

Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

Papan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)

huruf a digunakan untuk memasang :

a. DPT;

b. nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa;

c. tata tertib Pemilihan Kepala Desa;

d. jadwal pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara; dan
e. pengumuman lain yang dibutuhkan.

Penyediaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
huruf b sejumlah pemilih sesuai DPT ditambah cadangan sebanyak

2,5 % (dua setengah persen).

Pasal 53
Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d
dapat dibuat dalam bentuk bilik terbuka atau bilik tertutup.
Bentuk dan jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih

serta kondisi TPS yang bersangkutan.

Dalam bilik suara dilengkapi dengan meja, bantalan dan alat coblos.
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Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g berwarna
ungu, digunakan untuk menandai pemilih yang telah menggunakan
hak pilihnya dengan cara memasukkan salah satu jari tangan pada

tinta dimaksud.

Panitia Pemilihan menyiapkan dan mendistribusikan kelengkapan
Pemilihan Kepala Desa untuk pemungutan dan penghitungan suara di

TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dimulai.

Paragraf 2

Tempat Pemungutan Suara Khusus

Pasal 54

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya
dalam wilayah kabupaten dan yang sedang menjalani tahanan/pidana
di Lembaga Pemasyarakatan/tempat penahanan dalam wilayah
Kabupaten dapat memberikan suara di TPS Khusus yang disediakan
oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan waktu pemungutan

suara dan jangkauan tempat pemilih.

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan
cara mendatangi pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk
menggunakan hak pilihnya.

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Panitia
Pemilihan yang diberi tugas oleh Ketua Panitia Pemilihan yang
keanggotaannya paling banyak 3 (tiga) orang serta dapat diikuti oleh
Saksi dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam
melaksanakan tugas membawa kelengkapan surat suara, alat coblos,
bantalan, kotak suara, tinta warna ungu dan perlengkapan lain yang
diperlukan.

Dalam hal terdapat pemilih rawat inap yang tidak dapat menggunakan
hak pilihnya secara mandiri, pemilih dapat minta bantuan kepada

Panita Pemilihan.

Panitia Pemilihan, Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Saksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjaga kerahasiaan

pemilih.
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Paragraf 3
Saksi

Pasal 55
Saksi adalah seseorang yang ditunjuk dan diberi surat mandat secara
tertulis dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan untuk bertugas
menjadi saksi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan
suara di TPS.
Dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara, setiap
Calon Kepala Desa dapat mengirimkan 2 (dua) orang Saksi di setiap
TBS.

Pasal 56
Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), wajib
menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa kepada Panitia
Pemilihan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
Apabila dalam batas waktu 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Saksi belum menyerahkan surat mandat, maka Panitia
Pemilihan memberikan batas waktu sampai dengan sebelum
dimulainya rapat pemungutan suara.
Saksi harus hadir di TPS sebelum dimulainya Rapat Pemungutan

Suara dan menempati tempat duduk yang telah disediakan di dalam
TPS.

Panitia Pemilihan berhak menolak Saksi yang hadir setelah dimulainya

Rapat Pemungutan Suara dan Calon Kepala Desa yang bersangkutan
dianggap tidak menunjuk Saksi.

Saksi wajib menggunakan tanda pengenal yang disediakan Panitia
Pemilihan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian Saksi diatur dalam Peraturan
Desa tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 57

Saksi dilarang :

a.

® a o o

mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan
pilihannya;

. memberikan perintah kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas;

melihat pemilih saat memberikan suara di bilik suara;
menangani perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;

mengganggu Panitia Pemillhan dan Panitia Pengawas dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya;
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mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara atau
menimbulkan kekacauan dan kegaduhan di dalam TPS.

mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto,
simbol/gambar Calon Kepala Desa.

Paragraf 4
Calon Kepala Desa di lokasi TPS

Pasal 58
Calon Kepala Desa dapat hadir di TPS untuk mengikuti seluruh proses
pemungutan suara.
Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati
tempat duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan hadir, maka
memberitahukan kepada Panitia Pemilihan dan sebagai gantinya
dipasang foto yang bersangkutan pada tempat duduk yang telah
disediakan.
Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), maka Calon Kepala Desa yang hadir
menempati tempat duduk yang telah disediakan di TPS Induk dan pada
TPS Tambahan dipasang foto yang bersangkutan.
Dalam hal Calon Kepala Desa hadir dalam pemungutan suara dan
tercantum dalam DPT TPS Tambahan, maka yang bersangkutan

menggunakan hak pilihnya di TPS Induk.

Paragraf 5
Undangan Menggunakan Hak Pilih

Pasal 59

Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum Pemilihan Kepala Desa
dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada
pemilih  dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa.

Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor sesuai
nomor urut yang tercantum dalam DPT sebagaimana Format N
Lampiran Peraturan Bupati ini.

Penyampaian undangan kepada pemilih harus dilengkapi dengan tanda
terima.

Dalam hal pemilih yang tercantum dalam DPT belum menerima
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih dapat
meminta undangan kepada Panitia Pemilihan sebelum menggunakan

hak pilihnya.
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Paragraf 6

Pemungutan Suara

Pasal 60

Sebelum dimulai pemungutan suara, Panitia Pemilihan melaksanakan

Rapat Pemungutan Suara.

Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai

pada pukul 07.00 WIB dan dapat dihadiri oleh Panitia Pengawas, BPD,

Calon Kepala Desa, saksi dan pemilih.

Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Panitia Pemilihan yang bertugas di TPS Khusus mengikuti Rapat
Pemungutan Suara di TPS atau TPS Induk.

Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), maka Rapat Pemungutan
Suara di TPS Tambahan dipimpin oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan.

Susunan Acara pada Rapat Pemungutan Suara adalah sebagai

berikut :

a. pembukaan;

b. pengucapan sumpah/janji Panitia Pemilihan dipimpin oleh Ketua
Panitia Pemilihan;

c. sambutan Ketua Panitia Pemilihan;

d. penelitian alat kelengkapan oleh Panitia Pemilihan dan dapat
didampingi Panitia Pengawas, Calon Kepala Desa dan/atau Saksi,

e. pelaksanaan pemungutan suara;

f. penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara; dan

g. penutup.

Sambutan Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf c, sekurang-kurangnya menyampaikan :
nomor urut dan nama Calon Kepala Desa;

b. jumlah pemilih tetap;

c. waktu pemungutan suara;

d. tata cara dan sahnya pemungutan suara;

e. hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan

suara.
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Pasal 61

(1) Penelitian alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat

(2)

(6) huruf d, meliputi :

a.

penelitian kotak suara dilakukan dengan membuka kotak suara,
mengeluarkan seluruh isinya, kemudian memperlihatkan kepada
Calon Kepala Desa, Saksi dan para pemilih yang hadir, bahwa kotak
suara dalam keadaan kosong, selanjutnya menutup kembali,

mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang di stempel
Panitia Pemilihan;

menghitung jumlah surat suara,

c. meneliti kelengkapan berkas pemungutan suara dan penghitungan

suara, serta alat tulis; dan

. meneliti bilik suara dan alat coblos.

Penelitian kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia,
dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat
ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan Saksi sebagaimana Format
O Lampiran Peraturan Bupati ini.

Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa dan/atau Saksi yang tidak
menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

pemungutan suara tetap dinyatakan sah.

Pasal 62

Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai
dengan Pukul 12.00 WIB.

Dalam hal terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilih sampai
dengan Pukul 12.00 WIB dan yang bersangkutan sudah hadir dan

berada di TPS tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak
pilihnya.

Pasal 63

Pemilih yang hadir wajib membawa undangan, kemudian Panitia

Pemilihan mencocokkan dengan DPT.

Apabila undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah cocok,
Panitia Pemilihan memberikan nomor urut kehadiran dan
membubuhkan paraf pada undangan, selanjutnya menyerahkan
kembali kepada pemilih dan dipersilahkan duduk di tempat yang telah
disediakan.
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Apabila Panitia Pemilihan meragukan kesesuaian antara nama yang
tercantum dalam undangan dengan pemilih yang hadir, Panitia
Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau
bukti identitas diri lainnya.

Apabila undangan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah cocok, Panitia Pemilihan
memberikan nomor urut kehadiran dan membubuhkan paraf pada
undangan selanjutnya menyerahkan kembali kepada pemilih dan
dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan.

Dalam hal undangan tidak cocok dengan KTP atau bukti identitas diri
pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan

menolak dan menyita undangan tersebut.

Pasal 64
Apabila undangan telah cocok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (2) dan ayat (4), maka pemilih menukarkan undangan dengan
surat suara kepada Panitia Pemilihan.
Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum diserahkan
kepada pemilih ditandatangani terlebih dahulu oleh Ketua Panitia
Pemilihan dan di stempel Panitia Pemilihan.
Apabila Ketua Panitia Pemilihan berhalangan, maka penandatanganan
Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh
Wakil Ketua Panitia Pemilihan.
Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan dan TPS lebih dari
satu, maka penandatanganan Surat Suara di TPS induk dilakukan oleh
Wakil Ketua Panitia Pemilihan dan di TPS Tambahan ditandatangani

oleh salah satu anggota panitia pemilihan yang bertugas di TPS
bersangkutan.

Dalam hal Wakil Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berhalangan, maka penandatanganan surat suara dilakukan
oleh salah satu anggota Panitia Pemilihan yang bertugas di TPS
bersangkutan.

Setelah menukarkan undangan dengan Surat Suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pemilih meneliti Surat Suara, dan apabila
Surat Suara tersebut dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak

meminta ganti Surat Suara setelah menyerahkan kembali Surat Suara

yang cacat atau rusak.
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Penggantian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling
banyak 1 (satu) kali dan sebelum diserahkan kepada Pemilih, Surat

Suara dibuka oleh Panitia Pemilihan dan ditunjukkan kepada Pemilih

bahwa Surat Suara dalam keadaan baik.

Pasal 65

Penggunaan hak pilih dilakukan dengan cara mencoblos surat suara di
bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan
oleh Panitia Pemilihan.

Surat suara yang sudah dicoblos, dimasukkan ke dalam kotak suara
dalam keadaan terlipat.

Panitia Pemilihan menjaga dan memastikan bahwa setiap pemilih
hanya menggunakan hak pilih satu kali dengan memberikan tanda
khusus berupa tinta pada salah satu jari tangan pemilih setelah
pemilih menggunakan hak pilihnya.

Pasal 66
Setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai pemilih
mempunyai hak pilih dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun.
Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik
lain, pada saat menggunakan hak pilih di TPS dapat minta bantuan
kepada Panitia Pemilihan dan dapat didampingi oleh Saksi.
Anggota Panitia Pemilihan dan Saksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), wajib menjaga kerahasiaan pemilih.

Pasal 67

Dalam hal pemilih yang telah terdaftar dalam DPT belum menerima
undangan dan dapat menunjukkan bukti pendaftaran pemilih, setelah
diteliti kebenarannya oleh Panitia Pemilihan maka yang bersangkutan
diberi undangan yang belum diterima dan diberikan hak untuk
menggunakan hak pilihnya.

Dalam hal pada saat pemungutan suara terdapat pemilih yang belum
terdaftar dalam DPT tetapi dapat menunjukkan bukti pendaftaran
pemilih dan Kartu Tanda Penduduk, setelah diteliti kebenarannya oleh
Panitia Pemilihan maka yang bersangkutan diberikan kesempatan
untuk menggunakan hak pilihnya dengan mengisi blanko penelitian
tanda bukti pendaftaran pemilih yang ditandatangani oleh unsur

Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, pemilih yang bersangkutan dan
Saksi sebagaimana Format P-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
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Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan
kesempatan menggunakan hak pilihnya jam 11.00 WIB sampai dengan
jam 12.00 WIB.

Pemberian kesempatan menggunakan hak pilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Kesempatan
Menggunakan Hak Pilihnya, sebagaimana Format P-2 Lampiran
Peraturan Bupati ini.,

Pasal 68
Pemilih dan pengunjung wajib mentaati segala peraturan dan
ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta wajib ikut
menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa.
Pemilih dan pengunjung dilarang membawa senjata api, senjata tajam,
memakai atribut Calon Kepala Desa, membunyikan petasan dan tanda-

tanda atau suara-suara lain yang dapat mengganggu kelancaran
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 69
Setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel
dengan menggunakan kertas yang di stempel Panitia Pemilihan.
Setelah pemungutan suara selesai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), selanjutnya Ketua Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Calon
Kepala Desa dan/atau Saksi menandatangani Berita Acara
Pemungutan Suara sebagaimana Format Q-1 Lampiran Peraturan
Bupati ini.
Apabila TPS lebih dari 1 (satu) tempat, maka di TPS Induk Berita Acara
Pemungutan Suara ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan bersama-
sama dengan Calon Kepala Desa dan/atau Saksi sebagaimana
Format Q-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
Berita Acara Pemungutan Suara pada TPS Tambahan ditandatangani
oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan dan Saksi sebagaimana Format Q-3
Lampiran Peraturan Bupati ini.

Kotak suara pada TPS Tambahan dikumpulkan ke TPS Induk.

Pasal 70
Panitia Pemilihan yang bertugas di TPS Khusus wajib membawa surat
tugas dari Ketua Panitia Pemilihan.
Batas waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS Khusus berakhir
pada jam 11.00 WIB.
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Kotak suara dan semua kelengkapan hasil pelaksanaan pemungutan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) diserahkan
kepada Ketua Panitia Pemilihan yang berada di TPS atau TPS Induk
untuk dilakukan penghitungan.

Pelaksanaan Pemungutan suara pada TPS khusus dituangkan dalam

Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Saksi
yang bertugas di TPS Khusus sebagaimana Format R Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Penghitungan Suara

Pasal 71

Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan Rapat
Penghitungan Suara.

Rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimulai paling lambat 1 (satu) jam setelah penutupan pemungutan

suara.

Calon Kepala Desa dapat berada di TPS atau TPS Induk.

Dalam hal terdapat TPS Tambahan dan TPS Khusus, Rapat
Penghitungan Suara dimulai setelah seluruh kotak suara terkumpul di

TPS Induk.

Apabila sampai dengan 2 (dua) jam setelah penutupan pemungutan
suara, kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum
terkumpul, maka penghitungan suara dimulai.

Rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan susunan acara sebagai berikut :

a. pembukaan;

b. penghitungan suara;

c. penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara;

d. pembacaan Berita Acara Penghitungan Suara;

e. penutup.

Pasal 72
Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung :

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT

untuk setiap TPS;

b. jumlah pemilih yang memberikan suara pada TPS khusus;
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c. jumlah pemilih yang diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya;
d. jumlah surat suara yang tidak terpakai pada setiap TPS; dan
e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

Perolehan suara Calon Kepala Desa dihitung berdasarkan jumlah Surat

Suara sah.

Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau

meninggal dunia, maka perolehan suara Calon Kepala Desa yang

bersangkutan dinyatakan tidak sah.

Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah

apabila :

a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan di
stempel; dan

b. tanda coblos menggunakan alat coblos yang disediakan; dan

c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang
memuat nomor, foto, dan nama 1 (satu) Calon Kepala Desa; atau
d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang

memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa; atau

e. tanda coblos lebih dari 1 (satu) dan paling banyak 3 (tiga) tanda
coblos, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang
memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau

f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang
memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.

Penghitungan suara dilakukan dan diselesaikan di TPS atau TPS Induk

oleh Panitia Pemilihan yang dapat dihadiri dan disaksikan oleh Calon

Kepala Desa, Saksi, BPD, Panitia Pengawas serta warga masyarakat.

Pasal 73

Penghitungan suara dimulai dengan membuka kotak suara TPS dan
TPS Khusus, selanjutnya surat suara pada kotak suara TPS khusus
dijadikan satu ke dalam kotak suara pada TPS.

Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan
mengeluarkan satu per satu surat suara dan menghitung sah tidaknya
surat suara dengan disaksikan oleh Saksi.

Penghitungan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara
tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada Saksi.

Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara di papan
penghitungan dan blanko penghitungan suara yang dapat dilihat oleh
para Calon Kepala Desa, Saksi dan pemilih yang hadir, sebagaimana
Format S-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
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Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan
dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh
Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
Anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Calon

Kepala Desa dan Saksi sebagaimana Format S-2 Lampiran Peraturan

Bupati ini.

Pasal 74

Dalam hal terdapat TPS Tambahan, maka penghitungan suara
dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung surat suara pada kotak
suara di TPS Induk yang sudah dijadikan satu dengan TPS Khusus
sampai dengan selesai, selanjutnya menghitung surat suara pada
kotak suara TPS Tambahan secara berurutan.

Setelah penghitungan suara pada tiap-tiap TPS selesai, Panitia
Pemilihan membuat Berita Acara Penghitungan Suara per TPS yang
ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya
2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani

oleh Calon Kepala Desa dan Saksi, sebagaimana Format T Lampiran

Peraturan Bupati ini.

Pasal 75

Penghitungan suara berdasarkan surat suara yang berada dalam kotak

suara.

Dalam hal terjadi selisih antara jumlah pemilih yang memberikan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dengan
jumlah surat suara yang berada dalam kotak suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), maka yang digunakan sebagai dasar

penghitungan suara adalah surat suara yang berada dalam kotak

suara.

Dalam hal jumlah surat suara di dalam kotak suara melebihi DPT dan
jumlah pemilih yang diberi kesempatan menggunakan hak pilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dan huruf c,
maka pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dianggap tidak sah
dan dilakukan pemungutan suara ulang.

Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.




(1)

(2)

(2)

(3)

45

Pasal 76

Sebelum pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

75 ayat (3), Panitia Pemilihan melaksanakan hal sebagai berikut :

a. menyiapkan Surat Suara sejumlah pemilih yang hadir pada
Pemilihan Kepala Desa ditambah cadangan sebanyak 2% (dua
persen);

b. menyampaikan undangan kepada pemilih 1 (satu) hari sebelum
pemungutan suara ulang dengan mencantumkan waktu dan
tempat pemilihan dan pemilih yang belum menerima undangan
dapat meminta kepada Panitia Pemilihan sebelum menggunakan
hak pilihnya.

Pelaksanaan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang

berpedoman pada ketentuan Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61,

Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68,

Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74.

Berita Acara Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Format

U-1.1, U-1.2, U-1.3, U-1.4, U-1.5 dan U-1.6 Lampiran Peraturan Bupati

ni.

Berita Acara Penghitungan Suara Ulang sebagaimana Format U-2.1

dan U-2.2.

Bagian Ketujuh

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 77
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang

memperoleh suara sah terbanyak.

Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada desa
dengan TPS hanya 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan

berdasarkan wilayah dukuh tempat tinggal Calon Kepala Desa dengan
jumlah pemilih terbanyak.

Dalam hal penetapan berdasarkan wilayah dukuh tempat tinggal Calon
Kepala Desa dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hasilnya tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih
ditetapkan berdasarkan wilayah Rukun Tetangga tempat tinggal Calon

Kepala Desa dengan jumlah pemilih terbanyak.
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Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada desa
dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan
berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih
terbanyak.

Dalam hal penetapan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan
jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
hasilnya tetap sama, Calon Kepala Desa Terpillh ditetapkan

berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih

terbanyak berikutnya.

Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5)
hasilnya tetap sama maka proses Pemilihan Kepala Desa dinyatakan
batal.

Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) yang terdiri dari Calon Kepala
Desa yang berasal dari penduduk desa setempat dan Calon Kepala
Desa yang bukan berasal dari penduduk desa setempat, maka yang
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala

Desa yang berasal dari penduduk desa setempat.

Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang
sama lebih dari 1 (satu) dan semuanya bukan penduduk desa

setempat, maka proses Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.

Pasal 78

Dalam hal proses Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (6) dan ayat (8), Panitia

Pemilihan melaporkan kepada BPD.
Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), BPD menyatakan proses pemilihan Kepala Desa batal dan

selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada avat (2),
Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersangkutan

sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang
selanjutnya.
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Pasal 79
Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
73 ayat (5) dan Pasal 74 ayat (2) berhalangan, maka berita acara
ditandangani oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan.
Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) salinan berita acara
penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
masing-masing Saksi.
Berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditempelkan pada papan pengumuman di Kantor/Balai Desa oleh
Panitia Pemilihan.
Berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beserta seluruh kelengkapan pemungutan suara dan penghitungan
suara, dimasukkan dalam sampul yang telah disiapkan dan disegel,

selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara kemudian dikunci dan

disegel.

Pasal 80

Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (5) atau Pasal 74 ayat (2), Panitia Pemilihan
menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan menuangkannya
dalam Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana Format V Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beserta berita acara dan seluruh kelengkapan administrasi
pemungutan suara dan penghitungan suara disampaikan kepada BPD

setelah penghitungan suara selesai.

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara, disimpan di

kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Ketujuh

Penyelesaian Pengaduan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 81
Dalam hal terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses
Pemilihan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa, Saksi, dan/atau
masyarakat desa dapat mengajukan pengaduan kepada Panitia

Pengawas.
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Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara
tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari
sejak selesainya penghitungan suara.

Semua pihak wajib menghormati hasil Pemilihan Kepala Desa yang
telah dilaksanakan dan telah ditetapkan.

Dalam hal terjadi selisih hasil Pemilihan Kepala Desa mengenai

perolehan suara, tidak dilakukan penghitungan ulang.

Pasal 82
Panitia Pengawas mengkaji setiap pengaduan yang diterima.
Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak
menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah
pengaduan diterima.
Dalam hal pengaduan tidak mengandung unsur tindak pidana, maka
Panitia Pengawas menyelesaikan pengaduan untuk mencapai
kesepakatan.
Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat
diselesaikan oleh Panitia Pengawas, maka Pengaduan diteruskan
kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
Dalam hal pengaduan mengandung unsur pidana maka untuk
penyelesaian pengaduan, Panitia Pengawas meneruskan kepada aparat
penyidik dan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
Dalam hal penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap belum ada, maka proses pemilihan Kepala Desa
tetap dilanjutkan sampai dengan Pelantikan Kepala Desa.
Dalam hal penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dinyatakan terbukti berdasarkan putusan pengadilan vang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Bupati membatalkan

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.

Pasal 83
Panitia Pengawas menyelesaikan pengaduan untuk mencapai
kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dengan
cara :

a. mempertemukan kedua pihak yang berselisih untuk melakukan

musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan,;
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b. penyelesaian pengaduan paling lambat 3 (tiga) hari sejak kedua
pihak yang berselisih dipertemukan;

c. Dalam hal kesepakatan dapat dicapai, maka hasil kesepakatan
dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan yang
ditandatangani kedua pihak dan Panitia Pengawas, selanjutnya
dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten;

d. dalam hal kesepakatan tidak dapat dicapai, Panitia Pengawas
melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Berdasarkan laporan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, Panitia Pemilihan Kabupaten mengkaji laporan paling

lama 3 (tiga) hari sejak diterima laporan.

Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam

berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kabupaten, Bupati

memutuskan penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa yang

bersifat final dan mengikat selanjutnya disampaikan kepada Panitia

Pengawas dan Panitia Pemilihan.

Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya penghitungan suara.

BAB III
PEMILIHAN KDAW
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84
Pemilihan KDAW dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala
Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

Pemilihan KDAW dilakukan melalui musyawarah desa.

Pasal 85
Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih
dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1),
Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai

Penjabat Kepala Desa.
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Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa
sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan
KDAW.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan KDAW.

Pelaksanaan Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa
diberhentikan.

Biaya Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibebankan pada APB Desa.

Masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan KDAW terhitung sejak

tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa

yang diberhentikan.

Pasal 86

Sebelum pelaksanaan Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal

85 ayat (4) dilaksanakan musyawarah desa untuk mempersiapkan :

pembentukan Panitia Pemilihan KDAW;
pengajuan biaya Pemilihan KDAW;
pemberian persetujuan biaya pemilihan KDAW;

pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon KDAW;

penelitian  kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon
KDAW; dan

penetapan calon KDAW.

Bagian kedua
Persiapan
Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan KDAW

Pasal 87

Sebelum pelaksanaan Pemilihan KDAW, dilakukan pembentukan Panitia

Pemilihan KDAW oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak
Kepala Desa diberhentikan.




(3)
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Pasal 88

Pembentukan Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 dilakukan melalui musyawarah desa dipimpin oleh Ketua
BPD, yang dihadiri oleh anggota BPD, Penjabat Kepala Desa, Perangkat
Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah gasal, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak
11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling
banyak 5 (lima) orang dan unsur masyarakat paling banyak 6 (enam)

orang dengan susunan terdiri dari :

a. Ketua, merangkap anggota yang dijabat oleh Sekretaris BPD;
b. Wakil Ketua, merangkap anggota;
c. Sekretaris, merangkap anggota,

d. Bendahara, merangkap anggota; dan

e. Anggota.

Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Panitia  Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud ayat (2)
bertanggungjawab kepada BPD.

Panitia Pemilihan KDAW dilarang mendaftarkan diri sebagai Bakal
Calon KDAW.

Pasal 89

Bendahara Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
ayat (2) huruf d, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai
pelaksana kegiatan Pemilihan KDAW.

(1)

Pasal 90

Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan KDAW yang pada saat
penetapan Calon KDAW ternyata mempunyai hubungan keluarga
sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Calon

KDAW, maka kedudukan yang bersangkutan dalam kepanitiaan

dinyatakan batal demi hukum.




(3)

Hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun
horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. hubungan keluarga derajat kesatu yaitu :

Suami/istri;

Ayah/ibu;

Saudara kandung;

Saudara kandung suami/istri;

Ot g 2 D =

Anak/menantu.

b. hubungan keluarga derajat kedua yaitu :
Kakek /nenek;

Saudara kandung ayah/ibu;
Keponakan /keponakan menantu,;

Cucu/cucu menantu;

e o= @ B S

Mertua.

6. Saudara suami/istri.
Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan KDAW yang
mengundurkan diri dan/atau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa,

maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya
dalam Panitia Pemilihan.

Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan KDAW yang berhalangan
tetap dan/atau tidak dapat melaksanakan tugas, maka BPD

memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya dalam
Panitia Pemilihan KDAW.

BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dengan mekanisme
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.

Pasal 91

Panitia Pemilihan KDAW mempunyai tugas :

a.

merencanakan, menyusun pentahapan, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan
pemilihan KDAW;

merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan KDAW kepada Penjabat
Kepala Desa;

menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan KDAW;

memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat
musyawarah desa termasuk perlengkapan pemungutan suara apabila

musyawarah mufakat tidak tercapai;
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melaksanakan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon KDAW;
menetapkan Calon KDAW yang telah memenuhi persyaratan;

melaksanakan musyawarah dan/atau pemungutan suara;

5 e

menetapkan hasil musyawarah dan/atau rekapitulasi penghitungan
suara serta mengumumkan hasil Pemilihan KDAW,

i. menetapkan Calon KDAW Terpilih; dan

j. melaporkan pelaksanaan Pemilihan KDAW kepada BPD.

Paragraf 2
Biaya Pemilihan KDAW

Pasal 92

(1) Biaya Pemilihan KDAW bersumber dari APB Desa.
(2) Dalam hal biaya Pemilihan KDAW belum dianggarkan dalam APB Desa,
maka dilakukan Perubahan APB Desa.

Pasal 93

(1) Biaya Pemilihan KDAW direncanakan dan diajukan oleh Panitia
Pemilihan KDAW kepada Penjabat Kepala Desa.

(2) Rencana biaya Pemilihan KDAW yang telah diajukan kepada Penjabat
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama
BPD dan Panitia Pemilihan KDAW untuk mendapatkan kesepakatan.

(3) Biaya Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipergunakan antara lain untuk :

a. Biaya pengadaan alat tulis kantor, percetakan dan penggandaan;

b. Biaya persiapan musyawarah dan/atau pemungutan suara;

c. Biaya konsumsi rapat;

d. Biaya Honorarium BPD, Penjabat Kepala Desa dan Panitia
Pemilihan KDAW; dan

e. Biaya lainnya yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan
Pemilihan KDAW.

Pasal 94

(1) Pengajuan biaya Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal

93 dilakukan oleh Panitia Pemilihan KDAW kepada Penjabat Kepala

Desa paling lama 30 (tiga puluh} hari terhitung sejak Panitia Pemilihan
KDAW ditetapkan.
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Pemberian persetujuan biaya Pemilihan KDAW oleh Penjabat Kepala
Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh
Panitia Pemilihan KDAW.

Dalam proses persetujuan biaya Pemilihan KDAW sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan KDAW tetap melaksanakan
proses pentahapan Pemilihan KDAW.

Paragraf 3

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon KDAW

Pasal 95
Panitia Pemilihan KDAW mengumumkan dan membuka pendaftaran
Bakal Calon KDAW selama 15 (lima belas) hari.
Pengumuman Bakal Calon KDAW sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

a. hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran Bakal Calon
KDAW;

b. persyaratan Calon KDAW, dan
c. tempat dan jam penerimaan pendaftaran.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempel di Kantor

Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca
oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia
Pemilihan KDAW dapat mengumumkan secara lisan dalam rapat atau
dengan media informasi lainnya yang mudah diterima oleh masyarakat.
Panitia Pemilihan KDAW dilarang memungut uang pendaftaran
maupun biaya apapun dari Bakal Calon KDAW atau Calon KDAW.
Persyaratan Calon KDAW sama dengan persyaratan calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Panitia Pemilihan KDAW menerima pendaftaran Bakal Calon KDAW

dengan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (2).

Paragraf 4

Penelitian Kelengkapan Persyaratan administrasi Bakal Calon KDAW

Pasal 96
Panitia Pemilihan KDAW melaksanakan penelitian persyaratan Bakal
Calon KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (7) meliputi
penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi, dalam jangka

waktu 7 (tujuh) hari setelah selesainya waktu pendaftaran.
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(2) Jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk waktu Bakal Calon KDAW untuk memenuhi kelengkapan

persyaratan yang dinyatakan belum lengkap.

Pasal 97
Setelah proses penelitian berkas permohonan Bakal Calon KDAW
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 selesai, maka Bakal Calon KDAW
yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
KDAW paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon KDAW dan paling banyak 3
(tiga) orang Bakal Calon KDAW yang dituangkan dalam berita acara dan
ditandatangani Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana Format W Lampiran

Peraturan Bupati ini.

Pasal 98

(1) Dalam hal Bakal Calon KDAW yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 kurang dari 2 (dua} orang,
Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran dan melakukan
penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon
KDAW selama 7 (tujuh) hari.

(2) Dalam hal Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran dan
melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon KDAW yang
memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua), maka Panitia
Pemilihan KDAW membuat berita acara sebagaimana Format X
Lampiran Peraturan Bupati ini dan melaporkan kepada BPD.

(3) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), BPD memerintahkan Panitia Pemilihan KDAW untuk
melakukan Pengumuman dan Pendaftaran Ulang Bakal Calon KDAW

dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah laporan Panitia Pemilihan
KDAW diterima.

(4) Bakal Calon KDAW yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak perlu melakukan pendaftaran ulang

karena dinyatakan telah mendaftar dan memenuhi persyaratan.

Pasal 99
(1) Dalam melakukan Pengumuman dan Pendaftaran Ulang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), Panitia Pemilihan KDAW

mengumumkan dan membuka pendaftaran Bakal Calon KDAW selama
S (lima) hari.
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Pengumuman Ulang Bakal Calon KDAW sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

a. hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya Pendaftaran Ulang Bakal
Calon KDAW;

b. persyaratan Calon KDAW; dan

c. tempat dan jam penerimaan Pendaftaran Ulang.

Pengumuman Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempel

di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis dan

mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia

Pemilihan KDAW dapat mengumumkan secara lisan dalam rapat atau

dengan media informasi lainnya yang mudah diterima oleh masyarakat.

Setelah proses Pengumuman dan Pendaftaran Ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) selesai, Panitia Pemilihan KDAW meneliti

berkas pendaftaran Bakal Calon KDAW dan membuat Berita Acara

Penelitian Berkas Pendaftaran Ulang sebagaimana Format Y Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Dalam hal Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tidak ada Bakal Calon KDAW yang memenuhi persyaratan atau tidak
ada Bakal Calon KDAW yang mendaftarkan, kecuali 1 (satu) orang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) maka proses
Musyawarah Desa Pemilihan KDAW tetap dilanjutkan.

Pasal 100
Dalam hal Bakal Calon KDAW yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 atau Pasal 99 ayat (5) lebih dari

3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan KDAW melakukan seleksi tambahan

setelah dikonsultasikan dengan Camat.

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menggunakan kriteria.

a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa;

b. tingkat pendidikan; dan/atau

c. penilaian lain yang menunjang kinerja sebagai Kepala Desa.

Selain seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilakukan seleksi tambahan melalui :

a. ujian tertulis; dan

b. ujian praktek.



(1)
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Pasal 101
Seleksi tambahan dengan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 ayat (3) huruf a, dengan materi :
a. pengetahuan umum;
b. matematika dasar/berhitung; dan
c. pengetahuan tentang Pemerintahan Desa.
Seleksi tambahan dengan ujian praktek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 ayat (3) huruf b, dengan materi :
a. kemampuan berbicara di depan umum/pidato; dan

b. kemampuan dasar komputer.

Pasal 102

Hasil seleksi tambahan Bakal Calon KDAW sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 ayat (2) dan ayat (3) dijumlahkan dan diurutkan dari
nilai yang tertinggi.

Bakal Calon KDAW yang memperoleh nilai tertinggi kesatu sampai
dengan ketiga dinyatakan lulus seleksi tambahan dan dituangkan
dalam Berita Acara yang ditandatangai oleh Panitia Pemilihan KDAW,
sebagaimana Format Z Lampiran Peraturan Bupati ini.

Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat
final dan mengikat.

Paragraf 5
Penetapan Calon KDAW

Pasal 103
Berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 97, Pasal 99 ayat (5) dan Pasal 102 ayat (2), maka Panitia

Pemilihan KDAW menyelenggarakan rapat untuk menetapkan calon
KDAW.

Penetapan Calon KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemillhan KDAW sebagaimana
Format AA Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Paragraf 1
Musyawarah Desa Pemilihan KDAW

Pasal 104
Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW berpedoman pada tata
tertib yang ditetapkan oleh BPD.
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Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Keputusan BPD.
BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW yang

secara teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia
Pemilihan KDAW.

Pasal 105
Sebelum dilaksanakan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW, Panitia
Pemilihan KDAW melakukan koordinasi dengan BPD mengenai
kesiapan rencana pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW.
Peserta Musyawarah Desa Pemilihan KDAW terdiri atas :
a. unsur Anggota BPD;
b. unsur Perangkat Desa; dan
C. unsur masyarakat.
Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri
dari :
Pengurus LPMD;
semua Ketua Rukun Warga (RW);
semua Ketua Rukun Tetangga (RT);
Tim Penggerak PKK Desa sebanyak 3 (tiga) orang;
Karang Taruna Tingkat Desa sebanyak 3 (tiga) orang;
Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebanyak 3 (tiga) orang; dan

tokoh agama yang merupakan ketua organisasi keagamaan yang
ada di desa bersangkutan.

¢ B2 &b g PR

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf
b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, harus mempunyai Keputusan
Pengangkatan dari Kepala Desa.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus
mempunyai Keputusan Pengangkatan dari organisasi keagamaan yang
ada di tingkat atasnya.

Peserta Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan BPD.

Setiap peserta Musyawarah Desa Pemilihan KDAW yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai satu hak
suara dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun.

Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Musyawarah Desa Pemilihan
KDAW dilaksanakan, Panitia Pemilihan KDAW menyampaikan
undangan kepada peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan
Musyawarah Desa Pemilihan KDAW.
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Pasal 106

Musyawarah Desa Pemilihan KDAW dipimpin oleh Ketua BPD sesuai
jadwal Pentahapan Pemilihan KDAW yang sudah ditentukan.

Dalam hal Ketua BPD berhalangan, maka Musyawarah Desa Pemilihan
KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh unsur
Pimpinan BPD atau salah satu Anggota BPD.

Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila telah

dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah yang
telah ditetapkan.

Dalam hal jumlah peserta Musyawarah Desa Pemilihan KDAW yang
hadir belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), maka pimpinan Musyawarah Desa menunda pelaksanaan
Musyawarah Desa Pemilihan KDAW paling lama 2 (dua) jam dari waktu
yang ditentukan dalam undangan.

Dalam hal waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa Pemilihan KDAW yang
hadir belum memenuhi ketentuan, maka pimpinan Musyawarah Desa
menentukan waktu Musyawarah Desa Pemilihan KDAW berikutnya
paling lambat 3 (tiga) hari.

Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (S5) peserta Musyawarah Desa Pemilihan KDAW yang hadir belum
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka
pimpinan musyawarah melanjutkan Musyawarah Desa Pemilihan
KDAW.

Peserta Musyawarah Desa Pemilihan KDAW yang hadir setelah
dimulainya musyawarah, dianggap tidak hadir dan tidak diperbolehkan

mengikuti proses Musyawarah Desa.

Pasal 107
Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106, dapat dihadiri oleh Calon KDAW dan
disediakan tempat duduk.
Sebelum Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dimulai, Calon KDAW diberi kesempatan untuk
menyampaikan Visi dan Misi dengan alokasi waktu masing-masing

Calon KDAW paling lama 15 (lima belas) menit.
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Paragraf 2
Penetapan Calon KDAW Terpilih

Pasal 108
Penetapan Calon KDAW Terpilih ditetapkan berdasarkan musyawarah
mufakat oleh seluruh peserta musyawarah yang hadir dalam
Musyawarah Desa Pemilihan KDAW.
Dalam hal Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud
ayat (1), diikuti oleh 1 (satu) orang Calon KDAW maka Musyawarah
Desa Pemilihan KDAW dilaksanakan untuk menetapkan Calon KDAW
menjadi Calon KDAW Terpilih dan dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh BPD dan Panitia Pemilihan KDAW serta dilampiri
daftar hadir Musyawarah Desa Pemilihan KDAW, sebagaimana
Format AB - 1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
Dalam hal Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud
ayat (1) diikuti paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon KDAW dan
paling banyak 3 (tiga) orang Bakal Calon KDAW telah mufakat untuk
menetapkan 1 (satu) orang Calon KDAW, maka Calon KDAW yang
bersangkutan ditetapkan menjadi Calon KDAW Terpilih dan
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh BPD dan
Panitia Pemilihan KDAW serta dilampiri daftar hadir Musyawarah Desa
Pemilihan KDAW, sebagaimana Fcrmat AB - 2 Lampiran Peraturan
Bupati ini.
Dalam hal Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud
ayat (3) tidak dicapai mufakat, maka dilakukan pemungutan suara.
Sebelum pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (3), Panitia
Pemilihan KDAW melaksanakan hal sebagai berikut :
a. melakukan pengundian nomor urut Calon KDAW,

b. menyiapkan surat suara berupa kertas kosong yang ditandatangani
oleh Ketua Panitia Pemilihan KDAW dan distempel Panitia
Pemilihan KDAW;

c. dalam hal Ketua Panitia Pemilihan KDAW berhalangan, maka surat
suara sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh

salah satu Anggota Panitia Pemilihan KDAW dan distempel Panitia
Pemilihan KDAW;

d. menyiapkan administrasi, bilik suara, kotak suara, alat tulis, papan

penghitungan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan,;

e. menyiapkan berita acara pemungutan suara.
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Pasal 109

Tugas Panitia Pemilihan KDAW dalam pemungutan suara :

a.
b.

(4)

memandu pelaksanaan pemungutan suara;

membuka kotak suara dan diperlihatkan kepada Calon KDAW, peserta
musyawarah dan lainnya yang hadir, bahwa kotak suara benar-benar
kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta
meletakkannya ditempat yang ditentukan;

memastikan alat-alat kelengkapan pemungutan suara dalam kondisi
baik dan disiapkan pada tempat yang ditentukan;

mengumumkan Calon KDAW;

memberikan penjelasan teknis pemungutan suara dengan cara menulis
nomor dan/atau nama salah satu Calon KDAW pada surat suara,;

membuat Berita Acara.

Pasal 110
Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4)
dilakukan oleh Panitian Pemilihan KDAW setelah kelengkapan dan
penjelasan teknis pemungutan suara dilakukan.
Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap
peserta musyawarah yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara yang
tidak boleh diwakilkan kepada siapapun.

Jumlah surat suara sejumlah peserta yang hadir dalam musyawarah
sesuai dengan daftar hadir.

Pasal 111
Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan penghitungan
oleh Panitia Pemilihan KDAW dengan mengeluarkan satu per satu
surat suara dan menghitung secara tegas dan jelas.
Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam
papan penghitungan dan dijumlahkan hasilnya.
Surat suara dinyatakan sah apabila :
a. surat suara ditandatangani dan distempel oleh Panitia Pemilihan
KDAW,; dan
b. terdapat pilihan peserta musyawarah dengan menuliskan nomor
dan/atau nama salah satu Calon KDAW pada surat suara.
Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
a. tidak terdapat tandatangan dan stempel Panitia Pemilihan KDAW;

b. tidak ada tulisan nomor dan/atau nama salah satu Calon KDAW
pada surat suara;
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c. terdapat tulisan selain nomor dan/atau nama salah satu Calon
KDAW;

d. dicoblos;

e. penulisan nomor dan nama tidak sesuai dengan nomor dan nama

Calon KDAW; dan

f. ditandatangani atau paraf selain tandatangan dan stempel Panitia
Pemilihan KDAW.

Pasal 112
Calon KDAW dinyatakan terpilih dalam pemungutan suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) apabila memperoleh
suara terbanyak.
Dalam hal jumlah Calon KDAW yang memperoleh suara terbanyak
yang sama lebih dari 1 (satu), maka dilakukan pemungutan suara
ulang untuk Calon KDAW yang memperoleh suara yang sama.
Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan pada hari yang sama dengan tenggang waktu 1 (satu) jam
setelah pemungutan suara.
Calon KDAW yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan
suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai
Calon KDAW Terpilih.
Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tetap diperoleh hasil yang sama, maka Panitia Pemilihan KDAW
melaporkan kepada BPD dan BPD menunda pelaksanaan pemungutan

suara ulang Pemilihan KDAW paling lama 3 (tiga) hari setelah

pemungutan suara ulang.

Pasal 113

Sebelum pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
112 ayat (5), Panitia Pemilihan KDAW melaksanakan hal sebagai
berikut :

a. menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada peserta

musyawarah sejumlah peserta yang hadir pada musyawarah
sebelumnya sesuai daftar hadir.

b. melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108
ayat (5); dan

c. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109.
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Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara ulang dengan
mencantumkan waktu dan tempat pemungutan suara ulang Pemilihan

KDAW dan peserta musyawarah yang belum menerima undangan
dapat meminta kepada Panitia Pemilihan KDAW sebelum pelaksanaan
pemungutan suara ulang dimulai.

Apabila dalam pelaksanaan penundaan pemungutan suara ulang
Pemilihan KDAW tetap diperoleh suara yang sama, maka dilakukan
pemungutan suara ulang Pemilihan KDAW sampai dengan adanya
Calon KDAW Terpilih.

Pasal 114
Hasil penghitungan dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 111 ayat (1} atau pemungutan suara ulang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 112 ayat (4) atau penundaan pemungutan suara
ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dituangkan

dalam berita acara yang ditandatangani Panitia Pemilihan KDAW
sebagaimana Format AC-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada
BPD.

Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Musyawarah Pemilihan KDAW menetapkan Calon KDAW Terpilih
dalam berita acara Musyawarah Desa Pemilihan KDAW yang

ditandatangani oleh Pimpinan BPD, Penjabat Kepala Desa dan Panitia

Pemilihan KDAW sebagaimana Format AC-2 Lampiran Peraturan
Bupati ini.

BAB IV
PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 115

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara pada
Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil
pemilihan Kepala Desa kepada BPD sebagaimana Format AD-1
Lampiran Peraturan Bupati ini.

Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau hasil Pemilihan KDAW sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3), BPD menyampaikan Calon Kepala
Desa Terpilih atau Calon KDAW Terpilih kepada Bupati melalui Camat
dengan tembusan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia
Pemilihan atau Panitia Pemilihan KDAW.
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Penyampaian laporan hasil Pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan
KDAW oleh BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disertai permohonan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa
sebagaimana Format AD-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa

dengan Keputusan Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterima laporan dari BPD.

Pasal 116

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik Kepala Desa paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 ayat (4).

Dalam hal Kepala Desa yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa
ditetapkan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, maka
pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada saat berakhirnya masa
jabatan Kepala Desa.

Apabila pelantikan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Bupati dapat
menentukan hari dan tanggal pelantikan melebihi Kketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 117

Dalam pelaksanaan pelantikan, Kepala Desa bersumpah /betjanji.

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji “ :

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;

-  bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan
segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya

yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pasal 118
Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117
dihadiri oleh Calon Kepala Desa Terpilih dan/atau Calon KDAW
Terpilih, Instansi terkait, Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD, Panitia

Pemilihan, Keluarga yang dilantik dan unsur perwakilan masyarakat
desa jika dipandang perlu.
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(2) Pada saat pelantikan, Kepala Desa memakai Pakaian Dinas Upacara.

(3) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada hari kerja, kecuali
ditentukan hari lain oleh Bupati.

(4) Pelantikan Kepala Desa bertempat di Pusat Pemerintahan Kabupaten
atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 119

Bagi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa
harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

Pasal 120
(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak
tanggal pelantikan.
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat

paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau
tidak secara berturut-turut.

(3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum: habis masa
jabatannya atau diberhentikan, maka Kepala Desa yang bersangkutan
telah dihitung menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 121
Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa terhitung

sejak tanggal pelantikan sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang
diberhentikan.

BAB V
PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 122

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :
a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di
pengadilan; dan

d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris,

makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
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Pasal 123

(1) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 122 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Bupati melalui usulan

BPD.

(2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf ¢ dan huruf d

dilakukan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD.

(3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan

sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan

Kepala Desa.

Pasal 124
Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 123 ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan

pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan
mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa

sampai dengan akhir masa jabatannya.

Pasal 125

(1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 123, Bupati menunjuk Sekretaris Desa sebagai
Pelaksana Harian Kepala Desa untuk melaksanakan tugas, wewenang,
dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kosong, maka Bupati menunjuk Perangkat Desa yang lain sebagai
Pelaksana Harian Kepala Desa.

(3) Pelaksana Harian Kepala Desa memperoleh hak berupa tunjangan yang

besarannya 50% (lima puluh persen) dari penghasiian tetap Kepala

Desa.
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Bagian Kedua

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 126

(1) Kepala Desa berhenti karena :

a.

b.

G

meninggal dunia;
permintaan sendiri; atau

diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ karena :

a.

b

berakhir masa jabatannya;

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan
2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau

penghapusan Desa;
tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau

dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Sebelum kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang

bersangkutan.

(5) Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 127

Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 123 telah berakhir masa jabatannya, Bupati memberhentikan

yang bersangkutan karena telah berakhir masa jabatannya.
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BAB VI
LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 128
Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya, Kepala
Desa wayjib:
a.

(1)

menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap

akhir tahun anggaran kepada Bupati,

menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada
akhir masa jabatan kepada Bupati;

menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan

memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir

tahun anggaran.

Pasal 129

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 128 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat program kerja :
a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan pembangunan;

c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk

dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 130

Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 128 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
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Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain disampaikan kepada
Bupati, Kepala Desa juga menyampaikan kepada BPD.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum

berakhirnya masa jabatan.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya selama menjabat
sebagai Kepala Desa;

b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu

untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai
mana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa

kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 131
Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c
setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat
3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selain memuat pelaksanaan peraturan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat memuat program
kerja :
a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan pembangunan;
c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan

fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.
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Pasal 132
Kepala Desa menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan Desa
secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf d yang dapat dilakukan
dengan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
antara lain papan pengumuman atau radio komunikasi, dan/atau

media informasi lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

berakhirnya tahun anggaran.

Penginformasian penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), memuat program kerja :

a. penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. pelaksanaan pembangunan;

c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan

d

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 133

Kepala Desa dilarang :

'S

merugikan kepentingan umum;

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu,

menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan
masyarakat tertentu;

melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan
atau tindakan yang akan dilakukannya;

menjadi pengurus partai politik;

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain

yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;




71

ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanyve pemilihan umum
dan/atau pemilihan kepala daerah;

melanggar sumpah /janji jabatan; dan
meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut

tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

m. bertempat tinggal di luar desa bersangkutan;

(1)

(2)

(5)

(2)

bekerja di instansi lain baik pemerintah maupun swasta yang
mendapatkan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bekerja di tempat lain yang mengganggu tugas dan fungsinya, pada jam

dinas kantor desa.

Pasal 134
Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 128 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 133 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau

teguran tertulis.

Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPD
dalam rapat BPD paling banyak 3 (tiga) kali.

Apabila teguran lisan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak
diindahkan, maka BPD melaporkan secara tertulis kepada Camat.
Berdasarkan Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3} Camat
membuat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
tembusan BPD paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam
tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak

diindahkan oleh Kepala Desa, Camat melaporkan secara tertulis kepada

Bupati.

Pasal 135

Bupati mengkaji laporan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
134 ayat (5) dan melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait.

Dalam hal hasil kajian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menunjukkan bahwa laporan camat terbukti kebenarannya,
maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat

dilanjutkan dengan pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati.
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BAB VIII
IZIN KEPALA DESA

Pasal 136

(1) Kepala Desa dapat mengajukan izin apabila :
a. menunaikan ibadah umroh dan haji;
b. melahirkan ;
c. sakit dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter ; dan
d. sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b adalah izin cuti
vang diajukan kepada Bupati melalui Camat.

(3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diajukan
kepada camat.

(4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai
dengan 10 (sepuluh) hari, diajukan kepada Camat, dan apabila lebih dari
10 {sepuluh) hari, diajukan kepada Bupati melalui Camat.

(5) Dalam hal Kepala Desa pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah diberikan, maka Kepala Desa memberikan tugas kepada
Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa yang

menyangkut pelaksanaan teknis administrasi = penyelenggaraan

pemerintahan.
(6) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kosong,

maka Kepala Desa dapat menunjuk Perangkat Desa yang lain.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 46 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2016 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 138
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 16 April 2018

BUPATI PONOROGO,
ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 16-4-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd
AGUS PRAMONO
BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 31
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,

A [
"

—_—

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016




|

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 31 TAHUN 2018
TANGGAL : 16 APRIL 2018

DAFTAR FORMAT

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

PASAL
NO URAIAN FORMAT (AYAT)
1. | Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa A 15
2. | Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Desa B-1 2ONS)
3. | Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa B =3 22 (9)
4. | Bukti Pendaftaran Pemilih Tambahan Pemilihan | C-1 23 {2)
Kepala Desa
S. | Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa € 2 25 ()
6. | Berita Acara Penelitian Daftar Pemilih Sementara | D -1 27 (1)
dan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala
Desa
7. | Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa D-2 27 (4)
8. | Surat Pernyataan Bertagwa Kepada Tuhan Yang E-1 32 (2) e
Maha Esa
9. | Surat Pernyataan Memegang  Teguh dan E-2 32 (2)d
Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal lka
10. | Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala | E-3 32 (2) g
Desa
11. | Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana | E-4 32 (2) ]
Penjara
12. | Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Setelah E-5 82U (2) T
Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa
13. | Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai | E-6 32 (2) o
Kepala Desa Selama 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan
14. | Surat Pernyataan Bersedia dan Sanggup E-7 82 (2) p
Menjalankan Kewajiban Sebagai Kepala Desa
Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
15. | Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal di | E-8 32 (2) q
Desa Yang Bersangkutan Selama Menjabat
Sebagai Kepala Desa




PASAL

NO URAIAN FORMAT (AYAT)

16. | Surat Pernyataan bersedia tidak membuat | E-9 3212w
keributan / keonaran sebelum, selama dan sesudah
Pemilihan Kepala Desa

17. | Surat Pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak | E - 10 &2 12)e
dengan hormat dari pekerjaan sebelumnya

18. | Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon F 37 (4)
Kepala Desa

19. | Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon G 39 (2)
Kepala Desa

20. | Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan H 40 (1)
Calon Kepala Desa

21. | Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan [ 44 (3)
Calon Kepala Desa Hasil Seleksi Tambahan

22. | Berita Acara Penentuan Nomor Urut Calon Kepala | J -1 46 (3)
Desa

23. | Keputusan Panitia Pemilihan Penentuan Nomor | J -2 46 (4)
Urut Calon Kepala Desa

24. | Keputusan Panitia Pemilihan Penetapan jadwal dan | K-1 47 (3)
tempat kampanye Calon Kepala Desa

25. | Berita Acara Pelaksanaan Kampanye Calon | K-2 47 (10)
Kepala Desa

26. | Denah lokasi tempat  pemungutan dan L 49 (3)
penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa serta
rincian tugas Panitia

27. | Papan Pengumuman M-1 51 (2)

28. | Surat Suara Pemilihan Kepala Desa M-2 Sill (2]

29. | Kotak Suara Pemilihan Kepala Desa M-3 51 (2)

30. | Bilik Suara Pemilihan Kepala Desa M-4 51 (2)

31. | meja, bantalan dan alat coblos M-5 5112)

32. | Papan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa M-6 51 (2)

33. | Tinta M-7 o4 +(2)

34. | Surat Undangan menggunakan hak pilih Pemilihan N 59 (2)
Kepala Desa

35. | Berita Acara Penelitian alat kelengkapan Pemilihan O 61 (2)
Kepala Desa

36. | Penelitian Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih = 67 (2)




PASAL
NO URAIAN FORMAT (AYAT)
37. | Berita Acara Pemberian Kesempatan Menggunakan P32 67 (4)
Hak Pilih
38. | Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala | Q-1 69 (2)
- 1 Desa
39. | Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala | Q-2 69 (3)
Desa di Tempat Pemungutan Suara Induk
40. | Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala | Q-3 69 (4)
Desa di Tempat Pemungutan Suara Tambahan
41. | Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala R 70 (4)
Desa di Tempat Pemungutan Suara Khusus
42. | Papan dan Blanko penghitungan suara Pemilihan S-1 73 (4)
Kepala Desa
43. | Berita Acara Penghitungan Suara S-2 73 (5)
| 44, | Berita Acara Penghitungan Suara per TRS T 74 (2)
45. | Penelitian Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih | U-1.1 76 (3)
Pemungutan Suara Ulang
46. | Berita Acara Pemungutan Suara ulang Pemilihan | U-1.2 76 (3)
Kepala Desa
47. | Berita Acara Pemungutan Suara ulang Pemilihan | U- 1.3 76 (3)
Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara Induk
48. | Berita Acara Pemungutan Suara ulang Pemilihan | U- 1.4 76 (3)
Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara
Tambahan
49. | Berita Acara Pemungutan Suara ulang Pemilihan | U- 1.5 76 (3)
Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara Khusus
50. | Berita Acara Penghitungan Suara Ulang U-2.1 76 (4)
51. | Berita Acara Penghitungan Suara Ulang per TPS U-2.2 76 (4)
52. | Keputusan Panitia Pemilihan Penetapan Calon Vv 80 (1)
Kepala Desa
53. | Berita Acara Penelitian kelengkapan persyaratan 'Y 97
Berkas Bakal Calon KDAW
54. | Berita Acara Penelitian kelengkapan persyaratan X 98 (2)
Berkas Bakal Calon KDAW perpanjangan waktu
pendaftaran untuk calon kurang dari 2 Orang
55. | Berita Acara Penelitian Berkas Pengumuman dan Y 99 (5)
Pendaftaran Ulang
56. | Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon v/ 102 (2)
KDAW i




PASAL

NO URAIAN FORMAT (AYAT)

S57. | Keputusan Panitia Pemilihan KDAW tentang AA 103 (2)
Penetapan Calon KDAW

58. | Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan 1 (satu) | AB- 1 108 (2)
Orang Calon KDAW menjadi Calon KDAW Terpilih

59. | Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan Calon | AB - 2 108 (3)
KDAW Terpilih

60. | Berita Acara Hasil Penghitungan Pemungutan | AC -1 114 (1)
Suara Musyawarah Desa Pemilihan KDAW

61. | Berita Acara Musyawarah Desa Pemilihan KDAW | AC - 2 114 (3)
penetapkan Calon KDAW Terpilih

62. | Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD AD -1 115 (1)

63. | Penyampaian laporan hasil Pemilihan Kepala Desa | AD - 2 K151(8)

atau Pemilihan KDAW oleh BPD kepada Bupati

BUPATI PONOROGO,

TTD

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH W

— "

HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016




Format A

TATA NASKAH DINAS
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.  Kop Surat

1.

Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa

Antar Waktu ditulis pada bagian atas tengah dan kertas surat dengan huruf /

tulisan berwarna hitam.

Isi tulisan dan ukuran :

a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :
“ PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ” atau
“ PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU "’
dengan ukuran huruf 12.

b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :
“ DESA ..coeeiivrrrneenne KECAMATAN .......ccoceeveivrenen " dengan ukuran huruf

14.

c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal :
“ KABUPATEN PONOROGO ” dengan ukuran huruf 14.

d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :

” Sekretariat : ...... {ditulis alamat sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos......”
dengan ukuran huruf 11.

e. Pada bagian hawah kop surat setelah tulisan :
“Sekretariat ” di beri garis tebal tipis.

Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa

atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, ditandatangani dan di stempel
Panitia Pemilihan.

Bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala

Desa Antar Waktu dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut :



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA .................. KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat: JI. .............. No. ..... Telp. (0352) ............ Kode Pos ..........
L{namaDesa.... ...,
Nomor SO S [ /120.... Kepada
Sifat : WY, & e torrerrrenrn amm e
Lampiran : di
Perihal

...............................................................................................

PANITIA 1A PEMILIHAN KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DEsA DESA(l.......... KECAMATAN ...........

............... KECAMATAN woovoer. WIR
Rl PaiEtonaneics BU PAT?(’:J[E;)NOROGO

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA .........coeceel KECAMATAN ...........c.......
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. .............. No. ..... Telp. (0352) ............ KodePos ..........
..(namaDesa..., ....oooooiiiiiiiiiiiieiii,
Nomor Y el e /20.... Kepada
Sifat : R 1 S S —
Lampiran ! di
Perihal

...............................................................................................

...............................................................................................................

...............................

LIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
panmiA DESAMR........... KECAMATAN ...........

H WAK

PE"[')“é'SAAN KEPA'—,’(‘E%?N"‘A‘}'}\LAR AKTU HABUPATEN PONOROGO

KABUPATEN PONOROGO Ketua



ll. Stempel Panitia Pemilihan

a. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang
dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3,5 Cm.

b. Isi Tulisan :

1. Baris pertama - “PANITIA”
2. Baris kedua . “PEMILIHAN KEPALA DESA " atau
“ PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU”
3. Baris ketiga © “DESA........ KEC..oioiii ”
Baris keempat . “KABUPATEN PONOROGO "

c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
d. Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu.

e. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu sebagai berikut :

PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

iii. Sampul Surat

a. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang
dan menggunakan kertas berwarna putih.

b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai
berikut :

- Barispertama : “ PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA” atau
“ PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU”
dengan ukuran huruf 14

- Baris kedua ¥ IDESA e wmaies KECAMATAN
dengan ukuran huruf 16



- Baris ketiga . “KABUPATEN PONOROGQO’ dengan ukuran huruf 16
- Baris keempat : “ Sekretariat

dengan ukuran huruf 16

c. Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju
menggunakan garis tebal tipis.

d. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian

depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris
Panitia.

e. Contoh sampui :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ............. KECAMATAN ... ... ... .
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. .............. No. ..... Telp. (0352) ............ Kode Pos ..........
Nomor / / /120....
' Kepada

YD, e e

b‘i ........................................

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA .............. KECAMATAN ..............
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ..............No. ..... Telp. (0352) ............ Kode Pos ..........
e  — . .|
Nomor : / / /20....
' Kepada
Yth.




Format B -1

PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bukti untuk Pendaftaran Pemilih menggunakan kertas %2 (setengah) folio
Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih sebagai berikut :

Untuk Pemilih FrORMAT ........
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA........ccccueueee. KECAMATAN ......ccoooveieeeeeee
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ................. No. .... Telp. ......... Kode Pos ..........
TANDA BUKTI PENDAFTARAN
Nomor: .......... /RT........ {RW ........ 2 . o
Panitia Pemilihan Kepala Desa ............................ Kecamatan ....................... Kabupaten
Paonorogoe, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada
NI MTal e e e B - e B S T e e e
Tempat Tgl. Lahur/umur ..................................................................... [, tahun
Jenis kelamin . Laki-laki / Perempuan
Alamat | ——— No. ... RT. ... RW. ...
Dukuh...coooeeeeea Desa....c..cccoce... Kecamatan

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai
dengan undangan Pemilihan Kepala Desa.

SUR U 20 ..

Yang didaftar Petugas Pendaftar

-------------------------------------

R R TN RS N SRS RN PR WY

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor: .......... IRT....... /IRW ........ /120 ...

Panitia Pemilihan Kepala Desa ..........ccooeeiie Kecamatan ....ccccoeeeeies Kabupaten
Ponorogo, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :
REAIRE 00000 8 et el e s s i s e st S S
Tempat Tgl. Lah|r/umur ...................................................................... A . tahun
Jenis kelamin . Laki-laki / Perempuan
Alamat Sl e e r e No. ... RT. ... RW: e Dukuh

..................... Desa ..........cccououe...... Kecamatan ...

..................... a2
Yang didaftar

Petugas Pendaftar




PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Format B -2

DESA ...cccovemreereennees KECAMATAN .......cc.cecuuene
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ... No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ........ccceieciiveeercnnen,
KECAMATAN .......cccceceviennnn. KABUPATEN PONOROGO
Desa Kabupaten PONOROGO
Kecamatan i  awessimsmssismsaiis Propinsi JAWA TIMUR
Halaman : ...
NO. “ TEMPAT DAN ALAMAT
PEMILIH DUKUH NAMA TGL LAHIR STATUS | LI/P — | )
1. Krajan Arman S. P0.17-02-1966 K L 01 |
2. Erwin Syah P0.11-12-1958 K L 01 |
3. | Fitriani Po. 02-03-1971 K P 01 !
4. dst.
5. Harianto Po. 22-05-1985 B L 02 l
8. Lasimin Po. 28-11-1950 D 02 l
W dst.
8. Bejo Po. 1945 D 01 I
9. Gatot SL. Po. 11-05-1969 K L 01 1
10. dst.
4. Candra Dewi Mdn. 09-07-1971 K 02 I
12. Supeno Po. 14-07-1964 K L 02 I
13. dst. '
14.
5. Sawahan | Darmanto Po. 25-06-1952 K L 01 Il
16. dst.
17.
Panitia Pemilihan Kepala Desa
UEBA i m.smasmy Kecamatan.............
Kabupaten Ponorogo
1. Ketua o beemase po. 8. )
2. Wakil Ketua % oo s pmis sves 50 4 556 5 5 8 = 2 & =1 BT pE )
3. Sekretaris . .. B i e o A A )
4. Bendahara . ... ... ... ... ..., (oo )



Format C -1

PENDAFTARAN PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bukti untuk Pendaftaran Pemilih menggunakan kertas %2 (setengah) folio
Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih sebagai berikut :

Untuk Pemilih FORMAT ........
- PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ................... KECAMATAN .......ccccceiereee.
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : Jl. ................. No. .... Telp. .......... Kode Pos ..........
TANDA BUKTI PENDAFTARAN TAMBAHAN
Nomor: .......... /IRT........ IRW ........ /120 ..
Panitia Pemilihan Kepala Desa ...........cccoee. Kecamatan s
Kabupaten Ponorogo, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada
Nama B s s e e s A R A SRR A
Tempat Tgl. Lahlr/umur ..................................................................... | P tahun
Jenis kelamin . Laki-laki / Perempuan
Alamat 538, S N —— No. ..... RT. e RWL o
Dukubh................. Desa.......cccoeeee. Kecamatan .................

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai
dengan undangan Pemilihan Kepala Desa.

..................... TR . [
Yang didaftar Petugas Pendaftar

Untuk Petugas

TANDA BUKTI PENDAFTARAN TAMBAHAN

Nomor - .......... IRT...../RW ... /20 ...
Panitia Pemilihan Kepala Desa ......cccooeevieininnn. Kecamatan ........ccoccvvvenee
Kabupaten Ponorogo, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :
NIamMal R e i e T s e R T e st e
Tempat Tgl. Lahlr/umur ...................................................................... (LR tahun
Jenis kelamin . Laki-laki / Perempuan
Alamat cdb e NOL RT. ........ RW. ... Dukuh
..................... Desa........c.ccue...... Kecamatan .....................
..................... NSURp————— . 1 -

Yang didaftar Petugas Pendaftar




DESA ..o, KECAMATAN ......
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ... No. ...... Telp (0352) ............

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

ﬂ Format C -2

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN ....ccocciirrrnnenns KABUPATEN PONOROGO
Desa Kabupaten PONOROGO
Kecamatan : ..., Propinsi JAWA TIMUR
Halaman : ..................
e R e e e e e ]
NO. TEMPAT DAN ALAMAT
PEMILIN DUKUH NAMA TGLLAHIR STATUS | L/P R W
1. Krajan Arman S. Po0.17-02-1966 K L 01 !
2 Erwin Syah Po.11-12-1958 K L 01 I
3. Fitriani Po. 02-03-1871 K = 01 b
4. dst.
5. Harianto Po. 22-05-1985 B L 02 l
6. Lasimin Po. 28-11-1950 D 02 !
7. dst.
8. Bejo Po. 1945 D 01 I
9. Gatot SL. Po. 11-05-1969 K 01 [l
10. dst.
11. Candra Dewi |Mdn. 09-07-1971 K P 02 i
12. Supeno Po. 14-07-1964 K i 02 I
13. dst. 02 I
14. | Sawahan | Darmanto Po. 25-06-1952 K L 01 M
15. dst.
17.
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa.............. Kecamatan.............
Kabupaten Ponorogo
1. Ketua
2. Wakil Ketua = 2 .iicuswmiasnssanssanes (oo,
3. Sekretaris
4. Bendahara




Format D -1

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ....cccociieiieeenee, KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ..............ool No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

BERITA ACARA
PENELITIAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR

PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA .........ccoviemrennene
KECAMATAN .....ccocecirasnnene KABUPATEN PONOROGO
Pada hari ini ............ tanggal ......................... tahun.............. , bertempat di
..................................................... , Kecamatan ..................., Kabupaten Ponorogo

berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015
tentang Kepala Desa, telah dilaksanakan rapat penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara
dan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa ......................... Kecamatan .................
Kabupaten Ponorogo.

Rapat Penelitian dihadiri oleh Panitia Pemilihan, BPD, Panitia Pengawas dan Calon
Kepala Desa dengan acara pokok mengadakan penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara
dan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa ......................... Kecamatan ..................
Kabupaten Ponorogo untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap yang telah disepakati dan
diputuskan sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara sejumlah ......... (...ccc.cccoeeeee ) Pemilih.
2.  Jumiah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan sejumlah .......... Moo o e ) Pemilih.
3. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sejumlah ......... (! oommw s o ) Pemilih.

Demikian Berita Acara ‘Penelitian ini dibuat dengan sebenarnva dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

........................................................... 20.
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa.....coeaa.. Kecamatan ...........
Kabupaten Ponorogo
1. Ketua 2 o e WS A SR B | R e )
2. Wakil Ketua I I R [ ———— )
3. Sekretaris B i ke SR R 8 R [P pa— )
4. Bendahara B o v wn we 6% s ST Y (e )
Calon Kepala Desa : Badan Permusyawaratan Desa
s 5o 2 n g omow MBS A L g (covviinn ) 1. Ketua A (covvnnn. )
B o < ety 1 < Tu e s P ) 20 Wk Ketua %.aee.:04:. G aaep e )
O P A T g 3% e - S ) 3. Sekretaris :......... | S )
P S — | )
Panitia Pengawas Kecamatan ......................
N T 11 17 P " (R ——— )
R e P o el o /S )
3 @3t ¢ o Brs b EaEs b TR ES B fs o o 7 49 £ OE )




Format D -2

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA .....ccciirereeenes KECAMATAN ........ccceeeee.
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ... No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............
DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA .......ccccccevtvecneenrnee
KECAMATAN .......cccoereivmnnene KABUPATEN PONOROGO
Desa 1 e Kabupaten PONOROGO
Kecamatan : anssmsssnsmaris Propinsi JAWA TIMUR
Halaman : ...............
ALAMAT

PET\HM._"IH DUKUH NAMA Tg:;fi:;ARN STATUS | L/P - ; e

1. Krajan Arman S. P0.17-02-1966 K L 01 l

2. Bambang S. P0.21-02-1986 B L 01 I
|3 Erwin Syah Po.11-12-1958 K L 01 '.

4. dst.

5, Fitriani Po. 02-03-1971 K 02 I

6. Harianto Po. 22-05-1985 B L 02 l

7. Lasimin Po.28-11-1950 | D 02 (.

8. dst.

9. Aldo Saputra | Po. 23-10-1979 K 01 Il

10. Bejo Po. 1945 D = 01 [l

1. Gatot SL. Po. 11-05-1969 | K L | o1 i

1125 dst.

13. Candra Dewi |Mdn. 09-07-1971 K 02 Il

14. Supeno Po. 14-07-1964 K L 02 I

15. dst. 02 Il

16.

17. Sawahan | Cindy Setyani | Po. 18-07-1988 B P 01 1l

18. Darmanto Po. 25-06-1952 K L 01 ]

19. dst.

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Blesak =z a v wans oy 4 Kecamatan.............
Kabupaten Ponorogo
1. Ketua 5 i sinte « e w s w e s e e dafel t=m
2. Wakil Ketua 2 :oewssn s oens aoms v iy 5o (o, 29 w3 ST
3. Sekretaris 000 8 e seo s s s e b ek et e - oo e =
4. Bendahara = I ¢ ous wen s w65 8 956 8 e 8 ke Wbt e ler : e e b




Format E -1

SURAT PERNYATAAN

BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat/Tgl. Lahir

Umur

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Alamat

.....................................................................................................

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertagwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila temyata

pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

..........................................................




Format E -2

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945, DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat/Tgl. Lahir

Umur

.....................................................................................................

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Alamat

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tanun 1945, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik indonesia dan Bhineka
Tunggal lka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata
pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan vang beriaku.




Format E-3

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat/Tgl. Lahir

.....................................................................................................

Umur

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Alamat

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Desa saya
bersedia dicalonkan menjadi Calon Kepala Desa di Desa
Kecamatan

...................................... oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata
pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

.........................................................




Format E-4

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat/Tgl. Lahir

Umur

.....................................................................................................

Jenis Kelamin

.....................................................................................................

Pekerjaan

Alamat

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang menjalani pidana
penjara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata
pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.




Format E-5

SURAT PERNYATAAN

TIDAK MENGUNDURKAN DIRI SETELAH DITETAPKAN
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat/Tgl. Lahir

Umur

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Alamat

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Desa saya
tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata

pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.




|| Format E -6

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA

3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

.....................................................................................................

Tempat/Tgl. Lahir

Umur

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Alamat

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya belum pernah menjabat sebagai
Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berdasarkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata

pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.




Format E -7

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DAN SANGGUP MENJALANKAN KEWAJIBAN
SEBAGAI KEPALA DESA SESUAI KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat/Tgl. Lahir

Umur

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Alamat

.....................................................................................................

menyatakan dengan sesungguhnya, bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban
sebagai kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata
pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.




Format E -8

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA
YANG BERSANGKUTAN PADA SAAT MENJABAT

SEBAGAI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat/Tgl. Lahir

Umur

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Alamat

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup bertempat tinggal di desa
yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata

pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

......................................




Format E -9

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN / KEONARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat/Tgl. Lahir

Umur

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Alamat

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tidak membuat keributan /
keonaran serta tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan
ketertiban, sebelum, selama dan sesudah proses pemilihan Kepala Desa di Desa
..................................... , Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata
pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

..........................................................




Format E - 10

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT
DARI PEKERJAAN SEBELUMNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat/Tgl. Lahir

Umur

Jenis Kalamin

Pekerjaan

Alamat

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah diberhentikan tidak
dengan hormat dari pekerjaan sebelumnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata

pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.




Format F

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA .....eeeiiiiinneee KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ....coverieiiiiinns No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

e e eSS ==

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

Pada hariini ............ tanggal ...l tahun.............. , bertempat
o S ——— kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa
...................... Kecamatan ...................., Kabupaten Ponorogo telah mengadakan
Rapat Penutupan Pendaftaran Bakai Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepaia Desa
..................... Kecamatan ....................., Kabupaten Ponorogo, sesuai ketentuan

Pasal 37 ayat (4) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala
Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tahap
kesatu / kedua yang dilaksanakan mulai tanggal .................... sid o
maka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.

2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang
telah mendaftarkan diri yaitu -

B SN L cimmenmemmm—— umur ......... tahun, pendidikan ............. pekerjaan
........................... alamat ...

5 -0 | RS S— umur ......... tahun, pendidikan ............. pekerjaan
........................... 2 1E2 0 - | AR T

o) o | [ umur ......... tahun, pendidikan ............. pekerjaan
........................... alamat ...

Ao dst.

3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka
perlu/tidak periu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa........... Kecamatan .. .........

1. Ketua Y W= O S 0 3 e 1 )
2. Wakil Ketua S B DG R s s ahoh s b 0 % T mety 30 O & 5 )
3. Sekretaris AT L Y —— (T )
4. Bendahara @ ¥ oo n s 6 sane vaas v 9 8 v e ety o )



Format G

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA .....cccciiiitreeee, KECAMATAN .....cccceeeeeees
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ... No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN ......cccoecevernnen.
Pada hari ini ............ tanggal ......................... tahun.............. , bertempat
Bl e e , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ..................... :
Kecamatan .................... , Kabupaten Ponorogo telah mengadakan penelitian berkas
Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa ...................., Kecamatan
..................... , Kabupaten Ponorogo, sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa,
dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumiah ......... (o ) orang.

2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi

Calon Kepala Desa sejumlah .............. P ———— ) orang, yaitu :

a  SAr. umur ......... tahun, pendidikan .................
pekerjaan ...........o.occcieeenns BUAMAL e e mmim om0 s T 73 M A S S s

B  SOE o mimeesimsems o se saaisstsasasmsss umur ......... tahun, pendidikan .................
pekerjaan ............cccc.cceune. AlAMAL ... .. covve i assmn sse i s bassass insnnnssssssasssssnsbons

B D e e e umur ... tahun, pendidikan ....... .. s
pekerjaan ...................c....... QIBINEL .. .o Fesammamsamen assmams s ra s e T AR AT AR

o | (e U umur ......... tahun, pendidikan .................
pekerjaan .................cc........ alamat ...

€. e, dst.

3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan

menjadi Calon Kepala Desa sejumlah .............. (P e—— ) orang, yaitu :

B IR sasemmm—— e umur ... tahun, pendidikan .................
pekerjaan ..............cccceeee alamat ...

o T < | 51771 tahun, pendidikan .................
pekerjaan ..............cccooe... alamat ...



4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumiah .......... { o, et )
orang, yaitu :
= T~ | umur ........ tahun, pendidikan .................
pekerjaan .......................... alamat ..
b.  Sdr. . umur ......... tahun, pendidikan .................
pekerjaan ............cccccoeeeun. alamat ...
Bh ime st e dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
seperlunya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa........... Kecamatan ...........
Kabupaten Ponorogo

1. Ketda == 5 s e e vnmee ® s s saemsy ey 18P . )
2. WakilKetua @ ... Brmcy afepis 5; - )
3. Sekretaris 5w anais i G § ER SR g S — )
4. Bendahara B o wuecd s i B o RIS * R 1K B e Ahismta 3 )



Format G -1

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA .......ccconvcennnnneee KECAMATAN .......... N——
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ....................... No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
Nama Bakal Calon

Al A At

Pekerjaan R o o UUUUU VU SO S ———
M%
No. Uraian Ada |Tidak Ket.

1 Surat Permohonan

2 Daftar Riwayat Hidup

3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar
4

Pernyataan bertagwa kepada Tuhan YME

Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD
1945 dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal lka

3
6. Foto Copy ljasah terakhir dilegalisir

. Foto Copy Akta Kelahiran / Surat Kelahiran dilegalisir
8

9

Bersedia Dicalonkan menjadi Kepala Desa
: Foto Copy KTP dilegalisir
10 Surat Keterangan Catatan Kepolisian { SKCK)

11. | Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara

Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
12. | penjara paling singkat 5 (lima) tahun

1 4

13. | Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya ’
14. | Surat Keterangan sehat dari dokter

Surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan
15. | sebagai Calon Kepala Desa

Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa
16. | selama 3 (tiga) kali masa jabatan berdasarkan UU No. 32 Th. 2004 |
Surat Pernyataan bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban '

sebagai kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-
1174 undangan

Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang
18. | bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa

19. Pernyataan hersedia tidak membuat keributan / keonaran
Pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari
20. | pekerjaan sebelumnya

Syarat-syarat lain (surat ljin dari atasan bagi PNS, TNI, POLRI,
21. | Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa dsb).

Hasil penelitian :  memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa........... Kecamatan ...........
Kabupaten Ponorogo
Seksi Pendaftaran Bakal Calon

1. Ketua S wokew o SR e s R 3 S W T I T )
2. Anggota B e wsunin wem sena 24 WRE oY (P N )
2. s wasns ww wat is S5 54 (LN 5 L . o e - )
B3l e omimasg SRR U5 ST R (oo )
- TP [ p—— )



Format H “

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

5] 210V RS T— KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat: JI. ..........coocvne No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN ..o
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR & oot
TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESADESA ................. KECAMATAN .............
KABUPATEN PONOROGO

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA

Menimbang - a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakai Caion
Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa ................. Kecamatan
............... Kabupaten Ponorogo, tanggal ..........................., maka

Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan periu
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa ;

hahwa penetapan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a Konsideran ini, sesuai ketentuan Pasal 40
ayat (1) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11
Tahun 2015 tentang Kepala Desa,, maka dipandang perlu untuk
menetapkan Calon Kepala Desa dengan menuangkannya dalam
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur;
2. lndang-lndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tanhun
2014 tentang Desa;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilhan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

o>



8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingga!, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015
tentang Kepala Desa;

11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa,

12. Peraturan Desa ...................... Kecamatan ................... Nomor ...
Tahun ......... tentang Pemilihan Kepala Desa ................ Kecamatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa .................... Pemilihan Kepala Desa
...................... Kecamatan ...................... Kabupaten Ponorogo ;

KEDUA . Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
Keputusan ini adalah :

a. SAr . umur ....... tahun, pendidikan .......... pekerjagn

......................................................

......................................................

KETIGA

o

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA............... KECAMATAN ..........ccooeni.
KABUPATEN PONOROGO
Ketua

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. 1. Bupati Ponorogo di Ponorogo ;
2. Camat ..........ccoveenn, i
3. KetuaBPDDesa ................... Kecamatan..................... ;
4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.




“ Format |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ..o KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ..o No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ... KECAMATAN ..o
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : ................
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA HASIL SELEKSI TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESADESA ................. KECAMATAN .............

KABUPATEN PONOCRGCGO

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA

Menimbang : a. behwa sesual dengan Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan Rakal
Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten tanggal
........................... , maka Panitia Pemilihan Kepala Desa perlu
menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus
seleksi tambahan menjadi Calon Kepala Desa ;

bahwa penetapan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a Konsideran ini, sesuai ketentuan Pasal 44
ayat (3) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11
Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka dipandang perlu untuk
menetapkan Calon Kepala Desa dengan menuangkannya dalam
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

4, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa,;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

o



8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingga!, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015
tentang Kepala Desa;

11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

12. Peraturan Desa ...................... Kecamatan ................... Nomor .....
Tahun ......... tentang Pemilihan Kepala Desa ................ Kecamatan
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU Menetapkan Calon Kepala Desa .................... Pemilihan Kepala Desa
...................... Kecamatan ...................... Kabupaten Ponorogo ;
KEDUA Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
Keputusan ini adalah :
= T | R —— umur ... tahun, pendidikan ........ pekerjaan
.......................... alamat ..,
[ 1SEE. £t o gt g umur ....... tahun, pendidikan ........ pekerjaan
.......................... alamat ...,
B B ..o v e s umur ....... tahun, pendidikan ........ pekerjaan
.......................... alamat ...
Ao dst,
KETIGA a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetepkan di ...,
pada fanggal s
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA............... KECAMATAN ....................
KABUPATEN PONOROGO
Ketua
TEMBUSAN :
Yth. Sdr. 1. Bupati Ponorogo di Ponorogo ;
2. Camat ..o
3. KetuaBPDDesa ................... Kecamatan...................... ;

4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.




Format J -1

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ....ccccciiniiiiinnn. KECAMATAN ........ccceeeee.
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat @ JI. ..o No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

e e eSS S s EESS e  aae

BERITA ACARA
PENENTUAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

PEMILIHAN KEPALA DESA .........ccccevcivinnnene
KECAMATAN .......coveennnee
Pada hariini ............tanggal ......................... tahun............. bertempat di
.......................................... , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa .....................,
Kecamatan ...................., Kabupaten Ponorogo berdasarkan ketentuan Pasal 46

ayat (3) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, telah
dilaksanakan penentuan Nomor Urut bagi Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa
.................... , Kecamatan ....................., Kabupaten Ponorogo dengan cara undian.

Dalam penentuan nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon
Kepala Desa, BPD dan Panitia Pengawas, dengan hasil sebagai berikut :

S | umur ......... tahun, pendidikan ................. pekerjaan
........................... aamat ...............ccocccoiiiiiiieiiiee e, dengan nomor urut ...
2 SR, perrerorse s A7t oo T B PP umur ......... tahun, pendidikan ................. pekerjaan
........................... alamat ..................cccccoeeciieieeeevven....., dengan nomor urut ...
O RO ot i o o e e umur ......... tahun, pendidikan ................. pekerjaan
........................... alamat ...................occccieieeeee., dENGaAN NnOMor urut ..
U o am g dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.

.......................... AT g — | ——
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa ... Kecamatan ...................

Calon Kepala Desa : Kabupaten Ponorogo

P T s T ‘TP, ) 1. Ketua PO N (.ot )
AT Y . (......... ) 2. Wk.Ketua % cwc.o.. .. 8 ¢ 2 o5 ouv )
B prmmn EtE . - (.o ) 3. Sekretaris ... (Lol )
BB | e e e e S ¥ar ooz ) 4. Bendahara : .......... (SRR )
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA .....cccooiiimeiiinnne KECAMATAN ........ccceeeeeee
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ...................... No. ... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN ...,
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : .o
TENTANG

PENENTUAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESADESA ................. KECAMATAN

KABUPATEN PONOROGO

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA

.................

Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Penentuan Nomor Urut Calon Kepala
Desa, Pemilihan Kepala Desa ............... Kecamatan ...
Kabupaten Ponorogo, tanggal ........................ ,  maka sesuai

ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ...
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa,.
dipandang perlu untuk menetapkan Nomor Urut Calon Kepala Desa
dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala

Desa,
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apszratur Sipil
Negara,

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tehun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desg;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

TEMBUSAN :

Vit Sdn., 1.
2.
3.

©

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015
tentang Kepala Desa;

11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun 2018 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

12. Peraturan Desa ...................... Kecamatan .................. Nomor .....

Tahun ......... tentang Pemilihan Kepala Desa ................ Kecamatan
MEMUTUSKAN :

Menetapkan Nomor Urut Calon Kepala Desa .................... Pemilihan

Kepala Desa .............c....... Kecamatan ...................... Kabupaten

Ponorogo ;

Nomor Urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU Keputusan ini adalah :

a. SdAr. .. umur ......... tahun, pendidikan ................
pekerjaan ...............c........... alamat ... ;
dengan NOMOF ufut .........

B SAB e s s umur ......... tahun, pendidikan ................
pekerjaan ...........cccccoeeene. alamat ..o :
dengan nomor urut .........

S umur ... tahun, rendidikan .................
pekerjaan ............cccocceevnnnn. alamat ... ,
dengan nomor urut .........

do dst.

a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA............... KECAMATAN ...
KABUPATEN PONOROGO
Ketua

Bupatl Ponorogo di Ponorogo
Camat ......cccooeeeeeeeee ,
KetuaBPD Desa ................... Kecamatan

4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.




Format K-1

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ...ccciiieiinennea, KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. .......cccocvvninennn No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ...cccooiiiennn, KECAMATAN ..........c.ooee.
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : ...
TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT KAMPANYE
CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALADESA ................... KECAMATAN ........ccoeeninn
KABUPATEN PONOROGO

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA

Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa ................ Kecamatan
....................... perlu menyelenggarakan kampanye bagi Calon

Kepala Desa dalam acara penyampaian visi, misi dan program dari
Calon Kepala Desa;

b. bahwa penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada
huruf a Konsideran ini, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan
Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kepala Desa, perlu menetapkan Jadwal dan tempat kampanye
Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa .................

Kecamatan  ................. Kabupaten Ponorogo dengan
S

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Undang-Undang Nomor & Tanun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Ncmor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggai, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa setagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015
tentang Kepala Desa;

11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun 2018 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

12. Peraturan Desa ...................... Kecamatan ................... Nomor .....
Tahun ......... tentang Pemilihan Kepala Desa................. Kecamatan
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU . Menetapkan Jadwal dan Tempat Kampanye bagi Calon Kepala Desa
Pemilihan Kepala Desa ................... Kecamatan ................. Kabupaten
Ponorogo.

KEDUA : Jadwal dan Tempat Kampanye adalah sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi ..................ccccvenan
Padatanggal .........ccccoovviinn.
RPanitia Pemilihan Kepala Desa
Desa .....ccccooeueen. Kecamatan ..................
Kabupaten Ponorogo
Ketua
e Seswsseaese
Yth. Sdr. 1. Bupati Ponorogo di Ponorogo ;
2. Camat ..............oooe X
3. KetuaBPDDesa ................... Kecamatan...................... i

4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
KECAMATAN
NOMOR
TANGGAL

JADWAL DAN TEMPAT KAMPANYE CALON KEPALA DESA

HARI & BENTUK
NO. | L ANGGAL NAMA CALON JAM | TEMPAT | oo \ve
i, ==
|
|
........................................................... 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa..........c....... Kecamatan .................
Kabupaten Ponorogo
Ketua



Format K-2

BERITA ACARA
PELAKSANAAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN .......cccocmrreecn.

Pada hariini ............ tanggal ... tahun............. bertempat di
.......................................... , Kecamatan ...................., Kabupaten Ponorogo telah
dilaksanakan musyawarah untuk membahas pelaksanaan kampanye bagi Calon Kepala
Desa, Pemilihan Kepala Desa .................... , Kecamatan ..................... , Kabupaten

Ponorogo sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (10) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun
2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomcr 11 Tahun
2015 tentang Kepala Desa,.

Dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala

Desa, BPD dan Panitia Pengawas yang telah disepakati dan diputuskan pelaksanaan
kampanye sebagai berikut :

1. Hari ... tanggal..........c......oes
AL (SR ... ot oms s s e B e 3 Nomor .......... jam bertempat
(¢ || - bentuk kampanye ...............ccccccociiiiiiiii
B, SN oo Nomor .......... jam bertempat
c | R bentuk kampanye ..........cccccooiiiiiiiii
B ISR o e e R g s - Nomor .......... jam . bertempat
s | S— bentuk kampanye ...........ccccccooiiiiii
o P | U U —— Nomor .......... 1 bertempat
Qi bentuk Kampanye .........ccccciii
€. tereeeetererrenenrerinarraans dst
S ¢ | [ —— tanggal.......................
8L, SR . gttt st sl Nomor .......... jam . bertempat
Gl om0 e g s e nass bentuk Kampanye ..o
o L RN Nomor .......... jam .. bertempat
(6 el s bentuk kampanye ................cccciiiii
Bt "SR i e ame e e e Nomor .......... jam bertempat
Ao, bentuk KamMmpanye ..............cccccoiiiiie e
Ul 1982 oo mmmam e R P Nomor .......... jam bertempat
| S bentuk kampanye .............ccccooiiiiiiii
= dst.
3. Hari................. tanggal........ccccoeeieeis
2 SER S gt e A B g i Nomor .......... jam . bertempat
(o = ——— bentuk kampanye .............cccovii
o o S U —— Nemor ......... am o bertempat

Ai bentuk kampanye



B, SOOF, i oo sumesa nmie s st Nomor .......... jam ... bertempat
Gl e e o e bentuk kampanye ...
O SR T R B i s g e Nomor .......... jam ... bertempat
i bentuk kampanye ...
= SR dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya bagi yang bersangkutan.

.......................... G e P e e (D) e

Calon Kepala Desa : Panitia Pemilihan Kepala Desa :
£ o ew o v e P T T T A (.o )
2 e (covonn. ) 2 i e wmes S BT & § (T )
A P R { o, N Bt el w e € o ® wmes s w v ) )
B, oo b wevn g e ¥ & RS o T— 1 [ T — (........ )

Panitia Pengawas : Badan Permusyawaratan Desa :
B & R TREE § S s AP I A s poion a5 VR 5 EEH F § ‘L TR )
- S Rt N B i s sommme s s (... .. )



Keterangan :

Format L -1

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA

PAPAN PENGHITUNGAN SUARA

BILIK BILIK BILIK
SUARA SUARA SUARA

KOTAK
SUARA

KELUAR

l Meja i Meja Meja

“
|

©oONDDOEON

. Meja 1

Meja 2
Meja 3
Meja 4

Nomor 5

Nomor 6
Nomor 7
Nomor 8
Nomor 9

Ketua Panitia

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota ( petugas pencocok undangan / panggilan )

Anggota ( Petugas pengatur tempat tunggu pemilih )

Anggota ( mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya )
Anggota ( Petugas di Kotak suara)

Petugas keamanan pintu masuk

Petugas keamanan pintu keluar



RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Petugas Keamanan Nomor 7 mengatur ketertiban antrian pemilih
yang akan mencocokan surat undangan dan memasuki Tempat
Pemungutan Suara.

Anggota Panitia Nomor 4 menerima pemilih yang datang akan
menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan
mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, apabila telah cocok
memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut
kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan
duduk ditempat yang telah disediakan.

Anggota Panitia Nomor § mengatur pemilih ditempat yang telah
disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih.

Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan
meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke
Anggota Nomor 1 untuk diberikan Surat Suara.

Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar
Surat Suara kepada Pemilih dibantu Anggota Nomor 3.

Anggota Nomor 6 mengarahkan pemilih menuju Bilik yang kosong
untuk menggunakan hak pilihnya.

Anggota Nomor 6 : - harus memastikan bahwa tidak ada
seorangpun berada di bilik kecuali
seorang pemilih yang akan
menggunakan hak pilihnya.

- dapat membantu pemilih yang cacat
apabila diminta.

Anggota Nomor 7 memastikan bahwa Surat Suara yang telah
dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan

Ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan surat suara
kedalam suara.

Petugas Keamanan Nomer 8 mengawasi dan mengarahkan

pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area
Pemungutan suara.



Format L -2

DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA

BILIK 1 1 BILIKK 1 1 BILIK
SUARA SUARA SUARA

PAPAN PENGHITUNGAN SUARA

® 06

@ @ @ (18
@

o 0.0, »
)

KOTAK
SUARA

Meja

OOGO® [FEw

Saksi

Tempat duduk Pemilih
dan warga masyarakat

Keterangan :

NN O AN =

Nomor 1 & 2
Nomor 3 & 4
Nomor 5

Nomor 6, 7 & 8
Nomor-9, 10 & 411
Nomor 12, 13 & 14
Nomor 15 & 16
Nomor 17

Nomor 18

. Ketua Panitia & Wakil Ketua menghitung suara

. Sekretaris dan Anggota mengambil surat suara dari kotak

: Anggota membantu nomor 1 memberikan ke nomor 6, 7 & 8

: Anggota ( memilah perolehan calon 1, 2 dan suara tidak sah )
- Anggota { mencatat pernlehan penghitungan suara )

: Anggota ( mencatat perolehan pada blanko )

: membantu Anggota yang lain/menggantikan

. Petugas keamanan pintu masuk

: Petugas keamanan pintu keluar



RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Ketua Panitia membuka Kotak Suara, mengeluarkan satu persatu
surat suara dan menghitung sah tidaknya surat suara, dibantu
anggota nomor 3 dan 4 selanjutnya menghitung dengan jelas dan

tegas , disaksikan oleh Calon Kepala Desa dan / atau Saksi serta
pemitih.

Anggota nomor 5 membantu memberikan surat suara setelah
dihitung oleh Ketua Panitia kepada anggota nomor 6, 8 dan 8 serta

memitgh surat suara sah untuk masing-masing calon dan surat
suara tidak sah.

Anggota Panitia Nomor 9, 10 dan 11 mencatat perolehan suara
sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan
penghitungan dibantu oleh anggota nomor 15 dan 16.

Anggota nomor 12, 13 dan 14 mencatat perolehan suara sesuai
yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada blanko penghitungan.



u Format M -1

PAPAN PENGUMUMAM
PEMILIHAN KEPALA DESA

Papan Pengumuman Pemilihan Kepala Desa menggunakan papan pengumuman yang

telah ada, untuk mengumumkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa, antara lain sebagai berikut :

Data Pemitth Tetap.

Data Calon Kepala Desa berupa photo dan nomor urut Calon Kepala Desa

Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa

Jadwal pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara
Pengumuman lain yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa.

i e L0 1S 62




Format M- 2.a

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Untuk Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 2 (dua) Calon Kepala Desa.
Surat Suara menggunakan kertas dengan ukuran folio bentuk Landscape.

1. Halaman dalam berisi :
- Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : SURAT SUARA
- Seper empat dari setengah halaman bagian
bawah kolom nomor 2 {dua) dan 3 (tiga) dari
Kiri untuk . Nomor, Foto dan Nama Calon

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA
DI ESIAN: o e o ey s e KECAMATAN .....ccvimvee
KABUPATEN PONOROGO

Hj. SULASTRI,SE. Ir. H. SUMINO

2. Halaman luar berisi :

atas kolom no. 1 (satu) dari kiri untuk tulisan : SURAT SUARA
- Seper empat dari setengah halaman bagian
atas kolom no. 2 (dua) dari kiri untuk tulisan : PANITIA PEMILIHAN

SURAT SUARA PANITIA PEMILIHAN
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“ Format M - 2.b

SURAT SUARA o
PEMILIHAN KEPALA DESA

Untuk Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 3 (tiga) Calon Kepala Desa.
Surat Suara menggunakan kertas dengan ukuran folio.

1. Halaman dalam berisi :
- Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : SURAT SUARA
- Seper empat dari setengah halaman bagian
bawah kolom nomor 1 {satu), 3-ftiga) dan 5 {lima)

dari kiri untuk - Nomor, Foto dan Nama Calon
SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.......c..cvveveeeee. . KECAMATAN . ccoceiceeae e
KABUPATEN PONOROGO
| |2 3|
SUKIMAN, SH.| H). NILAM P, SEI. Drs.HADI P. \ ‘

2. Halaman luar berisi :
- Seper iima dari setengah halaman bagian
atas kolom no. 2 (dua) dari kiri untuk tulisan : SURAT SUARA
- Seper lima dari setengah halaman bagian
atas kolom no. 3 (tiga) dari kiri untuk tulisan : PANITIA PEMILIHAN

i i 4
| | [} a i
1 L] L] [
: : ; :
i SURAT SUARA & FANITIA PEMILIHAN & H
! :  KEPALA DES2 : !
! FEWILINAN KEPALA DERA 4 . s {
1.7 N q
: DE S.ﬁ, Rl : KSCAMAT AN ..oceres viannnen : :
1 i i
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]
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Format M - 2.c

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Untuk Pemilihan Kepala Desa vang diikuti oleh 4 (empat) Calon Kepala Desa.
Surat Suara menggunakan kertas dengan ukuran folio.

1. Halaman dalam berisi :
- Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : SURAT SUARA
- Seper empat dari setengah halaman bagian
bawah kolom nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga)
dan nomor 4 (empat) dari kiri untuk . Nomor, Foto dan Nama Calon

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ....-c.cii;vivie = s KECAMATAN ..
KABUPATEN PONOROGO

I Ir. DARMANTO I HJ. NILAM P,SE. l | Drs. HADI P. | i HARTATI, SH.

2. ‘Halaman luar-berisi -
- Seper empat dari setengah halaman bagian
atas kolom no. 1 (satu) dari kiri untuk tulisan  : SURAT SUARA
- Seper empat dari setengah haiaman bagian
atas kolom no. 2 (dua) dari kiri untuk tulisan . PANITIA PEMILIHAN

—

1.

SURAT SBARA PANITIA PEMILIHAN
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H ' H
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Format M-2.d

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Untuk Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 5 (lima) Calon Kepala Desa.
Surat Suara menggunakan kertas dengan ukuran folio.

1.  Halaman dalam berisi :
- Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : SURAT SUARA
- Seper empat dari setengah halaman bagian
bawah kolom no. 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga)

4 (empat) dan 5 (lima) dari kiri untuk : Nomor, Foto dan Nama Calon
SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA .....ccccciiieene e . . KECAMATAN ..o ei e
KABUPATEN PONOROGO
1 2 [ 3 || &4 || s
H. SARDJONO Ir. SRI HARTINI I l SUKIMAN, SH. I ) |HARJANTO. SH.|

2. Haiaman iuar berisi :
- Seper lima dari setengah halaman bagian

atas kolom nomor 2 (dua) dari kiri untuk tulisan : SURAT SUARA
- Seper lima dari setengah halaman bagian
atas kolom nomor 3 (tiga) dari kiri untuk tulisan : PANITIA PEMILIHAN

SURAT SUARA PANITIA PEM ILIHA N

KREFALA DE3A
BRN!INAM KEROl 0 NFR O
3 DERA .o e
DES AN T CECAMAT AN
HECAMATAN v

KARL PATEN PONQROOO
KETU A
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s
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v e e A
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Format M-3

KOTAK SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Kotak Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dibuat dengan ukuran :

a. Panjang 40 cm

b. Lebar . 40 cm

c. Tinggi : B0 cm
=
(&
o
O

40 cm

Kotak Suara untuk Pemilihan Kepala Desa di TPS Khusus dibuat dengan ukuran :

a. Panjang - 20 cm
b. Lebar 20 cm
c. Tinggi . 30 cm

20 cm



II Format M-4

GAMBAR BILIK SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

l. Contoh | ( bilik tertutup )

il

100 cm

" v s o

Tampak Depan Tampak Samping

Tampak Depan Tampak Samping



Format M -5

MEJA, BANTALAN DAN ALAT PENCOBLOS
PERLENGKAPAN PENCOBLOSAN

PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Perlengkapan dalam Bilik Suara tertutup :

a. Meja

1. Alas coblos { Bantatan )

- Panjang : 30 cm
- Lebar : 20 Om
- tinggi .5 cm

c. Alat coblos ( Paku dan tali)
- Panjang alat
pencobios ( paku ) 15 cm
- Panjang tali : 100 cm

Il. Perlengkapan dalam Bilik Suara terbuka :

a. Alas coblos ( Bantalan )

!

- Panjang : 30 cm
Lebar . 20 cm |
- tinggi . 5 cm

b. Alat coblos ( Paku dan tali)
- Panjang alat
pencoblos (paku) 15 cm
- Panjang tali ;100 cm



Format M~-6

PAPAN PENGHITUNGAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Papan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa digunakan untuk menempelkan
penghitungan surat suara sah untuk masing-masing Calon Kepala Desa dan surat suara

tidak sah di kertas manila contoh sebagai berikut :



Format M -7

TINTA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Tinta Pemilihan Kepala Desa menggunakan tinta warna ungu digunakan untuk
memberikan tanda kepada Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan car
menjelupkan salah satu jari-jari tangannya ke tinta.

Adapun contoh Tinta dan cara penggunaan adalah sebagai berikut :



Format N

SURAT UNDANGAN
MENGGUNAKAN HAK PILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA

Undangan untuk menggunakan Hak Pilih bagi Pemilih menggunakan kertas dengan
ukuran Y2 (setengah) folio

Contoh surat undangan sebagai berikut :

Untuk Pemilih I FORMAT ........
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.........ccccueen. KECAMATAN .........cccceuuen...
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ................ Telp. .......... Kode Pos ..........

Nomor : Kepada

Sifat : Penting Yty Sl syrms e
Lampiran : - No. urut dalam DPT ...
Perihal  : UNDANGAN di

Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilih

Saudara pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan
............................. besuk pada :

Hari

Tanggal

Waktu sid.............. WIB

Tempat

Catatan : Undangan harus dibawa dan tidak boieh diwakilkan
Demikian untuk menjadikan makium.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ... KECAMATAN ...
Ketua
R e TP < - Gunting disini -~ - --- - - - --m- e
TANDA TERIMA Untuk Petugas
Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih

pada Pemilihan KepalaDesa .................... ‘Kecamatan ...........................

Nama R yang menerima

No. DPT ' ..

Alamat

Nama terang




Format O

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....ccceiiiiviieenn, KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : Jl. ... No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

BERITA ACARA
PENELITIAN ALAT KELENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ..., KECAMATAN ......cccccevieernnes
Pada hariini ............ tanggal ......................... tahun............. bertempat di
.......................................... , Kecamatan ...................., Kabupaten Ponorogo telah
dilaksanakan penelitian alat kelengkapan Pemilihan Kepala Desa ...... .
Kecamatan ....................., Kabupaten Ponarogo.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa ........................
yang menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan
Permusyawaratan Desa ... , Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan
......................... dan Calon Kepala Desa dan / atau Saksi.

Seteiah dilakukan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa
dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ................... menyatakan bahwa
penelitian alat kelengkapan Pemilihan Kepala Desa .......... , Kecamatan ...
Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Ponoroge Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dengan hasil sebagai
berikut :

1. Kotak suara dalam keadaan baik . terkunci/ tidak
2. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap ! e, pemilih.
3. Jumlah Surat Suara Y g lembar.
4. Kelengkapan berkas pemungutan suara dan penghitungan

suara, serta alat tulis . lengkap / tidak.
5. Bilik dan alat pencoblosan surat suara . baik / tidak baik
6. dan sebagainya

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.

.......................... A R R g RO

Panitia Pemilihan Kepala Desa
DEsE. . ¢ ow ms e ot . Kecamatan . ............

1. Ketua S e B SR W PR Y S S G ————————— )

2. WalilKetUE = 2 i e cosesen w e © e « s s (v )

3. Sekretaris AR R R (gt .. sl . )

4. Bendahara 5 i O R & R e 5 R AP T T ——— )

Calon Kepala Desa : Saksi:

M cme scmeoma: 25 masemere [ e aarm: e ) 1. (......... )
B vl @A ) gt bt m o ) v U U e e )
D G ISR JE AR IF AT (| ez e E ) & amasmarpacedagm: (| .ooemasm: )
4. i~ a2 e ) el A em T EScEwE e e e g:mm12m: )



Format P -1

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ....cccceverrereeee KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ... No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

PENELITIAN TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ...
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 11 Tghun 2015 tentang Kepala Desa, Pemilih yang belum terdafiar dalam DPT
tetapi dapat menunjukkan Bukti Pendaftaran Pemilih dan Kartu Tanda Penduduk atau

bukti yang lain setelah dilakukan penelitian kebenarannya terhadap Tanda Bukti
Pendaftaran Pemilih :

Nomor Pendaftaran @ ... TR IRW ... 1 28 grgr tanggal ........................

Nama == e S e R s

Nomer KTP S SR Sy SV e AU S

Tempat Tgl. Lahir Jumur @ e [ et tahun

Jenis kelamin . Laki-laki / Perempuan

Alamat | No RT. ......... RW. ...
Dukuh . Desa ...
Kecamatan

Kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya dalam

Pemilihan Kepala Desa, Desa ......................... Kecamatan.................... Kabupaten
Ponorogo.
.......................... RSP ST, |
‘Panitia Pengawas : Panitia Pemilihan Kepala Desa :
T ke o o o by ey & e e o ¢.94:x WA pagw vy m ey s s w « | spgrpa: )
R T A —— T INp— 5 BN e o I TRTR I e TR = (... )
Bl o 5 g & S A 64 (re - ) B s s eem e was @ w s . i )
Pemilih yang bersangkutan Saksi
L. 5553 Ensei BAm BRa% & B0 e ook )
2. s saEG S e BB Ry R )
O amBe smican & Ko B wim wwEm LY )




Format P -2

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

8] L0V - N—————— KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. .............cooon No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

BERITA ACARA
PEMBERIAN KESEMPATAN MENGGUNAKAN HAK PILIH

DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA .........cccccirrnneen.
KECAMATAN ..o
Pada hariini ............ tanggal ........................ tahun............. bertempat di

.......................................... , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa .....................,
Kecamatan .................... Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Bukti Pendaftaran
Pemilih dan penelitian yang kami dilakukan bersama Panitia Pengawas dan/atau Saksi
sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun 2018
fentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11

Tahun 2015 tentang Kepala Desa, telah memberikan kesempatan menggunakan hak

pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa ......................... Kecamatan .....................
Kabupaten Ponorogo kepada ................ (R ——— ) Pemilih, sebagaimana lampiran
Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.......................... P R—— - -

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa.............. Kecamatan.............
Kabupaten Ponorogo

1. Ketua D CaeT a3 v B SR Hees . T )
2. Wakil Ketua S b e B SR D e (coeoe )
3. Sekretaris Y B R G S SIS0 F bes L sk s (R T S S )
4. Bendahara 2 o Sl MG SRS B N O 0 b & . =@ 3e e o )



Format Q-1

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA, .. ccoca ssaniinmsnsis KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. .........ooooeiinnn. No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

et ————— === eSS S

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ..., KECAMATAN .......cccccevuuunnee.
Pada hariini ............ tanggal ...l tahun............. bertempat di
.......................................... , Kecamatan ...................., Kabupaten Ponorogo telah
dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa .................... , Kecamatan

...... e, Kabupaten Ponorogo.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa .......................
yang menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan
Permusyawaratan Desa ..................... , Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan
......................... dan Calon Kepala Desa dan / atau Saksi.

Seteiah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Caion Kepaia

Desa dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ................... menyatakan
bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ................... , Kecamatan ................
Kabupaten Ponorogo yang dilaksanakan mulai dari jam ................. s/djam ................

telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap s pemilih.
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih ] pemilih.
3. Jumlah Pemilih yang diberikan kesempatan menggunakan

hak pilih — pemiiih.
4. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 1| e pemilih.
5. Jumlah Surat Suara ] Salpytte.s lembar.
6. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih S — lembar.
7. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak l ceecee lembar.
8. Jumlah Surat Suara yang salah cobles g lembar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.

.......................... S /() [
anitia Pemilihan Kepala Desa

Desa.............. Kecamatan.............
Kabupaten Ponorogo

1. Ketua A 3 pe & paTA T Ao B2 Pam=g 13cmALE )

2. Wakil Ketua L T k- coare sEe 33E 2 )

3. Sekretaris % s w v § SRR Y BN GEBE 5 0% | RS I T a )

4, S e A IR S o B S lacmaegs.ba9gs )

Calon Kepala Desa Saksi

e s 5 wirens = s mm it e A | (oo )
2 . e e+ s feoreemaimenn ) 2 swsinw oend rel (v )
B i ais pie s ne . [P b B sw e memEEms g § T T —— )



Format Q-2

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ......ccccciiiieecann. KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ..o No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..o KECAMATAN .......cccocvvneren.
PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA INDUK

Pada hari ini ......... tanggal ............... tahun......... bertempat di
............................ , Kecamatan ...................., Kabupaten Ponorogo telah dilaksanakan
Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Induk Pemilihan Kepala Desa
.................... , Kecamatan ....................., Kabupaten Ponorogo.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Dukuh .....................
Desa .....c.ocovevnnnnnn. yang menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Badan Permusyawaratan Desa ........................ , Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan

......................... dan Calon Kepala Desa dan [ atau Saksi.
Setelah mengadakan penetitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala

Desa dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa .................. menyatakan
bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ..................., Kecamatan .................
Kabupaten Ponorogo, yang dilaksanakan mulai dari jam ................ sidjam ................

telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap = — pemilih.
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih S pemilih.
3. Jumlah Pemilih yang diberikan kesempatan menggunakan

hak pilih o N pemilih.
4. Jumiah Pemiiih yang tidak menggunakan hak piiih J— pemilih.
5. Jumlah Surat Suara [ lembar.
6. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih . lembar.
7. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak Y s lembar.
8. Jumlah Surat Suara yang salah coblos 8| e, lembar.

Demikian Berila Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperiunya.

.......................... R —.. ) .
Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pesa.............. Kecamatan .. ...........
Kabupaten Ponorogo

1. Ketua B 4 s sosctipin s @ AEOS & GG E 3 Na - amn o N b 4 S )

2. Wakil Ketua 8 50 s i o 3 e (o )

3. Sekretaris Bk w ceun R SNE ¥ NS H A ¥ & o TL R TPE P )

" A — e e T - )

Calon Kepala Desa Saksi

1 fon 2 e a - o ) R (.o, )
Bh s o g w8 T e 8 o g gemage S (oo o )
B . remae g Aid e e I D B e s an e e (I )



Format Q-3

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ......ccceivrrnenneee KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ......cccooiieinnnn No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN .......cccccevvrmnenne

Pada hariini ............ tanggal ............... tahun............. bertempat di
.......................................... , Kecamatan ...................., Kabupaten Ponorogo telah
dilaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Tambahan Pemilihan
KepalaDesa .................... ,Kecamatan ..................... , Kabupaten Ponorogo.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Dukuh ....................
Desa .....coeeeeeei. yang menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Badan Permusyawaratan Desa ......................... , Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan

......................... dan Calon Kepala Desa dan / atau Saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oieh para Caion Kepala

Desa dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ................... menyatakan
bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ..................., Kecamatan .................
Kabupaten Ponorogo, yang dilaksanakan mulai dari jam ................ s/djam ................

telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, dengan hasi sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap D SRR pemilih.
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih S Semes pemilih.
3. Jumlah Pemilih yang diberikan kesempatan menggunakan

tak pilih S N — pemilih.
4. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih JE—— pemilih.
5. Jumlah Surat Suara T lembar.
6. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih e lembar.
7. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak e e lembar.
8. Jumlah Surat Suara yang salah coblos i SO S— lembar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.

.......................... s Bk Bsnn sy o g g

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa.............. Kecamatan.............

1. Ketua e e e 0 e ) e BB fwe TP X4 b2 )

2. ‘Wakil Ketua e e e 3 e e focoms 1 - - 2- 2 om )

3. Sekretaris AP Sy e Ty ([ )

4, e et teasl o g = an e O D (.0 g #rvp T2Ems )
Calon Kepala Desa Saksi



Format R

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA .....iiiiies KECAMATAN .......cc.ccuueeee
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ... No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KHUSUS

DESA ..o KECAMATAN ......cccccevrrnnnnee
Pada hari ini ............ tanggal ......................... tahun............. Panitia
Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan
Suara Khusus yang bertempat di ...............c....y coeiicennn. dan! ... oo, , Kecamatan

................ , Kabupaten Ponorogo dan disaksikan oleh Panitia Pengawas dan saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala
Desa dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ................... menyatakan
bahwa Pemungutan Suara di TPS Khusus Pemilihan Kepala Desa ..................,
Kecamatan ... Kabupatern Pororogo, yang dileksapnakan mulai dari iam
................. s/d jam ............... telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Surat Suara yang disiapkan £ gy, lembar.
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih , S —— pemilih.
3. Jumiah Surat Suara yang diberikan kepada pemiiin ... iembar.
4. Jumlah Surat Suara yang cacat ataurusak .. lembar
5. Jumlah Surat Suara yang salahcoblos .. lembar

Rincian Pelaksanaan Pemungutan Suara pada TPS khusus sebagaimana
Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.

.......................... T Y.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa.............. Kecamatan.............

1. Ketua B s g b G E RS 5@ B RN & b (A )

2. WakilKetua = # . cow names s ves ¥ s e o (.o )

3. Sekretaris ' mons i e Tyom R v e S g (aacE ans @arpgr )

4. B2 e a2 0 0ten e 8 HEE B (- )

Calon Kepala Desa : Saksi

il ~regmrmes BicpEeEe e as (2 5% 98 abe ) e — s )
R SRR S ———— (T B ) R T (... .. ... )
T £ ima ) mindn ) - R RSPy Cnicm! oyt )
2 rode® be Bt el dleare o (.o ) A (oo )



Format R -1

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ...cccociicieieeeee KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ... No. ...... Telp (0352) r-. om0 Kode Pos .............

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KHUSUS
PEMILIHAN KEPALA DESA .........cccviiienenne KECAMATAN .......cccoceniinnnnne

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ....
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pcnorogo
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa ...........
Kecamatan ............ Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan Pemungutan Suara di
Tempat Pemungutan Suara Khusus yang bertempat di

Pemilih yang karena sesuatu hal berada di Tempat Pemungutan Suara Khusus
tersebut dan telah terdaftar dalam DPT serta dapat menunjukkan Bukti Surat Undangan
menggunakan hak pilih dan Kartu Tanda Penduduk atau bukti yang lain setelah
dilakukan penelitian kebenarannya kepada Pemilih :

Nama

.............................................................................................

Nomor Undangan

Nomor KTP o R R STt S e B Tl

Tempat Tgl. Lahir F UmMUr §  cuicsnsimmssiassmimmimoin it mmsrasmasass  p— tahun

Jenis kelamin - Laki-laki / Perempuan

Alamat | O ———————— No. ... N s RW. ...
Dukuh ... Desa ..., Kecamatan

Kepada yang bersangkutan diberikan menggunakan hak pilihnya dalam

Pemilihan Kepala Desa, Desa ........................... Kecamatan....................... Kabupaten
Ponorogo di Tempat Pemungutan Suara Khusus.tersebut
.......................... . |
Pemilih yang bersangkutan Panitia Pemilihan Kepala Desa :
M o e et @ e = R & b Geomriw s )
2. cowenw o ee 2 § S0 D 8 fesm.gbLE )
8l .o e 5 v e & K a0 (. )
Saksi: PEJABAT DI TPS KHUSUS
b e wimr 5 5t 5 sy & nown R acedarm ) Kepala Dinas / Instansi
- Bstamrcn )

......................................




Format S -1

—

PAPAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Untuk penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh

sebagai berikut :



Penghitungan yang ditempel di Papan Penghitungan

1. PEROLEHAN SUARA :

Format S-1.1
No. Urut: ...... Nama : ...ttt it it triee tettanenaa

Baris PEROLEHAN SUARA SAH JUMLAH

s MO NI NN TR TN | TN 50

21 MO\ M| D D P D | T | Y 50

3 WG VTN I | IR I TR | I TR TR | TR 50

4. MM DTN T T T 50

5. WO D D W T | D TN T 50

6. W MWD | W | T 50

i MW M| TN M TR P T DN TN Y 50

8. W I i 23

9.

10.

dst.

JUMLAH 373

Jumlah disesuaikan dengan jumiah Calon Kepala Desa

Il. SUARA TIDAK SAH_:

r Format S -1.2
HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA .........ccocruverrerneee
KECAMATAN ......cccocevrrennne KABUPATEN PONOROGO
Baris SUARA T!IDAK SAH JUMLAH
L UM R TR IR TR T 50
o ML N il
3.
4.
B,
6.
7.
8.
9.
10.
dst.
JUMLAH 67




Format S -1.2

BLANKO PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

PEROLEHAN SUARA :

Format S -1.21
HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ........cccccoeuesrenunnce
KECAMATAN ...................... KABUPATEN PONOROGO
No. Urut: ...... Nama: ...t iiiiiiiiitieeis crenterennrnns
Baris PEROLEHAN SUARA SAH JUMLAH
1. MO\ I TN | W Y| TR WY 50 )
2. MWW W NN W 50
8. MWLM N W 50
4, MWW || M W W 50
5. MO MW M M T D T | | T | T 50
6. AR AR YV, TR VAR YU YT (TR ) YT ) YT 50
e W MW MWW W Y Y 50
8. M| W 23
9.
HER
dst.
|
JUMLAH 373

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa.

SUARA TIDAK SAH :

Format S -1.2.2

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA .....cooeveeeveeeevrennn
KECAMATAN ......ccooerneneen. KABUPATEN PONOROGO
Baris SUARA TIDAK SAH JUMLAH
ML I D R DR M | 50
YR LI 17

&3l o|o|~|o|v| x| w/v]2

JUMLAH 67




Format S -2

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ... KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ...l No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ..., KECAMATAN .....ccocevieeenn
Pada hariini ............ tanggal ................... tahun............. bertempat di
.......................................... , Kecamatan ...................., Kabupaten Ponorogo telah
dilaksanakan Penghitungan Suara Pemilihan Kepaia Desa ...................., Kecamatan
..................... , Kabupaten Ponorogo, dari jam ........... WIB s/d jam ........... WIB.

1 SAr. e umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan
...................... alamat ....................e..ooeeeeeeeeeeeeo....., dengan nomor urut ...

VAR o e umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan
........................... alamat ..........ccooeiiiiiei e ..., dengan nomor urut .

YR < o | oS umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan
........................... alamat .........................................., dengan nomor urut ......

Qo B i e s s umur ... tahun, pendidikan ................. pekerjaan
........................... alamat ..........................................., dengan nomor urut ...

B EPEAcuseeemon: dst.

Panitia  Pemilihan Kepala Desa .............cccooceieein, ,  Kecamatan

......................... dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan/atau Saksi, telah
mengadakan penelitian terhadap :

1. Kotak Suara dan Surat Suara dalam kondisi baik dan memenuhi syarat.
2. Jumlah Suara yang dinyatakan sah

3. Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah



Berdasarkan hasii penghitungan suara yang dinyatakan sah, masing-masing Caion

memperoleh :

B S, ... v - g« ingngmnes , memperoleh ......... e ——— ) suara.
2 O cosprisamemas i mnia , memperoleh ......... (oo ) suara.
3. Sl e , memperoleh ......... R ) suara.
4. SAr. oo , memperoleh ......... S AP ———— ) suara.
Jumlah e S R R S——
........................................................ ) suara

Dengan telah seiesainya penghitungan suara, maka seiesailah Pernilihan

KepalaDesa .........cccccoooeiiiiiiiiiiiiii, , Kecamatan ....................... Kabupaten Ponorogo.

Demikian Berita Acara .ini dibuat.dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan

seperlunya.
..........................  rrreeeeeiieeeeeenneeeen 2000
Panitia Pemilihan Kepala Desa
0= L Kecamatan.......... ...
Kabupaten Ponorogo
1. Ketua R O RS S Bed 8l o s o (v )
2. Wakil Ketua R {mpie ampnrpge =)
3. Sekretaris R [ ® 2 M g g )
4. Bendahara B e e R A AT B o e e B e )
Calon Kepala Desa : Saksi
B o B o 8 f e aEd BT BF e FEmTcs an ) | TR [l e Bk b L )
B . tm-t W IE D, 2 ] e e (PP ) ) 30m- - ABEE-EE -6 - )
. e angzome & ) BN Py i v e s (......... )



Format T

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA......co sersmaiaesasas KECAMATAN .........cccccu.

KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : Al ................No ... Telp (0352) .............. Kode Pas

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA TPS .............
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN ......coccvveiriunnns

Pada hari ini ............ tanggal ......................... tahun............. bertempat di
, Kecamatan ................... , Kabupaten Ponorogo telah
dilaksanakan Penghitungan Suara pada TPS ... Pemitihan Kepala Desa

.................... , Kecamatan ....................., Kabupaten Ponorogo, dari jam ........... WIB

Calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa adalah :

1. Sdr  usasssssomss st e umur ... tahun, pendidikan ...
........ pekerjaan ..................... alamat .........................................., dengan nomor
urut ...

e BAR o s s umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan
........................... alamat .......................cc.ceoooo....., dengan nomor urut ...

B B0, T s i s umur ....... tahun, pendidikan ... pekeriaan
........................... alamat .................oo.eeeeiiiiiieeeeeennn..., dengan nomor urut ...

4. S .o e ke umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan
........................... alamat ..........................................., dengan nomor urut ......

D R g ast

Panitia  Pemilihan Kepala Desa ..o, Kecamatan

......................... dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan/atau Saksi, telah

mengadakan penelitian terhadap -

1. Kotak Suara dan Surat Suara pada TPS ................. dalam kondisi baik dan
memenuhi syarat.
2. Jumiah Suara yang dinyatakan sah S —— suara.

3. Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah



Berdasarkan hasii penghitungan suara yang dinyaiakan sah, masing-masing Calon

memperoleh :

s SEIE. . cmitesrmrroc B mman , memperoleh ......... | ————— ) suara.
0 [ | - R , memperolenh ......... W U— ) suara.
I 5o [ ——— , memperoleh ......... T — ) suara.
7 ST | , memperoleh ......... (N ) suara.
Jumlah ... L 5 B e IO P st e
........................................................ ) suara

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenamya dan dapat dipergunakan

seperiunya.
.......................... N —— | -
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa. . ... ...... ... Kecamatan . . . ... . . . ..
Kabupaten Ponorogo
1. Ketua R BB sl § e e 3 e - cemzie - moma )
2. Wakil Ketua P owa m v @ N BRI ¥ 0E B e .2 megr m g )
3. Sekretaris - P T e )
4. Bendahara R R wFE Som B T L B EA 3 R (T TIPT—— )
Calon Kepala Desa : Saksi
Wokmr . <o~ awew sire 550 B p o pld (.t ) 1. (......... )
2L, grmare m0B & wEEE [ B © b Cnn-ma: aas ) Ph moRg 32E RS0 A% b (...



Format U-1.1

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ..o, KECAMATAN .......ccceeeee.
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ... No. ...... TelpA@852)) uooeims Kode Pos .............

PENELITIAN TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN KEPAI_A DESA ........cccooeeeiineeee
KECAMATAN .......cccovuuneeeeen

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ...
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomeor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
tetapi dapat menunjukkan Bukti Pendaftaran Pemilih dan Kartu Tanda Penduduk atau
bukti yang lain setelah dilakukan penelitian kebenarannya terhadap Tanda Bukti

Pendaftaran Pemilih :

Nomor Pendaftaran B emeeens T - IRW ....... /20 .....tanggal .........................
Nama U N S VN e S T P T R S B G ST
Nomor KTP :
Tempat Tgl. Lahir / umur

.............................................................. [.......tahun
Jenis kelamin . Laki-laki / Perempuan
Alamat R ——— No. ... S]] Cp— RW. .
DRI rcckeesrsaosmerseirns wtvriasts Desa ..o,
Kecamatan ............ccoeoeviiiiiiiil,

Kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya dalam

Pemilihan Kepala Desa, Desa ...............cccc.c...... Kecamatan....................... Kabupaten
Ponorogo.
.......................... USSSNISS————— ) ) .
‘Panitia Pengawas : Panitia Pemilihan Kepala Desa :
Vo & wis 2vws %4 ¥ 195 05 W REE Y 1. sy a8 6ns 9550 FA ¥ 5 (o g 22 p g )
28 o o tseien e S e RS 3 (... ... ) (.o )
3. v s b e s ven 8 e e (P Y B ons vem Baan e B G o s )
Pemilih yang bersangkutan Saksi
o e o ons men @ wen % @ s (. 1ant -0 )
e s o o s s 3 e (.o )




Format U-1.11

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ......cccciireeenne KECAMATAN ......ccccoeeeee.
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ...l No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

BERITA ACARA
PEMBERIAN KESEMPATAN MENGGUNAKAN HAK PILIH

PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN KEPALADESA ...
KECAMATAN ......cccoocerreeenee
Pada hariini ............tanggal ......................... tahun............. bertempat di

.......................................... , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa
Kecamatan ..............oeene Rabupaten Ponorogo, berdasarkan Bukli Pendaftaran
Pemilih dan penelitian yang kami dilakukan bersama Panitia Pengawas dan/atau Saksi
sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11
Tahun 2015 tentang Kepala Desa, telah memberikan kesempatan menggunakan hak
pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan .................... Kabupaten Ponorogo kepada ................ (T )
Pemilih, sebagaimana iampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa.............. Kecamatan.............

1. Ketua T e b RGBTS0 B B AR e P )
2. Wakil Ketua P (v )
3. Sekretaris X S0ay 5 BN 5 TR Raasl ¥ b (. )
4.

Berdahara Y e @ s s a S S 6 { )



Format U -1.2

PANITIA PEMHLINAN KEPALA DESA

DESA ....coorireereeeens KECAMATAN .....cccoovuvrenen
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : Jl. ...............c... No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ... KECAMATAN .......ccceeeeennnes
Pada hariini ............ tanggal ......................... tahun............. bertempat di
.......................................... , Kecamatan ...................., Kabupaten Ponorogo telah
dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa .................... "
Kecamatan ....................., Kabupaten Ponorogo.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa ........................
yang menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan
Permusyawaratan Desa ........................ , Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan
......................... dan Calon Kepala Desa dan / atau Saksi.

Seteiah mengadakan peneiitian dengan disaksikan oieh para Caion Kepala

Desa dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ................... menyatakan
bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ................... , Kecamatan .................
Kabupaten Ponorogo yang dilaksanakan mulai dari jam ................. s/d jam ...............

telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai verikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap ¥ i pemilih.
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih B oessenmsass pemilih.
3. Jumlah Pemilih yang diberikan kesempatan menggunakan

‘hak pilih © ee.... pemilh.
4. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih SRR pemilih.
5. Jumlah Surat Suara - lembar.
6. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih ... lembar.
7. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak Y eemmeseones lembar.
8. Jumlah Surat Suara yang salah cobies B a0 lembar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.

.......................... s Bhromare S e e A st
Panitia Pemilihan Kepala Desa

DESE 5 gt sl caed m o s Kecamatan.............
Kabupaten Ponorogo

1. Ketua S Sl N T SEE B B R w I § (Y DA )

2. Wakil Ketua D e B e A B A § G G (/PP . 1Y

3. Sekretaris | 2 A BN bbb s iR S & T )

B s B e a6 g Gt SRY AR § P )

Calon Kepala Desa : Saksi

1. swwes e v s woms 64 Ca A58 ws | Foain . crame )
2h v R R T R & (i 9g g amm may | S N loap= = 9omvpt )
B (oo W 8 e g s s 5 pag T )
4. G ) et e )



Format U-1.3

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA .....cccciiiieeeee KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ..............coo No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..., KECAMATAN ......ccccoovnurenne

Pada hari ini ......... tanggal ............... L= 1 [ o FA— bertempat di
............................ , Kecamatan ...................., Kabupaten Ponorogo telah dilaksanakan
Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Induk Pemilihan Kepala Desa
.................... , Kecamatan ....................., Kabupaten Ponorogo.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Dukuh ...................
Desa ....cccoccoeeeviii. yang menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Badan Permusyawaratan Desa ......................... , Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan

......................... dan Calon Kepala Desa dan / atau Saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala

Desa dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ................... menyatakan
bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ................... , Kecamatan .................
Kabupaten Ponorogo, yang dilaksanakan mulai dari jam ................. s/djam ................

telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, dengan hasil sehagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap S pemilih.
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih S GRS pemilih.
3. Jumlah Pemilih yang diberikan kesempatan menggunakan

hak pilih S e pemilih.
4. Jumiah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih R pemitin.
5. Jumlah Surat Suara S lembar.
6. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih - S T lembar.
7. Jumiah Surat Suara yang cacat atau rusak Gl lembar.
8. Jumlah Surat Suara yang salah coblos 5 seiveeaase lembar.

Demikian Betita Acara ini dibuat dengan sebenamya ddTl dapat dipergunakan
seperlunya.

.......................... N e e s e, ) 3%

Panitia Pemilihan Kepala Desa
(=1 N Kecamatan .. ...........
Kabupaten Ponorogo

1. Ketua A ——— i T el et )
2. Wakil Ketua gy _up (o =~ e S ™o b (Er )
3. Sekretaris T o W S R W SN E TR famcme - A )
A R X 2% 50 B s b % e 4 (P )
Calon Kepala Desa Saksi
et oot a3 6 D kD e 0 o e | PR ) . s b 5y B B i B e Ek )
R T T . ) - (ol )



Format U-1.4

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA .....cccccvveeennn. KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : Jl. ..o No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hariini ............ tanggal ...................... ... tahun.... ... ... bertempat di
......................................... , Kecamatan ...................., Kabupaten Ponorogo telah
dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Tambahan
Pemilihan Kepala Desa .............., | , Kecamatan ............... , Kabupaten Ponorogo.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Dukuh .....................
Desa ..o yang menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa.
Badan Permusyawaratan Desa ....................... , Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan

......................... dan Calon Kepala Desa dan / atau Saksi.
Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Caion Kepala

Desa dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ................... menyatakan
bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ................... , Kecamatan ................
Kabupaten Ponorogo, yang dilaksanakan mulai dari jam ................ s/d jam ................

telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaky, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap -, pemilih.
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih [ T pemilih.
3. Jumlah Pemilih yang diberikan kesempatan menggunakan

+ak it T T T pemilth.
4. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih - pemilih.
5. Jumlah Surat Suara S lembar.
6. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih ... lembar.
7. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak 4| e lembar.
8. Jumiah Surat Suara yang salah coblos N T lembar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa

1. Ketua < M rwn e B e B ICBLEREELE O )

2. Wakii Ketua % ntoa mevdes s e g e = & | P i

3. Sekretaris S amacem . Eme il . AL EALE (i g+ oy g ey o . )

4. sisiiesinisee s . 5 ettt oy exg g 20 LG ER far1 5 %0 8 - pne g e )

Calon Kepala Desa Saksi

. C:omane 5 g ) e e il R pp— )
A e S aEEa Lot ) 2l o dm e @ e . )
R g s T R o mrgik 4t ) 3. cmaimabk Sakoles I T )



Format U-1.5

PANITIA PEMHLIHAN KEPALA DESA

DESA ........caaaaaeeeeee KECAMATAN .....cccceevennn
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ... No. ...... Teip (0352) .............. Kode Pos .............

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DESA
PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KHUSUS
DESA .., HKECAMATAN ...

Pada hari ini ............ tanggal ... tahun............. Panitia
Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Tempat
Pemungutan Suara Khusus yang bertempat di ...................., o dan .................

, Kecamatan ................ , Kabupaten Ponorogo dan disaksikan oleh Panitia Pengawas
dan saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala
Desa dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ................... menyatakan
bahwa Pemungutan Suara di TPS Khusus Pemilihan Kepala Desa ...................
Kecamatan ................. Kabupaten Ponorogo, yang dilaksanakan muiai dari ]dm
................. s/d jam .............. telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Surat Suara yang disiapkan 1 .. lembar.
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilth . pemilih,
3. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih ... lembar.
4. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak ... lembar.
5. Jumlah Surat Suara yang salah coblos ... lembar.

Rincian Pelaksanaan Pemungutan Suara pada TPS khusus sebagaimana
Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa.............. Kecamatan

1. Ketua B it menma S R ST S WS bsrmiemanmane )

2. Wakil Ketua U n g BN B pe e s (i )

3. Sekretaris T e s VR b G 8 e S & ESEEE e e = )

B o, PR R = e S s o o o e )

Calon Kepala Desa Saksi

R e e (o ) ;R (oo )
B T Ao g B i P B B b A e s e s (. )
P (.o, ) - T (oo )



Format U -1.5.1

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ...iisesumassensnsiss KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ....................... No. ... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KHUSUS
PEMILIHAN KEPALA DESA ............cccconurucne KECAMATAN

-----------------------

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ....
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa ...........
Kecamatan ... ... . Kabupaten Ponorogo ielah meiaksanakan Pemungutan Suara
Ulang di Tempat Pemungutan Suara Khusus yang bertempat di

Pemilih yang karena sesuatu hal berada di Tempat Pemungutan Suara Khusus
tersebut telah terdaftar dalam DPT serta dapat menunjukkan Bukti Surat Undangan
menggunakan hak pilh dan Kartu Tanda Penduduk atau bukti yang lain setelah
dilakukan penelitian kebenarannya kepada Pemilih :

Nama

Nomor Undangan

AAamar W TP

[ A NI I E A Ny ]

Tempat Tgl. Lahir / umur :

................................................................ I...... tahun

Jenis kelamin . Laki-laki / Perempuan

Alamat Dol e No. ... = | S— RW. ...
Bukuh ... Desa .cooooiiiiii, Kecamatan

Kepada yang bersangkutan diberikan menggunakan hak pilihnya dalam

Pemilihan Kepala Desa, Desa ............................ Kecamatan........................ Kabupaten
Ponorago di Tempat Pemungutan Suara Khusus tersebut
.......................... el st s A
Pemilih yang bersangkutan Panitia Pemilihan Kepala Desa :
R W —— Qs o )
2. 5 e s NG R G E G L )
D! I8 ENE 5l e mE (covvont. )
Saksi: PEJABAT DI TPS KHUSUS
T P T ) Kepala Dinas / Instansi
2. s ow v ¥ e B e B R (S )




Format U - 2.1

PANITIA PEMILTHAN KEPALA DESA

DESA ..o KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ... No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ... KECAMATAN ....cccvvvricniinns
Pada hariini ............ tanggal ...................... tahun ....... bertempat di
.......................................... , Kecamatan ...................., Kabupaten Ponorogo telah
dgilaksanakan Penghitungan Suara Ulang Pemmitinan Kepaia Desa .............. ...,
Kecamatan ..................... , Kabupaten Ponorogo, dari jam ........... WIB s/d jam ...........
WIB.
Calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa adalah :
o e T umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan
...................... alamat ........................ccceeeeee..., dengan nomor urut ...
T O m i Uimur ... tahun, pendidikan ................. pekerjaan
........................... alamat ........................................., dengan nomor urut ......
8 SN e SR e s umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan
............................ alamat ..., dengan nomor urut L
O SR oo, 5 s umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan
........................... alamat .................cceocevvvevveeeeeee.., dengan nomor urut ...
LR —— dst.
Panitia Pemilihan Kepala Desa .........cccccoiiiiiiiinnn. ,  Kecamatan
......................... dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan/atau Saksi, telah
mengadekan penelitien terhadap :

1.  Kotak Suara dan Surat Suara dalam kondisi baik dan memenuhi syarat.
2. Jumlah Suara yang dinyatakan sah

3. Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah



Berdasarkan hasit penghitungan suara yang dinyatakan sah, masing-masing Caion
memperoleh :

1, TOER, crrs ot st , memperoleh ......... § o o Bl el g ) suara.
2.8dr ., , memperoieh ......... N ———— ) suara.
SRR 1| = S——— , memperoleh ......... T —— ) suara.
R | S , memperoleh ......... T ——— ) suara.
Jumm s 0 e (o e s B P s
........................................................ ) suara

Dengan teiah selesainya penghitungan suara, maka seiesailan Pemilihan

KepalaDesa ..............ccccceeeeeeeeeei. ,Kecamatan ....................... Kabupaten Ponorogo.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sehenarnya dan dapat dipergunakan

seperlunya.
.......................... e eeinnneeeeen. 200
Panitia Pemilihan Kepala Desa
BEsa.. « i s wwnan s . Kecamatan . . ...... ... ...
Kabupaten Ponorogo
1. Ketua ¥ow v s UEE SRS 8 e m o (covee )
2. WakilKetua & o o nws emns s o 5w v 24 el ! o v e - )
3. Sekretaris e 5 e e KPR s 0 s (a0 I9E B9 - g )
4. Bendahara B @ -nme e ] <mnt v = B OB B K CEaee -t @b E - - )
Calon Kepala Desa : Saksi
L T T [T ) O I N ey poy 91 E a5 w1 55 )
I R R Qo v o - o 8 ) R S — )
Bl e isarsn.masmniE i, g dy Cpir e g ) < (... )
4. (......... ) e K7k e x o s gemn  me e R )



Format U-2.2

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN ..................

KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : M. ... No. . Telp (0352) .............. Kode Pas

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA ULANG PADA TPS
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA .....oiireee KECAMATAN ......cccvvvveeennnns

Pada hariini ............ tanggal .................l tahun............. bertempat di

.......................................... , Kecamatan ...................., Kabupaten Ponorogo telah
dilaksanakan Penghitungan Suara Ulang pada TPS ... Pemilihan Kepaia

Desa ...........ooeil , Kecamatan ..................... , Kabupaten Ponorogo, dari jam

Calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa adalah :

IR < | S — umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan

........................... alamat ..........................................., dengan nomor urut ......
L ) S —— P urmur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan
........................... alamat ....................ccceveeeeeeooe......., dengan nomor urut ......

IR~ (G | umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan
........................... alamat ..., dengan nomor urut L

< < | T T T umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan

S (R S ———— umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan

........................................... , dengan nomor urdt ......

Panitia  Pemilihan Kepala Desa .............cccccoooiieiiii, Kecamatan

......................... dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan/atau Saksi, telah
Mengadakan penetitian terhadap :

1. Kotak Suara dan Surat Suara pada TPS .................. dalam kondisi baik dan
memenuhi syarat.

N

Jumiah Suara yang dinyatakan sah

Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah



Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dinyatakan sah, masing-masing Caion
memperoleh :

(T | R RR————— , memperoleh ......... { e, o e ) suara.
2.8dr , memperoleh ......... { orupma rerremrmrr e g ) suara.
I o | ¢ R NS — , memperoleh ......... T e R e et ) suara
4. Sdr. oo , memperoleh ......... S ) suara
Jumlah s A ——
........................................................ ) suara

Demikian Benta Acara ini dibuat dengan sebenamya dan dapat dipergunakan

seperlunya.
..........................  rrrereeerieeeeaeeeeennnnenn. 200
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa . ... ... ... Kecamatan .
Kabupaten Ponorogo
1. Ketua ST Y PEIEPIT )
2. Wakil Ketua B we % wiEs ¥ NeR R SEET Y 16 P T )
3. Sekretaris ) m w10 F e e e ST T I )
4. Bendahara B . e a8 2% e o B v ey e g e T T )
Calon Kepala Desa: Saksi
T @ e ik w o s ne man B o ke ) fle mmoioade o Pt A SR )
B, .1 sa - mbiE gl el ad (.o ) Tk e iE@anG AALENEE 55 a e mpe s )
B o racman e E A e LAz @I ) ) S (.ot )
T (.o ) B o ms e ] B e s (.o )



“ Format V-1&2

PANITIA PEMILIHAN KEPAIL A DESA

DESA .......ccceeeeeeeeees KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : Jl. .........ccoeeveenl No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DESK .....iwosunsersamnstns KECAMATAN ......cccoeceeeeeene

Pada hariini ............ tanggal ................ L tahun............. bertempat di
.......................................... , Kecamatan ...................., Kabupaten Ponorogo Kami
Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa .................... , Kecamatan .....................,
Kabupaten Ponorogo, telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan
dimulai dari jam ........... WIB s/d jam ........... WIB.

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ........................ ,  Kecamatan
......................... dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan / atau Saksi, telah

mengadakan penelitian terhadap .

Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap .. pemilih.

Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih @ ... pemilih.

Jumlah Pemilih yang diberi kesempatan menggunakan

hak pilihnya L ——— pemilih.
4. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS Khusus : ... pemilih.
5. Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih ... pemilih.
6. Jumiah Surat Suara Y il fembar.
7. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih I lembar.
8. Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai S lembar.
9. Jumlah Surat Suara yang cacat ataurusak . lembar.
10 Jumiah Surat Suara yang salah cobies L lembar.
11. Jumlah Surat Suara yang masuk L lembar.

12. Jumlah Suara yang dinyatakan sah R — suara.
13. Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah

Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara dilaksanaxkan
dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para Saksi dan warga masyarakat di
tempat Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil Penghitungan Suara sah, masing-masing Calon memperoleh :

1.8dr , memperoleh ......... 0 e s P s B n GBS ) suara.
2 S | — U , memperoleh ......... g R ) suara.
o S o | R AR — , memperoleh ......... T e ST ) suara.
4, OUM. oo, , Memperoieh ......... (e ) suara.

Jumlah  aeowss R (N U R



Berdasarkan hasit penghitungan suara, Caion Kepaia Desa Nomor Urut ...
(v L T c | AR — telah memperoleh suara terbanyak yaitu ............
(S ) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai
Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa ................., Kecamatan

veeeeen.... Kabupaten Ponorogo.

Dengan telah selesainya Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Kepala Desa, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa .....................,
Kecamatan .................... Kabupaten Ponorogo.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
BeSAs  srriman. 5oy . Kecamatan ... . .
Kabupaten Ponorogo

1. Ketua B B D Tem T v FNT S R B (R )

2. Wakil Ketua P SRS GRE § R i S 6 o cmdad e aon. )

3. Sekretaris D ou o ew 3 A SR YT S b g b B cm e )

4. Bendahara R 0w e e £ e s SN Y 3 o P )

Calon Kepala Desa : Saksi

I R ) . oot g o o B oo s o e )
B L o o en e o e o e P A (RIS ) 2 L o e )
B T BT TRk e el e o f.ocai-ms.n ) Ba .mnshehe ki s i gl (S )



Format V -3

PANITIA PEMILIMAN KEPALA DESA

DESA ... KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat @ Jl. ... No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN .........cccceeeee.
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR « .
TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PEMILIHAN KEPALADESA .................. KECAMATAN ...................
KABUPATEN PONOROGO

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA ...............,

a. bahwa berdasarken Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa ........cccccoeen. , Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa
......................... Kecamatan ..................., maka Bakal Calon Kepala
Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Calon

Kepala Desa Terpilih ;

bahwa Calcn Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada
huruf a Konsideran ini, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1)
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka perlu untuk
menetapkan Caion Kepaia Desa Terpiliih dengan menuangkannya
dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desza;

o



8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana
teiah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tabun 2015
tentang Kepala Desa;

11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

12. Peraturan Desa ...................... Kecamatan ................... Nomor ...
Tahun ......... tentang Pemilihan Kepala Desa ................ Kecamatan
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desza
...................... Kecamatan ............................ Kabupaten Ponorogo.
KEDUA Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
Nomor Urut
Nama
Tempat / Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Pendidikan
Agama
Alamat
KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkandi  ........cocii
pada tanggal ... S
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA............... KECAMATAN ....................
KABUPATEN PONOROGO
Ketua
TEMBUSAN :
Yth. Sdr. 1. Bupati Ponorogo di Ponorogo
2. Camat .......c.cooooeen i
3. Ketua BPD Desa ................... Kecamatan..................... :

4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.




Format W

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA ........cccceeeenee KECAMATAN .........cceeeue.
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ..o No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS PERMOHONAN
BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

KECAMATAN .....cccccvrienrnne
Pada hariini ............ tanggal ...l tahun.............. , bertempat
o[ — T , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa
..................... , Kecamatan ...................., Kabupaten Ponorogo telah mengadakan
penelitian ‘herkas Bakai Calon Kepala Desa Antar Wakty, Pemilihan Kepala Desa Antar
Waktu, Desa ...................., Kecamatan ..................... , Kabupaten Ponorogo, sesuai

ketentuan Pasal 97 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Nomor .... Tahun 2018 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015

tentang Kepaia Desa, dengan nasil sebagai berikut

1. Bakal Calon Kepala Antar Waktu Desa sejumlah

2. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan untuk
gitetapkan menjadi Caion Kepala Desa Antar Waktu sgjumiah ............ PR |
orang, yaitu :

8, OUN O S oo umur ......... tahun, pendidikan .................
pekerjaan .............c.cceeene. alamat ...
B BN e s R0 152101 SN tahun, pendiaikan ... SUSTTT
pekerjaan .............cccooeeeen alamat ...
(o S T N— dst

orang, Yyaitu :

B B bt i S s umur ........ tahun, pendidikan ...............
pekerjaan ..............ccoeeueennn. alamat ...
o M o | N ———————————— umur ... tahun, pendidikan ...............
pekerjaan ............cccoceeennen. alamat ...



Format X

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA ....ccccoivrenn KECAMATAN ...............e.
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : Jl. ........................ No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

BERITA ACARA
PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU PERPANJANGAN WAKTU
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU .......c.ccevveriuecnnee.
KECAMATAN .......cccvvueernnnee

Pada hari ini ............ tanggal ......................... tahun.............. , bertempat
Ai , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa
...................... Kecamatan ...................., Kabupaten Ponorogo telah mengadakan
pengitian berkas Bakal Calon Kepala Desa Antar Wakiy nerpanjangan  wakty
pendaftaran, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa ...................., Kecamatan
...................... Kabupaten Ponorogo, sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (2) Peraturan
Bupati Ponorogo Nomor Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pororogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa,

dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Antar Waktu Desa sejumlah ......... (S ) orang.

2. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan untuk
ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu sejumlah ............ | ———— )
orang, vaitu :

a.  SAr umur ......... tahun, pendidikan .................
pekerjaan ..................ccocee. alamat ...
' PR = o | S umur ......... tahun, pendidikan .................
pekerjaan .............cccccceuunnn. alamat ...
T e ast

3. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang tidak memenuhi persyaratan untuk
ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu sejumlah .......... ( @ s )
-orang, yatu :

= N 1 | R RS urur ......... tahun, pendidikan .................
pekerjaan ...........c.oceeeeei BN AMVAE mstsiwemstismmismirs s B A R
D SAN s . WU YBbUN, pendidikan o
pekerjaan ........................... alamat ...



4. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang mengundurkan diri sejumlah

' I— ) orang, yaitu :

a. SAr. umur ......... tahun, pendidikan .................
pekeriaan .......oooevvoo...... Alamat N ——

B, OO0 e 58 s e s ssansasmsnns umur ... tahun, pendidikan ...............
pekerjaan ..............ccccoee.. alamat ...

B e cm dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
seperlunya.

Badan Permusyawaratan Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Desa ............. Kecamatan .............. Desa............. Kecamatan ..............

1. Ketua T — | - ) 1. Ketua | e seisp (ceeen )
2. WKl. Ketua :................... (— )2. WkliKetua :©................... T — )
3. Sekretaris ... (eiiennnn. ) 3. Sekretaris ... e —— )
4. A [———— S )



Format W -1

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA .......cccecveeeeenee. KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ........................ No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

PENELITIAN BERKAS PERMOHONAN
BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Nama Bakal Calon
Alamat
Pekerjaan

..................................................................................................
i vt

Uraian Ada |Tidak | Ket.
,_ |
2. Daftar Riwayat Hidup

3L Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar

4, Pernyataan bertagwa kepada Tuhan YME

Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD
1945 dan memelihara keutuhan NKRI.dan Bhineka Tunggal tka

Foto Copy ljasah terakhir dilegalisir

Bersedia Dicalonkan menjadi Kepala Desa

5
6.
[ Foto Copy Akta Kelahiran / Surat Kelahiran dilegalisir
8
8

Foto Copy KTP dilegalisir

1 40. | Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK)

11. | Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara

Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun

T+ 8. ‘Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya

""‘r—.
-—
N

14, Surat Keterangan sehat dari dokter

Surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan

16. | sebagai Calon Kepala Desa

. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa
16. selama 3 (tiga) kali masa jabatan berdasarkan UU No. 32 Th. 2004

| Surat Pernyataan bersedia dan sanggup menialankan kewailban
\ sebagai kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-
[ 17. | undangan
Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang
18. | bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa
19. Pernyataan bersedia tidak membuat keributan / keonaran

1 Pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari
20. | pekerjaan sebelumnya
i Syarat-syarat lain (surat ljin dari atasan bagi PNS, TNI, POLRI,
1 21. | Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa dsb).

Hasil penelitian : memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat.

.......................... T T — | P

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Desa........... Kecamatan ...........
Kabupaten Ponorogo
Seksi Pendaftaran Bakal Calon

1. Ketua T e pavnly i R0 REEGE o (oo )
2. Anggota 5 My | e prnsen wen peon RSB (i am 5 = gu sr9wy oog & )
8 2l seavemess o as W EE S5 (R R e— )
8L e e Sl R O ey i )



4. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang mengundurkan diri sejumliah

| [C— ) orang, yaitu :

TR | O —————————— umur ......... tahun, pendidikan ................
PEKErIAaN ......covsvsmrrovirsneee. ABMAL ... e el E i e e e e A e g

D.  SAr. e umur ......... tahun, pendidikan .................
pekerjaan .............cccceceeenn 1 20 ) U ————

B e s dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
seperiunya.

.......................... o el g g s v AR
Badan Permusyawaratan Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Desa ............. Kecamatan .............. Desa............. Kecamatan ..............
‘Kabupaten Ponorogo
1. Ketua O (coeennnns ) 1. Ketua o — —— )
2. Wkl.Ketua : .................. T )2. WklKetua : ................... S )
8. Sekretars 2 .scssmsiissan  — )3. Sekretaris ... (I )
4, (T, PR — (— )




Format X -1

PANITIA PEMILIHAN KEPAL A DESA ANTAR WAKTU

DESA ... KECAMATAN ........cccueeee.
KABUPATEN PONOROGO

Sekretariat : JI. ........ccoeeennn. NOk s Telp (0352) .............. Kode Pos .............

PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

ANTAR WAKTU PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN
Nama Bakal Calon

AlAMAT T s mamm e et o 56 A S AR R
PEKEMAAN U conmammxamosmermsssoiesmsios exmimsdisssas oy Ve s S s VS e S5
e
Uraian Ada |Tidak | Ket.
2. Daftar Riwayat Hidup
B3 Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar
4, Pernyataan bertagwa kepada Tuhan YME
Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD
1245 dan-memelihara keutuhan NKR!.dan Bhineka Tunggal tka

Foto Copy ljasah terakhir dilegalisir

5
6.
i Foto Copy Akta Kelahiran / Surat Kelahiran dilegalisir
8 Bersedia Dicalonkan menjadi Kepala Desa

9

Foto Copy KTP dilegalisir

10. | Surat Keterangan Catatan Kepctisian ( SKCK)

11. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara

Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
12. | penjara paling singkat 5 (lima) tahun

13. | Burat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya

14. | Surat Keterangan sehat dari dokter

Surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan
15. | sebagai Calon Kepala Desa

Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa
16. | selama 3 (tiga) kali masa jabatan berdasarkan UU No. 32 Th. 2004

Surat Pjemyataaﬁ bersadia dap sanggup menjalankan kewaiiban
sebagai kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-
17. | undangan

Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang
18. | bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa

19. | Pernyataan bersedia tidak membuat keributan / keonaran

Pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat <dari

20. | pekerjaan sebelumnya

Syarat-syarat lain (surat ljin dari atasan bagi PNS, TNI, POLRI,
21. Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa dsb).

Hasil penelitian : memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Desa........... Kecamatan ...........
Kabupaten Ponorogo
Seksi Pendaftaran Bakal Calon

1. Ketua P Beom 3 922 2 13093 1 ¢ )
2. Anggota Bk a2 G EEENET 9 Y - (= e )
- | )
TBL . . st 1o s (. )




Format Y

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA ....................... KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : Jl. ... No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

BERITA ACARA

PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN
BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU PENDAFTARAN ULANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

KECAMATAN .......cccceeeeneeeen.
Pada hari ini ............ tanggal ......................... tahun.............. , bertempat
B s i i st , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa
..................... , Kecamatan ...................., Kabupaten Ponorogo telah mengadakan

penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Pendaftaran Ulang, Pemilihan

Kepala Desa Antar Waktu, Desa ...................., Kecamatan
Kabupaten Ponorogo, sesuai ketentuan Pasal 99 Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dengan hasil sebagai

berikut :

1. Bakal Calon Kepala Antar Waktu yang mendaftarkan diri sejumlah .... (

2. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan untuk

ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu sejumlah ............ (P — )
orang, yaitu :

B SUL v o s s vt e s umur ... tahun, pendidikan .................
pekerjaan ........................... alamat ...
b, &dr. umur ......... tahun, pendidikan .................
pekerjaan ........................... I BN v T O a5 550 gt st » il
[ P — dst.

3. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang tidak memenuhi persyaratan untuk

ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu sejumlah .......... (F—— )
orang, yaitu :

TR o | umur ......... tahun, pendidikan ...............
pekerjaan ...........c..cccooonee alamat ...
b.  Sdr. .. umur ... tahun, pendidikan .................
pekerjaan .......................... alamat ...




4. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang mengundurkan diri sejumlah ................ |
............ ) orang, yaitu
S oo e s s e s s i umur ... tahun, pendidikan ................
pekerjaan ........................... alamat ...
SEV 300 fm P A s s umur ... tahun, pendidikan .................
pekerjaan .............ccoooe alamat ...
.......................... dst.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenamya untuk dipergunakan
seperlunya.
.......................... y omanas o s mmsnnmns ssnamme B0 parms
Badan Permusyawaratan Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Desa............. Kecamatan .............. Desa............. Kecamatan ..............
Kabupaten Ponorogo
1. Ketua R  — ) 1. Ketua R —  —— )
2. Wkl. Ketua : ................... (— )2. WklKetua :©................... (J— )
3. Sekretaris ......oceeeiinnn. R )3. Sekretaris :................... (. )
4. 4. aswespeisigs B e (— )



Format Y -1

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA ........cccccc.... . KECAMATAN .........c.ccc....
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ... No. ...... L) (51 ) —— Kode Pos .............

PENELITIAN BERKAS PERMOHONAN
BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU PENDAFTARAN ULANG
Nama Bakal Calon . [ TV WA= U= MV FANy NPT Tt 00

Alamat 00§ e e e T e e S R
Pekerjaan 000§ s e iy s e s O R e T I R
P e e e e e N T Y T T e e e T e e e Ty s o
No. Uraian Ada |Tidak | Ket.
1. Surat Permohonan
2. Daftar Riwayat Hidup
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak € (enam) lembar
4. Pernyataan bertagwa kepada Tuhan YME
Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD
51 1945 dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika
6. Foto Copy liasah terakhir dilegalisir
| 7. Foto Copy Akta Kelahiran / Surat Kelahiran dilegalisir
;B! Bersedia Dicalonkan menjadi Kepala Desa
g Foto Copy KTP dilegalisir
10. | Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK)
11. | Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara

Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
12. | penijara paling singkat 5 (lima) tahun

13. | Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya

14. | Surat Keterangan sehat dari dokter

Surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan
15. | sebagai Calon Kepala Desa

Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa
16. selama 3 (tiga) kali masa jabatan berdasarkan UU No. 32 Th. 2004
Surat Pernyataan bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban
sebagai kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-
17. | undangan

Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang
18. | bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa

19. Pernyataan bersedia tidak membuat keributan / keonaran

Pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari
20. | pekerjaan sebelumnya

Syarat-syarat lain (surat ljin dari atasan bagi PNS, TNI, POLRI,
21. | Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa dsb).

Hasil penelitian :  memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar \Waktu
DESA. . . ¢ cuwmoas Kecamatan ...........
Kabupaten Ponorogo
Seksi Pendaftaran Bakal Calon

1. Ketua T 0 O S (v )
2. Anggota e enn o enwn s sy wiom s fows 355 o5 gwIE 5 )
s sem g s D s SRR & | R )
e  pp———— (e a3 mrEEEe & : )




Format Z

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA ....coieeeeerneeeee KECAMATAN .......cccceu...
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ... No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

BERITA ACARA
HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PEMILIHAN KEPALA DESA ......ccooeiiciiiinann
KECAMATAN ......ccccovveennnen.

Paada hari ini ............ anggal ..........ococe tahun.............. , bertermpat
Al , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa
...................... Kecamatan ...................., Kabupaten Ponorogo telah mengadakan
seleksi tambahan kepada Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu, Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu, Desa .................... , Kecamatan ..................... , Kabupaten

Ponorogo, sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ...
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepaia Desa, dengan hiasil sebagai berikut

Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan untuk

mengikuti seleksi tambahan sejumlah .............. (................ ) orang, yaitu :

Al IR  rmormm i - e st e e e b [ L — [ umur ... tahun,
pendidikan ................. pekerjiaan ............cccoeuven.... alamat ...

s SN AT s o st g’ TTL / umur ... tahun
pendidikan ................. pekerjaan .............cccceeeee.... alamat ............ooooiiii

(G J S o | R S — i [ . P [ umur ......... tahun,
pendidikan ................. pekerjaan ..........cccccccceee.n. alamat ...

B S e, dst.

Setelah dilakukan seleksi tambahan maka diperoleh hasil sebagai berikut :

LS | U TTL / umur ... tahun,
pendidikan ................ pekerjaan ............ccccoeeeu... alamat ..., ,
memperoleh nilai ........

2. SAr. e, L 15— [ umur ......... tahun,
pendidikan ................ pekerjaan .............cccoeeeeennn. alamat ........cooooeiiiii e,

memperoleh nilai ........




AL | P — S —t TTL
pendidikan ................. pekerjaan ........................... alamat
memperoleh nilai ........

(1 S — dst.

Demikian Berita Acara Hasil Seleksi ini dibuat dengan sebenamya untuk

dipergunakan seperlunya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
B =L LT T Kecamatan ...........
Kabupaten Ponorogo
Seksi Pendaftaran Bakal Calon

1. Ketua E s ave m o %R R SN N B g b2 m 22 0gnan & ge e )
2. Anggota 1. ... (.o )
R R (.o )
BB wens W R S s E | ST R )
§ A m nvid Emas s o Ee K . =& 50 oE @ TEE- )
Camat .................... Badan Permusyawaratan Desa
Kabupaten Ponorogo Desa ............. Kecamatan ..............
1. Ketua 3 N (—— )
2. WkiKetua :....................... P )
8. Sekretarlis ¢ smoumimrssaics (v )
............................... 4 e (D)




Format AA

PANITIA PEMHIHAN KEPALA DESA

DESA ......ccceiireeeee. KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ........ccoeviennne No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA ... KECAMATAN ........ccccoeeee.
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : ...
TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTUDESA .................

KECAMATAN ............. KABUPATEN PONOROGO

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA ................,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Permohonan
atau Berita Acara Penelitan Kelengkapan persyaratan
perpanjangan waktu pendaftaran atau Hasil Seleksi Tambahan
Bakal Calon Kepaia Desa Aritar YWakiu tanggai ;
maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu perlu
menetapkan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang
memenuhi persyaratan atau dinyatakan lulus seleksi tambahan
menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu
b. bahwa penetapan Bakai Caion Kepaia Desa Antar Wakiu
sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 103
ayat (2) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka dipandang
pertu untuk menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan
menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ,
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tanun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Peraturan Nenteri Daiam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

~I




8. Peraturar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana

A~ ! A N~
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor €6

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015
tentang Kepala Desg,

11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

Q.
=)

12. Peraturan Desa ....... v, g Kecamatan ................. Nomor .....
Tahun ......... tentang Pemilihan Kepala Desa ................ Kecamatan
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATUY Menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu ................... Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu ...................... Kecamatan ......................
Kabupaten Ponorogo ;
KEDUA Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU Keputusan ini adalah :
& Sl WRUF e tahun, pendidiken ........ nekerjaan
.......................... alamat .......ccoooi
B. "Gk s g umur ....... tahun, pendidikan ........ pekerjaan
.......................... alamat ...y
C SAr e umur L tahun, pendidikan pekerjaan
.......................... alamat ........ocoooii
KETIGA a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkandi ...
nadatanggal cussssassssmases
PANITIA PEMILIMAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA............... KECAMATAN ....................
KABUPATEN PONOROGO
Ketua
TEMBUSAN :
Yth. Sdr. 1. Bupati Ponorogo di Ponorogo
2. Camat ........................ :
3. KetuaBPDDesa ................... Kecamatan..................... i

4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.




Format AB -1

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........cccccevrenee
KECAMATAN .......co.c...... KABUPATEN PONOROGO
A — No. ... Telp. (0352) ...............

---------------------------------

Kode Pos © ..........

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN 1 (SATU) ORANG CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MENJADiI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA .......cccceeinnennnne
KECAMATAN ......cccccevcnueennne KABUAPTEN PONOROGO

Pada hariini ............ tanggal ... tahun Dua Ribu .............. :

bertempat di : Desa  ....................., Kecamatan
.................... , Kabupaten Ponorogo, telah dilaksanakan Musyawarah Desa dengan
materi pokok pembahasan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk menetapan Calon

Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.

Musyawarah Desa tersebut_dihadiri oleh Anggota Badan Permusyaratan Desa,

Perangkat Desa, unsur Perwakilan masyarakat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar
Waktu dan Calon Kepala Desa Antar Waktu, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ini diikuti oleh
1 (orang) orang Calon Kepala Desa Antar Waktu, yaitu :

Setelah dilaksanakan pembahasan oleh peserta musyawah desa yang
dipimpin oleh Ketua Badan Permusyaratan Desa, mengenai pokok-pokok hasil
pembicaraan para peserta mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang diikuti
oleh 1 (satu) Calon Kepala Desa Antar Waktu dan sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (2)
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa,
maka musyawarah desa dilaksanakan untuk menetapkan Calon Kepala Desa Antar
Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih, yaitu :



Sdlr. TTL [ umur ... tahun,

pendidikan ................. pekerjaan ..............cccceeee... alamat ..o

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenarnya

untuk dipergunakan seperlunya.

.......................... AP - | N
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa
Desa ............. Kecamatan .............. Desa........... Kecamatan ..............
‘Kabupaten Ponorogo
1. Ketua AT I — ) 1. Ketua P —— ; [— )
2. Wkl.Ketua :................... (ceiennn, )2. WklKetua : ................... [ — )
8. Sekretaris Fimemmemmames  { o, )3. Sekretaris : ................... (—— )
4, . e TR o R e — Y4, S (—p— )



Format AB -2

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........ccceeeuvunee
KECAMATAN .........cooeueee KABUPATEN PONOROGO
I No. ... Telp. (0352) ...............
KedePes 1 ...

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
KESEPAKATAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MENJADI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA ..........ccocineirnnnee.
KECAMATAN ......ccoceviiiinnnnnn KABUAPTEN PONOROGO

Pada hariini ............ tanggal ........................ tahun Dua Ribu .............. :

bertempat di ... , Desa ... ,  Kecamatan
..................... Kabupaten Ponorogo, -sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (3) Peraturan
Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, telah

dilaksanakan Musyawarah Desa dengan materi pokok pembahasan Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu.

Musyawarah Desa tersebut dihadiri oleh Anggota Badan Permusyaratan Desa,
Perangkat Desa, unsur Perwakilan masyarakat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar

"Waktu dan Talon Kepala Desa Antar' Waktu, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ini diikuti
oleh ..... E—_ ) orang Calon Kepala Desa Antar Waktu, yaitu :

R 0 S U S ——— (R e— [ umur ... tahun
pendidikan ................. pekerjaan ........................... alamat ...
2. 8Ar. T e, { umur ... tahun
pendidikan ................. pekerjaan ........................... alamat ...
£ dst.

Setelah dilaksanakan pembahasan oleh peserta musyawah desa yang
dipimpin oleh Ketua Badan Permusyaratan Desa, mengenai pokok-pokok hasil
pembicaraan para peserta mengenai penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu
‘menjadi Calon Kepala Desa Antar VWaktu Terpilih, diperoleh kata mufakat sepakat untuk
menetapkan 1 (satu) orang Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala
Desa Antar Waktu Terpilih, yaitu :



SAr. R [ umur ... tahun,
pendidikan ................. pekerjaan .............c.....cc...... alamat ...

Demikian Berita Acara ‘Musyawarah -Desa ‘ini dibuat dengan -sebenarnya

untuk dipergunakan seperiunya.

........................................................... 20 e,
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa
Desa............. Kecamatan .............. Desa............. Kecamatan ..............
‘Kabupaten Ponorogo
1. Ketua e (oo ) 1. Ketua R (oo )
2. WKl. Ketua :................... /S )2, WkiKetua :................... (7 — )
3. Sekretaris ...l | [—— )3. Sekretaris ... (. )
C: S G AR (e )4 PR (e, )




Format AC -1

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ... KECAMATAN ..................
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : JI. ..........c.cec No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN
PEMUNGUTAN SUARA ATAU PEMUNGUTAN SUARA ULANG ATAU
PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA .........ccccornnnnnne
KECAMATAN .....ccccceveriiinnenn KABUAPTEN PONOROGO

Pada hariini ............ tanggal ... tahun Dua Ribu ..............
bertempat di ... , Desa ...................., Kecamatan

.................... , Kabupaten Ponorogo, telah dilaksanakan Musyawarah Desa dengan
materi pokok pembahasan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk menetapan Calon
Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.

Musyawarah Desa tersebut dihadiri oleh Anggota Badan Permusyaratan Desa,
Perangkat Desa, unsur Perwakilan masyarakat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar
Waktu dan Calon Kepala Desa Antar Waktu, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu inj diikuti oleh
..... (......) orang Calon Kepala Desa Antar Waktu, yaitu :

O | L / umur ... tahun,
pendidikan ................. pekerjaan .............ccccceuunne.. alamat ...
e TOE. i s « s —————— ) 4 | SRS ] Ul o tahun,
pendidikan ................. pekerjaan ................cccce...... alamat ...
Bl R  orr st s T T e eraree /[ umur ... tahun,
pendidikan ................. pekerjaan ...............c.co.o alamat ........cccooeiiiiii
4. dst.

Setelah dilaksanakan pembahasan oleh peserta musyawah desa yang
dipimpin oleh Ketua Badan Permusyaratan Desa, mengenai pokok-pokok hasil
pembicaraan para peserta mengenai penetapan Calon Kepala Desa Antar Wakty
menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih, tidak diperoleh kata mufakat sepakat
untuk menetapkan 1 (satu) orang Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon
Kepala Desa Antar Waktu Terpilih, maka sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Peraturan
Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Ponorege Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dilakukan
pemungutan suara.

Dari jumlah ............. peserta musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
yang diundang, hadir dalam pemilihan ini ......... peserta dan .................. peserta tidak
hadir, karena ...........cccooeoii , sehingga memenuhi syarat untuk

dilakukan pemungutan suara.




Badan Permusyawaratan Desa dibantu Panitia Pemilinan Kepala Desa Antar
Waktu Desa ................. , Kecamatan ..................... dengan disaksikan oleh peserta
musyawarah dan para Calon Kepala Desa Antar Waktu, telah melaksanakan
pemungutan suara dan penghitungan hasil pemungutan suara dengan hasil perolehan
suara sah, masing-masing Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagai berikut :

U SSEE, ... sssmmassim s s , memperoleh ......... I —— ) suara
2.8dr. memperoleh ......... (e ) suara
3.8dr. o , memperoleh ......... (oo ) suara.
4. Suaratdaksah . L S B T e e o) ) suara

Berdasarkan hasil penghitungan pemungutan suara, Calon Kepala Desa Antar
Waktu Nomor Urut ......... o ) SAr. telah memperoleh

~suara terbanyak yaitu ............. | PR ) suara, .sehingga telah memenuhi
syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.

Dengan telah selesainya Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
Kepala Desa, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa
........................ , Kecamatan .................. Kabupaten Ponorogo, melalui musyawah desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.......................... PLERS—————— . —-

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA ..................

Kecamatan ................. Kabupaten Ponorogo

1. Ketua N S (oo )

2. Wakil Ketua B w ey w s B s el AN R s {anegangnesman )

3. Sekretaris 5 5 N B 5 e % e A )

4. Bendahara % s o Ee B PSRN 3 P )

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Calon Kepala Desa Antar Waktu : Desa............. Kecamatan ..............
Kabupaten Ponorogo

| U P gy e T P ) T (......... )
Do i 0:mB:miEEIES 18 g b separy e ) 2. as g % N RN 9 09 (FEE T T )
B = B e « Barare yn o I (... ) G s 1 S s B M:cmasmass )




Format AC -2

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........cccoveunee
KECAMATAN ......cccovvene. KABUPATEN PONOROGO
N R No. ... Telp. (0352) ...............
" Kode Pos +

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERPILIH DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA ..........cccoeeene.
KECAMATAN ......ccccemririinens KABUAPTEN PONOROGO

Pada hariini ............ tanggal ... tahun Dua Ribu ..............

bertempat  di ... : Desa ..ol . Kecamatan
.................... , Kabupaten Ponorogo, sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (3) Peraturan
Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, telah
dilaksanakan Musyawarah Desa dengan materi pokok pembahasan Pemilihan Kepala

Desa Antar Waktu.

Musyawarah Desa tersebut dihadiri oleh Anggota Badan Permusyaratan Desa,
Perangkat Desa, unsur Perwakilan masyarakat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar
Waktu dan Calon Kepala Desa Antar Waktu, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ini diikuti oleh
..... (......) orang Calon Kepala Desa Antar Waktu, yaitu :

T Bl oo g m——— TR s mmasme b UL nens tahun
pendidikan ................. pekerjaan ..............c...cccoe. alamat ...
v | e —— THhL o pasgs e [ umur ... tahun
pendidikan ................. pekerjaan ........................... alamat ...
B, icesvememennsmasanmnnns dst.

Setelah dilaksanakan pembahasan oleh peserta musyawah desa yang
dipimpin oleh Ketua Badan Permusyaratan Desa, mengenai pokok-pckok hasil
pembicaraan para peserta mengenai Berita Acara hasil Penghitungan Pemungutan
Suara atau Pemungutan Suara Ulang atau Penundaan Pemungutan Suara Ulang
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa .......................... Kecamatan .......................
Kabupaten Ponorogo dengan hasil sebagai berikut :

T < o , memperoleh ......... (

2. SAr. e , memperoleh ......... e o ) suara.
3. dst.




Berdasarkan hasil penghitungan pemungutan suara tersebut, maka Calon
Kepala Desa Antar Waktu Nomor Urut ......... (

telah memperoleh suara terbanyak yaitu ............ P S S———— ) suara,

ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dalam Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu Desa

Ponorogo.

.......................... Kecamatan ...................... Kabupaten

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan seperiunya.

Badan Permusyawaratan Desa

Desa .......c.cceevuen. Kecamatan ..............
1. Ketua R s et s e ey (T ———— )
2. WKkl Ketua R — I ———— )
3. Sekretaris TR —— { oo, o~ T e )
4. ... R UST— )




Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

" Format AD -1

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA ....cccccciiiiirinnan. KECAMATAN .....cccevmmeeees
KABUPATEN PONOROGO

Sekretariat : Jl. .........cccvveennn No. ...... Telp (0352) .............. Kode Pos .............

...................... Kepada
Penting Yth. Ketua Badan Permusyawarah Desa
1 (satu) berkas Desa ........... Kecamatan .............
Laporan Hasil Pemilihan di

Kepala Desa.

Dengan telah selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa,
bersama ini kami laporkan dengan hormat pelaksanaan Pemilihan Kepala

Desa, Desa .............. Kecamatan .................. , sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal
.............. bertempat di....................Kecamatan ..........Kabupaten
Ponorogo, dimulai dari jam ........... WIB s/d jam ........... WIB. dan
dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
serta berjalan lancar dan tertib.

2. Pemilihan Kepala Desa diikuti oleh ..... I, ) Calon Kepala Desa,

yaitu :

. ST, ...ooeoronvicnonmmsss s s nss smsame TVL e eptam-cm- [ umur ......
tahun, pendidikan ................. pekerjaan ............cccocoiiiiiiiiiiiii
alamat. e s , dengan nomor urut ......

IR (| TS ————————— 75 ) I — /[ umur ......
tahun, pendidikan ................. pekerjaan ..............ocoeeiiiiiiei
alamat ... , dengan nomor urut ......

C. SAr 71 I —— [ umur ......
tahun, pendidikan ................. pekerjaan ............cc.ccoooeeiiiiii
alamat ..., , dengan nomor urut ......

'; [ — dst.

3. Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa
........................ yang menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia
Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa .....................,
Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan .................... dan Calon
Kepala Desa dan / atau Saksi.

Setelah dilaksanakan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai
berikut :

a. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap  : ......... pemilih.
b. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih  : .......... pemilih.
c. Jumlah Pemilih yang diberikan kesempatan

menggunakan hak pilih D e pemilin.
d. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan

hak pith pemilih.




e. Jumlah Surat Suara 1 Ll lemkar.
f. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada

pemith T lembar.
g. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak ... lembar.
h. Jumlah Surat Suara yang salah coblos ... lembar.

4. Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut :

a. SAr .o nomor urut ...... memperoleh ...... suara.
b. Sdr. ..o nomor urut ...... memperoleh ...... suara.
C. SAr. oo, nomor urut ...... memperoleh ... ... suara.
I dst.
e. Surat Suaratdaksah suara.

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut, Calon Kepala

Desa Nomor Urut ......... (T Y SAr telah
memperoleh suara terbanyak yaitu ............ (R ———— ) suara,
maka ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan
Kepala Desa .............., Kecamatan ................... Kabupaten
Ponorogo..

Dengan telah selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa,
maka bersama ini kami sampaikan berkas-berkas pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA............... KECAMATAN .....................
KABUPATEN PONOROGO
Ketua



Format AD - 2.a

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..........ccccceeeee
KECAMATAN ................. KABUPATEN PONOROGO
S e — No. ... Telp. (0352) ...............
........... codePos -

NOMOr & swsewamsssasse Kepada
Sifat Penting Yth. Bupati Ponorogo
Lampiran 1 (satu) berkas melalui Camat .........................
Perihal Laporan Hasil Pemilihan di

Kepala Desa.

Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa

.............. , Kecamatan ................ Kabupaten Ponorogo, bersama ini

kami laporkan dengan hormat hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

............... Kecamatan ................, sebagai berikut :

1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal ..............
bertempat di................... Kecamatan .......... Kabupaten Ponorogo,
dimulai dari jam ........... WIB s/d jam ........... WIB. dan dilaksanakan

dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta berjalan
lancar dan tertib.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di hadiri oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Desa, Anggota BPD, Calon

Kepala Desa dan/atau Saksi serta masyarakat yang hadir di tempat
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

2. Dari jumlah ............. pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tetap, hadir dalam pemilihan ini ......... pemilihdan ................. pemilih
tidak hadir.

3. Pemilihan Kepala Desa diikuti oleh ..... . ) Calon Kepala Desa,
yaitu :

A BUE o e o oo B | [ umur ...
tahun, pendidikan ................ pekerjaan ...
alamat ... , dengan nomor urut ......

By SBEE e e s Bl 80 THE mmen s s g [ umur ......
tahun, pendidikan ................. pekerjaan ...........cccccccviiieii
alamat ... , dengan nomor urut ......

B DR s A i s oS I [ umur ...
tahun, pendidikan ................. pekerjaan ...............ccccceeeieiieii,
alamat ..., , dengan nomor urut .......



4. Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut :

a. SAr .. nomor urut ...... memperoleh ...... suara.
b Edb, = -mme e gon 00 nomor urut ...... memperoleh ...... suara.
B B, ... i seman s e nomor urut ...... memperoleh ...... suara.
O P — dst.

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut, Calon Kepala

Desa Nomor Urut ......... {\ cemomeee U KSR wn s siromrn. o m croeon ot o o telah
memperoleh suara terbanyak yaitu ............ R ) suara,
maka ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan
Kepala Desa .................., Kecamatan ................ Kabupaten Ponorogo.

Dengan selesaikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan
telah ditetapkan Calon Kepala Desa Terpilih maka bersama ini kami
mohon pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih serta
melantik Sdr. ... i L ——— lumur ... tahun,
pendidikan ................ pekerjaan ................ccceeeunen... alamat
sebagai KepalaDesa ............... Kecamatan ................ :

.......................

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas-berkas
pelaksanaan Pemilihan Kepala desa, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA............... KECAMATAN .......cccccoeennnnn.
KABUPATEN PONOROGO
Ketua

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. 1.
9

Camat .......oooovveeiiinn.

KepalaDesa ...................... Kecamatan




Format AD-2.b

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .........cccceeene.
KECAMATAN ................. KABUPATEN PONOROGO
Al e e e e No. ... Telp. (0352) ...............
................................. e

Nomor @ ... Kepada
Sifat Penting Yth. Bupati Ponorogo
Lampiran 1 (satu) berkas melaluiCamat .........................
Perihal Laporan Hasil Musyawarah di

Pemilihan Kepala Desa = ...

Antar Waktu.

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu, Desa .............. , Kecamatan ................ Kabupaten
Ponorogo, bersama ini kami laporkan dengan hormat hasil pelaksanaan
hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Antar Waktu, Desa
Kecamatan ................ , sebagai berikut :

1. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan pada tanggal
eeiiiean... bertempat di....oo Kecamatan .......... Kabupaten
Ponorogo, dimulai dari jam ........... WIB s/d jam ........... WIB.

2. Darijumlah............. peserta musyawarah yang telah ditetapkan, hadir
dalam pemilihan ini ......... pesertadan .................. peserta tidak hadir,
sehingga telah memenuhi syarat dilaksanakan musyawarah.

3. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diikuti oleh 1 (satu) Calon Kepala
Desa Antar Waktu, yaitu :

....................... [ umur ...... tahun,
......................................... alamat

4. Hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu telah
diperoleh kata mufakat sepakat oleh perseta musyawarah untuk

menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala
Desa Antar Waktu Terpilih, yaitu :

S [ ———— TTL e, [ umur ... tahun,
pendidikan ......... pekerjaan ................... alamat ...

Dengan selesaikan pelaksanaan musyawarah Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu dan telah ditetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu
Terpilih maka bersama ini kami mohon pengesahan dan pengangkatan
Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih serta melantik Sdr. .....................




1|1 P ——— [ umur ... tahun, pendidikan ......... pekerjaan

................... sebagai Kepala Desa
Kecamatan ................ '

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas-berkas
pelaksanaan musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa

................. Kecamatan ................., sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA............... KECAMATAN ...
KABUPATEN PONOROGO
Ketua

TEMBUSAN :
Yth. Sdr. 1. Camat

2. Kepala Desa




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Format AD - 2.c

KECAMATAN ................. KABUPATEN PONOROGO
o No. ... Telp. (0352) ...............
Kode Pos : ..........

Nomor Kepada
Sifat Penting Yth. Bupati Ponorogo
Lampiran 1 (satu) berkas melalui Camat .........................
Perihal Laporan Hasil Musyawarah di

Pemilihan Kepala Desa el

Antar Waktu.

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu, Desa .............. , Kecamatan ................ Kabupaten
Ponorogo, bersama ini kami laporkan dengan hormat hasil pelaksanaan
hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Antar Waktu, Desa
Kecamatan ................ , sebagai berikut :

1. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan pada tanggal

.............. bertempat di....................Kecamatan ..........Kabupaten
Ponorogo, dimulai dari jam ........... WIB s/d jam ........... WIB.
2. Darijumlah ............. peserta musyawarah yang telah ditetapkan, hadir
dalam pemilihan ini ......... peserta dan ................. peserta tidak hadir,
sehingga telah memenuhi syarat dilaksanakan musyawarah.
3. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diikuti oleh ..... | - ) Calon
Kepala Desa Antar Waktu, yaitu :
gl S8l e smeeneytees fu. e o TTL i [ umur ......
tahun, pendidikan ................. pekerjaan ...............ccceeeeiii
AIAMALY ;oessmsswsmmmmm s R R T

B SHN e ——— THLE ey e s / umur ...
tahun, pendidikan ................. pekerjaan ...
alamat ...

Co e, dst.

4. Hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu telah
diperoleh kata mufakat sepakat oleh perseta musyawarah untuk
menetapkan 1 (orang) Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon

Kepala Desa Antar Waktu Terpilih, yaitu :




{0 S S W S | T ————— [ umur ... tahun,
pendidikan ......... pekerjaan ................... alamat ;

Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana tersebut angka 4,
maka SAr. ... g o 1 — [ umur ... tahun,
pendidikan ......... pekerjaan ................... alamal ... s s,
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dalam

musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Kecamatan ................. Kabupaten Ponorogo.

Dengan selesaikan pelaksanaan musyawarah Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu dan telah ditetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu
Terpilih maka bersama ini kami mohon pengesahan dan pengangkatan
Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih serta melantik Sdr. ......................
F1 | S ———— [ umur ... tahun, pendidikan ......... pekerjaan

................... alamat ................... sebagai Kepala Desa
Kecamatan ................ ;

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas-berkas
pelaksanaan musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa
................. Kecamatan ................., sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA............... KECAMATAN .........ccouvnen.
KABUPATEN PONOROGO

Ketua

TEMBUSAN :
Yth. Sdr. 1. Camat

2. KepalaDesa ..................... Kecamatan




Nomor
Sifat

Lampiran

Format AD -2.d

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....................
KECAMATAN .......ccccoueen KABUPATEN PONOROGO
o No. ... Telp. (0352) ...............

................................. e
e T ——————
...................... Kepada
Penting Yth. Bupati Ponorogo
1 (satu) berkas melalui Camat .........................
Laporan Hasil Musyawarah di

Perihal

Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu.

Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa

.............. , Kecamatan ................ Kabupaten Ponorogo, bersama ini
kami laporkan dengan hormat hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Antar
Waktu, Desa .............. , Kecamatan ................ , sebagai berikut :

1. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan pada tanggal
.............. bertempat di....................Kecamatan ..........Kabupaten
Ponorogo, dimulai dari jam ........... WIBs/djam ........... WIB.

2. Darijumlah ............. peserta musyawarah yang telah ditetapkan hadir
dalam pemilihan ini ......... pesertadan ................. peserta tidak hadir,
sehingga telah memenuhi syarat dilaksanakan musyawarah.

3. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diikuti oleh ..... . ) Calon
Kepala Desa Antar Waktu, yaitu :

B, UL, o oo i mamioe o s 1 - | — { umur ...
tahun, pendidikan ................. pekerjaan ..............cccciiii
alamat ...

5 18R st st s RTTVRLLE | ooy revsmpmevenwese [ umur ......
tahun, pendidikan ................. pekerjaan .............ccooeciiiiiiiee e,
alamat ...

o AR dst.

4. Dalam pelaksanaan pembahasan oleh peserta musyawah desa yang
dipimpin oleh Ketua Badan Permusyaratan Desa, mengenai pokok-
pokok hasil pembicaraan para peserta mengenai Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu, tidak diperoleh kata mufakat oleh peserta
musyawarah untuk menetapkan 1 (orang) Calon Kepala Desa Antar




Waktu, maka dilakukan pemungutan suara dan setelah dilakukan
pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut :

= A [0 | A S nomor urut ...... memperoleh ...... suara.
SRR =T | —————————— nomor urut ...... memperoleh ... ... suara.
S —— dst.

Berdasarkan hasil pemungutan suara sebagaimana tersebut
angka 4, SAr. ... telah memperoleh suara terbanyak
yaitu ............ (e ) suara, maka yang bersangkutan
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dalam
musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa
Kecamatan ................. Kabupaten Ponorogo.

Dengan selesainya pelaksanaan musyawarah Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu dan telah ditetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu
Terpilih maka bersama ini kami mohon pengesahan dan pengangkatan
Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih serta melantik sebagai Kepala
Desa............... Kecamatan ................ :
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas-berkas
pelaksanaan musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Wzktu, Desa
................. Kecamatan ................., sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA... ............ KECAMATAN .....................
KABUPATEN PONOROGO
Ketua

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. 1.
2,

) 1112 | .

KepalaDesa ................... Kecamatan




1.

CONTOH SUARA SAH

1 (satu) coblosan

DESA ..

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

cirmrmenmenimeee. KECAMATAN...ccvvivenu

KABUPATEN PONOROGO

Hj. SULASTRISE | | It H. SUMINO. |

O ST oo o doctsiate e tacse.soen

EEITINE

SUKIMAN, SH.

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

KABUPATEN PONOROGO

T S N
Hj. MLAM P, SE |.

KECAMATAN ....

brs. IODIP.

[

l Ir. DARMANTO I I

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA
IR e i ens s

NOROGO
3 || 4
i 1
Hj. NILAM P,SE. | Drs. HADI P. | I HART ATI, SH. |I

SURAT SUARA

PALA DESA
DESA ..c.oeemcweeenrcee JJECAMATAN ..o
PONOROGO
4
| H. sanmouo | | Ir. SRt HARTINI | I SUKIMAN, SH.




CONTOH SUARA SAH

2. Lebih dari 1 (satu) coblosan tetapi dalam 1 (satu) kotak gambar maksimal 3 (tiga) bekas coblosan

SURAT SUARA SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA o panimiaen mems o KECAMATAN .....mvmimimie DESA..........cc.cceeeee. . .KECAMATAN ... ...coce oo o
KABUPATEN PONOROGO ABUPATEN PONOROGO

LIOLSUM!NO [ |summnn, SH.I Hj.NILAM P, SE|. I Drs. HADIP. '

SURAT SUARA SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ..c..ciceimivecncnnes KECAMATAN ...........A...... DESA.......c.cccvwe. ... KEGAMATAN ..... =
KABUPATEN PONOROGO KABUPATEN PONPROGO r

1 [ 2 11 3 |l mn & 71 1 2

H ir. DARMANTO | lHj.NILAM P,SE.I | Drs. HADI P. | l HOTATI, SH. I' H.SARDJONO | | Ir. SRI HARTY




CONTOH SUARA TIDAK SAH

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA . ..cvwiummpsumn cons KECAMATAN .....c....a......
KABUPATEN PONOROGO

1 | [ 2

Hj. SULASTRISE.] ] ir. H. SUMNO |

Tidak ada coblosan

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....-..c.-ccvvm.o... KECAMATAN .........e e
KABUPATEN PONOROGO

1 | [ 2 3 4

I Drs.HADIP.J l HART ATI, SH.

| Ir. DARMANTO J

coblosan tidak memakai alat yang disediakan

SURAT SUARA

AN KEPALA DESA
DESA ll-llllllIIIIIII.IIDIKECAMATAN [ R NN NR _NNTNN LN ]
I IPATEN PONOROGO

J | SUKIMAN, SH.I Hj. NILAM P, SE§. I Drs. HADIP. | ‘

1 (dua) coblosan berada di luar kotak tanda gambar

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..c.cccaiviveeeen .. KECAMATAN .....cco e ceee -
KABUPATEN PONOROGO

(L EERNAL § O

coblosan lebih dari 1 (satu) kotak tanda gambar / semua dicoblos



CONTOH SUARA TIDAK SAH

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA llllllllllllllllllllll KECAMATAN llliltl RREWEm D IRE N

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.........cceew.. . KECAMATAN .........

KABUPATEN PONOROGO

] i/

3 TERVIT N
I SUKIMAN, SH., JHi. NiLAM P, SE }.\

R

| Drs. HADIP. ||

Coblosan lebih dari 3 (tiga) coblosan

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA
01 =S S —— KECAMATAN .........c.cc......

KABUPATEN PONOROGO oSS (
jw r b
2 | [ s |
Ir. DARMANTO l l Hj. NILAM P,SE. I | Dis. HADIP. I l HARTATI, SH. I ‘

1 (satu) coblosan atau lebih dan ditambah tulisan

1 (satu) coblosan dan ditanda-tangani

SUARA
P~ ILMJAN KEPALA DESA
DESA..c.ccce. .. KECAMATAN ...,
K EN PONOROGO

-

mencoblos lebih dari 3 (tiga) coblosan

HARJANTO, SH.




SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA .. .. KECAMATAN .. —
KABUPATEN PDNOROGO
1 2 3 4 3
H.SARDJONO | | Ir. SRIHARTINI | | SUKIMAN,SH. | Hj SULASTRL SE{ [HARJANTO, SH.




PEMIL (NN K EPALA CEH A

o SR ER—————
KECAUATAN .oovimnnn.

KoBU MTEL POIORCOO
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